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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DISKRIPSI OBYEK PENELITIAN

1. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km? terdiri dari
6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin
Lama, Arut Utara, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada, Dua
kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai. Luas
Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan dapat dilihat

pada gambar 4.1 dan Tabel 4.1 pada halaman berikut ini :

Gambar 4.1 PetaKabupaten Kotawaringin Barat

- gt . £T W™

Sumber : Kobar Dalam Angka
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LLuas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

Luas Jml Desa/
Kecamatan sz % Kelurahan
I, Arut Selatan 2.400 22,31 20
2. Kumai 2.921 271,15 18
3. Kotawariagin Lama 1.218 11,32 17
4. Arut Utara 2.685 24,96 11
5. Pangkalan Lada 229 3,08 11
6. Pangkalan Banteng 1.306 10,21 17
KTW. BARAT 10.759 100 94

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak antara 110°25°26™ -

112°50°36 Bujur Timur (BT) dan antara 1°19°35” -

3936’59 Lintang

Selatan (LS). Secara administratif letak geografisnya berbatasan dengan :

t

2. Topografi

Keadaan topografis

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

Kabupaten Kotawaringin Barat dapat

digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar

berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang

terdiri dari

e Secbelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah Latosol tahan

terhadap erosi.

e Bagian Tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning juga tahan

terhadap erosi.
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»  Sebelah Selatan terdiri dari danau dan rawa-rawa Alluvial/ Organosal

banyak mengandung air.

3. Geomorfologi
Keadaan geomorfologi/bentuk lahan terhadap ketinggian dari
permukaan air laut dan prosentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan
di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4. 2.
Data Ketinggian dan Kemiringan di Kab. Kotawaringin Barat.

Ketinggian Kemiringin
Kecamatan (MDPL) (%)

1. Anut Selatan 0300 040

2. Kumai 0-500 0-40

3. Ktw. Lama 7 - 100 02 dan 15-40
4. Arut Utara 25-(>500) 2-(>40)

5. Pangkalan Lada 0-500 0-40

6. P. Banteng 0500 | 0-40

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010

4. Iklim

Faktor pembentuk iklim adalah curah hujan, suhbu udara,
kecepatan angin dan kelembaban. Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau
dan musim hujan. Musim kemarau pada Bulan Juni sampai dengan
September sedangkan musim penghujan bulan Oktober sampai dengan
bulan Mei. Suhu maximum berkisar 31,0 °C — 33,8 °C dan subu minimum

antara 213 °C — 23,4 °C, kelembaban udara berkisar 85,58 %.
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5. Potensi Lahan
Jenis lahan/tanah pada suatu kawasan wilayah sangat berpengaruh
terhadap pengalokasian lahan yang dialokasikan penggunaannya oleh
Pemerintah Daerah dalam pengembangan pembangunan kawasan seperti
pertanian, perkebunan, kehutanan dan perumahan. Demikian pula dalam
penggunaan tanah yang merupakan indikator intensitas pemanfaatan
ruang.

Penggunaan tanah yang kompleks akan menunjukkan intensitas
pemanfaatan ruang yang tinggi. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
tampilan lahan (land cover) masih didominasi oleh corak alamiah yaitu
berupa hutan. Penggunaan lahan didominasi oleh perkebunan rakyat,
perkebunan besar, sawah, ladang/tegalan, kebun campur, permukiman dan
lain-lain. Berikut data potensi lahan pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3.
Potensi lahan di witayah Kobar

No Peruntukan Luas (Hza) %
1 | Konsesi kehutanan 565.028 52,52
2 | Konsesi transmigrasi 28.641 2,66

3 | Kawasan pengembangan
A | - Konsesi perkebunan

+ Cadangan 120.807 11,23

+ Tertanam 160.973 14,96

B { - Konsesinon perkebunan 191.309 17,78
4 | Danau dan sungai 9.142 0,85
Jumiah 1.075.900 100,00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010.

Tanah merupakan unsur penting dalam rangka budidaya
pengembangan komoditas pertanian. Berdasarkan data statistik (BPS,
2011) bahwa keadaan tanah di wilayah Kotawaringin Barat kondisinya

sangat bervariasi dengan tingkat kesuburan yang sangat terbatas.
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Keadaan tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk

klasifikasi tanah kelas IV sampai dengan kelas VII (yvaitu keadaan tanah

yang mempunyai kadar hambatan yang sedang sampai tinggi). Dilihat dari

tekstur tanah, umumnya wilayah Kowaringin Barat sebagian besar

didominasi oleh tekstur tanah lempung berpasir/tekstur tanah halus. Data

Penyebaran Tekstur Tanah sebagaimana tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4.

Penyebaran Tekstur Tanah di kabupaten Kotawaringin Barat

Nao. Kecamatan Tekstur (ha)
Halus Sedang Kasar |Lain-lain| Jumlah

1 Arut selatan 139.704 34.320 65.976 - 240.000
2 Arut Utara 266.271 - 2.229 - 268.500
3 Kiw. Lama 79.468 25.152 17.186 - 121.800
4 Kumai 83.639 | 193.163 79.183 | 89.610 445.600
5 P. Lada
6 P. Banteng

Jumiah 569.076 | 252.640 164.574 | 89.610 | 1.075.900

% 52,89 23,48 15,30 | 833 100,00

Sumber : Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah, 2008

Jenis tamah di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai

berikut :

Tanah Alluvial, yaitu tanah yang merupakan endapan tanah yang
berasal dari sungai pada waktu banjir. Tanah tersebut sebagian besar
terdapat di dacrah pinggiran aliran sungai dan rawa-rawa.

Tanah Organosol, adalah jenis tanah yang terdiri dari bahan organik
yang terdapat di dacrah dataran rendah.

Tanah Latosol dan Tanah Podsolik Merah Kuning yang lebih banyak
terdapat pada wilayah perbukitan. Jenis tanah ini lebih tahan erosi dan

lebih cocok untuk budidaya pengembangan komeoditas pertanian.
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Secara umum terdapat 8 jenis tanah di Kotawaringin Barat dengan

dominan Podsolik Merah Kuning ( 51,51% ) yaitu

- Podsolik Merah Kuning : 554242 ha
- Laterit : 59012 ha
- Regosol Podsol : 110206 ha
- Latosol : 50230 ha
- Alluvial : 85.680 ha
- Organosol : 112,669 ha
- Komplek Podsolik Merah Kuning Podsol : 97247 ha
- Rawa : 6614 ha

Jumlah : 1.075.900 ha

Faktor pembatas kemampuan lahan di Kabupaten Kotawaringin
Barat adalah lahan gambut dan pasir seluas 120.753 ha, sekitar 11,22%
dari luas wilayah dan terbanyak di wilayah Kecamatan Kumai yang
terperinci seperti yang disajikan pada tabel 4.5 berikut ini

Tabel 4.5.
Penyebaran Faktor Pembatas Kemampuan I.ahan

Ne. Kecamatan Tekstur (ha)
Gambut Pasir Batu Jumlah

i Arut selatan 17.040 1.229 - 18.268
2 Arut Utara - 813 - 813
3 Kitw. Lama 16.553 4.980 - 21.513
4 Kumai 68.865 11.273 - 80.138
5 P. Lada ‘
6 P. Banteng

Jumlah 102.458 18.295 - 120.753

Sumber : Kantor wilayah BPN Provinsi Kalimanten Tengah, 2010
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6. Demografi
Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten
Kotawaringin Barat dalam proses pertumbuhan sejalan dengan dinamika
pembangunan. Sampai dengan akhir Desember 2010 penduduk Kabupaten
Kotawaringin Barat berjumlah 241.383 jiwa, dengan rincian sebagaimana

tabel 4.6. berikut ini :

Tabel 4.6.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2010
No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan JUMLAH

1. Arut Selatan 52.246 48.115 100.361
2. Kumai 24.617 22.544 47.461
3. Ktw. Lama 9.062 8.038 17.100
4, Arnut Utara 9.654 7.055 16.709
5. Pangkalan Lada 15.158 13.335 28.493
6. P. Banteng 17.012 14.547 31.559

Jumlah 127.746 113.634 241.383

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk biasanya lebih tinggi
pada kawasan/daerah yang prasarana dan sarana dasar serta fasilitas
umumnya cukup tersedia, selain daripada hal tersebut di atas pertambahan
penduduk biasanya terpusat pada sentra-senira tertentu seperti : tempat
usaha/bekerja, pasar, pelabuhan, terminal dan sebagainya. Jumlah
penduduk serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat

dilihat pada tabel 4.7 dan dan tabel 4.8 pada halaman 62 berikut ini :
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Tabel 4.7.
Jumiah Rumah Tangga, Penduduk dan Sex Ratio di
Kabupaten Kotawaringin Barat
Rumah Penduduk Sex
Kecamatan | yungew | Laki | Wanita | Jumiah | Ratio
Arut Selatan 26.956 52.246 48.115 100.361 108,59
Kumai 10.827 24.617 22,544 47.461 109,20
Ktw. Lama 4.729 9.062 8.038 17.100 112,74
Arut Utara 4.710 9.654 7.055 16.709 136,84
P. Lada 7.868 15.158 13.335 28.493 113,67
P. Banteng 9,014 17.012 14.547 31.559 116,95
Tahun 2010 64,104 121.749 113.634 241.383 112,42
Tahun 2009 60,209 121.650 109.334 230.984 110,63
Tahun 2008 58,553 119.440 107.943 227.383 110,65

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010

Tabel 4.8.

Kepadatan Penduduk Km? dan Rata-rata Penduduk per Rumah Tangga di
tiap Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Lua; Rata-Rata

Kecamatan (Km"} Ke(;;:;g;an Per RT
1. Arut Selatan 2.400 41,82 3,72
2. Kumai 2.921 16,15 4,36
3. Kotawaringin Lama 1.218 14,04 3,62
4. Arut Utara 2.685 6,22 3,55
5. Pangkalan Lada 229 124,62 3,62
6. Pangkalan Banteng 1.306 24,16 3,50
Tahun 2010 10.759 22,44 3,77
Tahun 2009 10.759 21,47 3.84
Tahun 2008 10.759 21,13 3,88

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010

7. Kondisi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikuiltura.

Dalam pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
komoditi strategis di Kabupaten Kotawringin Barat adalah padi dan jagung.
Capaian produksi tanaman pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama
periode 2009 sampai dengan 2011 disajikan pada Tabel 4.9 pada halaman 63

berikut ini :
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Capaian Produksi TPH di Kab. Kotawaringin Barat tahun 2009-2011

No. Komoditas Tahun Rata-rata
2009 2010 2011 Pertumbuhan
1, | Padi Sawsh 7.307,81 10.707.01 | 11.176,60 25,45
2 Padi Ladang 3.405.48 7490941 13.872,9% 102,58
Jumlah Padi 10.713.29 | 18.197,95 | 25.049,56 33,76
3 Jagung 4.127,57 4.930,14 3.679,13 {2,97)
4 Kedelai 70,86 54,60 307,40 220,03
5 | Kacang Tanah 219,66 212,26 442,49 52,55
6 | Kacang Hijau 18,17 26,98 37,91 44,50
7 | Ubikayu 7.470,08 7.355,17 | 10.924,55 23,50
8 | Ubi Jalar 1.162,70 1.347,54 1.458,18 12,05
9 { Sayuran 5.884,94 521960 6.105,57 2,84
10 | Buah-buahan 11.578,00 | 12.12520 ] 12.309,52 3,12

Kobar Dalam Angka 2010.

Produksi padi di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu
tiga tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 25,45% pertahunnya.
Hal ini karena adanya kegiatan cetak sawah dan SL.PTT padi lahan kering dan
SLPTT padi sawah. Produksi padi tahun 2010 mengalami kenaikan dibanding
tahun 2009 sebesar 18.197,95 Ton GKG. Kemudian di tahun 201} mengalami

peningkatan lagi sebesar 25.049,56 Ton GKG.

Produksi Jagung pada tahun 2011

dibandingkan tahun 2009 dan 2010 yaitu sebesar 3.679,13 ton Pipilan Kering

mengalami penurunan

atau mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,97%. Penurunan produksi ini
terjadi akibat tidak adanya program yang dilakukan oleh PD. Agrotama
Mandiri yang menyebabkan petani enggan untuk menpanam jagung,

sedangkan keadaan sebaliknya terjadi pada tahun 2009 dan 2010.
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Produksi kedelai tahun 2011 mencapai 307,40 ton biji kering, terjadi peningkatan
sebesar 220,03% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2010 yang hanya

mencapai 54,60 ton.

B. Hasil Penelitian
1. Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Pada Program
Peningkatan Produksi Beras Nasional /P2BN di Kabupaten
Kotawaringin Barat.

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan langsung maupun
hasil wawancara dan data - data yang diperoleh peneliti selama melakukan
penelitian  di Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan fokus
penelitian maka peneliti akan menyampaikan beberapa hasil penelitian dan
pembahasan lebih rinci akan dituangkan pada anak bab selanjutnya.

Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat
merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam
mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang
tercermin dari ketersediaan yang cukup baik jumlah maupun mutunya,
aman, merata, terjangkau dan merupakan hal yang penting dan strategis.

Dasar kebijakan ketahanan pangan daerah adalah sebagaimana diatur
dalam Undang — Undang No. 7 tahun 1998 dan diubah dalam Undang —
undang no 18 tahun 2012 tentang pangan dan secara khusus diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002.

Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Di Kabupaten Kotawaringin
Barat sebelumnya ditangani oleh Subdin Ketahanan Pangan yang berada di
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pejabat

yang berwenang menangani urusan Ketshanan Pangan adalah Kepala Sub
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Dinas Ketahanan Pangan setingkat dengan Eselon ITI. Dengan adanya

perubahan struktur organisaasi dan perangkat daerah di Kabupaten

Kotawaringin Barat maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

serta Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun

2008 Tanggal 1 Juni 2008 tentang Struktur Organisasi Kantor Penyuluhan

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Struktur

Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Kantor.

b. Sub Bagian Tata Usaha.

c. Seksi Ketahanan Pangan.

d. Seksi Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Tata Penyuluhan
Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

e. Seksi Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Tata Penyuiuhan
Perkebunan dan Kehutanan.

Dengan Penetapan Perda Nomor 19 tahun 2008 tersebut maka
tanggal 1 Agustus Tahun 2008 kewenangan urusan Ketahanan Pangan
diserahkan kepada Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditangani oleh Seksi Ketahanan
Pangan (Eselon V),

Untuk melaksanakan kebijakan ketahanan pangan dacrah di

Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan ketahanan
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pangan daerah maka dirumuskan visi dan misi dan strategi kebijakan

Kantor Penyuluhan  Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Kotawaringin Barat yaitu :

Visi “ Terwujudnya Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan
Pangan sebagai Lembaga yang handal dalam rangka
Pemberdayaan Penyuluhan dan Pemantapan ketahanan pangan
yang berkelanjutan sampai ketingkat rumah tangga.”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka, misi yang dirumuskan oleh Kantor

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

- Mendorong terwujudnya pelayanan prima terhadap petani dalam rangka
meningkatkan daya saing sebagai pelaku agribisnis.

- Menguatkan fungsi dan peran kelembagaan penyuluhan pertanian dalam
pelaksanaan otonomi daerah.

- Mengembangkan wawasan dan profesionalisme penyuluh pertanian.

- Mengembangkan kepemimpinan, keswadayaan dan keswakaryaan petani
serta masyarakat pelaku agribisnis.

- Mengembangkan metodologi dan model model penyuluhan pertanian
sistem partisipatif dan usaha agribisnis.

- Mewujudkan ketahanan pangan daerah melalyi peningkatan
produktivitas tanaman pangan, hortikuitura, peternakan, perikanan,
perkebunan dan kehutanan serta penganckaragaman konsumsi pangan.

- Membangun kemandirian kelembagaan petani- nelayan melalui
peningkatan kualitas sumberdaya manusia anggota kelompok.

- Meningkatkan kemampuan kewirausahaan petani’kelompok tani —
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nelayan untuk memperkuat posisi tawar dan permodalan petani —
nelayan.
Adapun strategi kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut adatah

sebagai berikut :

Mengoptimalkan peran penyuluh lapangan sebagai ujung tombak
terwujudnya pelayanan prima terhadap petani dalam rangka
meningkatkan daya saing sebagai pelaku agribisnis.

- Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan stakeholder untuk
menguatkan fungsi dan peran kelembagaan ketahanan penyuluban
pertanian dan otonomi dacrah.

- Mengupayakan  peningkatan /mengembangkan  wawasan dan
profesionalisme penyuluh pertanian melalui diklat teknis sesuai dengan
bidang tugasnya.

- Menerapkan dan mengembangkan metodologi dan model — model
penyuluhan pertanian sistem partisipatif dan usaha agribisnis.

- Mendorong tumbuhnya kepemimpinan, keswadayaan dan keswakaryaan
petani serta masyarakat pelaku agribisnis.

- Meningkatkan Produksi pangan dengan tehnologi spesifik lokasi,
pengembangan dan penyediaan bibit unggul dan jasa alsintan serta
penyediaan layanan kredit yang mudah diakses petani melalui dinas
teknis daerah.

- Pengembangan percepatan keragaman konsumsi pangan berbasis pangan

lokal.

- Peningkatan kelancaran distribusi dan akses pangan melalui peningkatan
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kualitas dan peningkatan infrastruktur distribusi.

- Peningkatan efektifitas fungsi koordinasi dinas terkait di bidang pangan
dan gizi schingga terjaminnya keamanan, mutu dan hiegine pangan yang
dikonsumsi masyarakat.

Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin

Barat dalam rangka mewujudkan visi dan misi dibidang ketahanan pangan

dan penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan kepada masyarakat.

- Meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan berdasarkan programa penyujuhan.

- Peningkatan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap
penyuluh.

- Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian pangan dengan
meningkatkan produksi pangan daerah, pengembangan cadangan pangan
dan penetapan lahan abadi untuk produksi pangan.

- Peningkatan kemudahan mengakses pangan dengan meningkatkan daya
beli dan menurunkan kemiskinan serta meningkatan efiktifitas dan
efisiensi sistem distribusi pangan.

- Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi
seimbang dengan meingkatkan kemampuan rumah tangga mengakses
pangan, pengembangan program perbaikan gizi.

Dari uraian struktur organisasi, visi, tnisi dan kebijakan Kantor

Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin
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Barat menunjukan bahwa peran Kantor Penyuluhan Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan
Koordinator/sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dan lembaga yang

mendukung peningkatan produksi beras dilihat dari sisi peran penyuiuh.

Untuk mendukung kebijakan Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten
Kotawaringin Barat, Pemerintah membentuk Dewan Ketahanan Pangan
Dacrah yang langsung dipimpin oleh Bupati Kotawaringin Barat dengan
melibatkan 29 (dua puluh sembilan) Dinas/instansi/lembaga dan dibantu
oleh sekretariat yang berada pada Kantor Penyuluhan Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dasar pembentukan

Dewan Ketahanan pangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Undang — undang Nomor 7 tahun 1996 dan telah diperbarui dengan
Undang - undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

- Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : DKP/228.1/V/2010
Tanggal 1 Mei 2010 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten

Kotawaringin Barat.

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut diatas maka Dewan
Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi menjadi 3 (tiga)

kelompok kerja yang meliputi :

a. Kelompok Kerja Ketersediaan.
b. Kelompok Kerja Distribusi, Cadangan Pangan dan Stabilisasi

¢. Kelompok Kerja Penganekaragaman Pangan dan Mutu Pangan
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Adapun kebijakan dari Dewan Ketahanan Pangan Pangan Kabupaten

Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya kebijakan ketahanan pangan daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan
oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan
Propinsi Kalimantan Tengah.

b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan
pangan.

c. Terjaminnya ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Barat yang
meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, mutu, gizi, keamanan
dan kewaspadaan pangan.

d. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Barat.

e. Terselenggaranya rapat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
Kotawaringin Barat sekurang — kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun
atau sewaktu — waktu sesuai keperiuan.

f. Tersedianya laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap satu

bulan sekali atau sewaktu — waktu sesuai keperlnan,

Implementasi dari tugas Dewan Ketahanan Pangan tersebut maka
Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah

menetapkan target capaian sebagai berikut :
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a. Terbentuknya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dananya
bersumber dari APBD Kotawaringin Barat tahun 2014 yaitu sebesar 50
ton (50%) dari target SPM.

b. Meningkatnya peran aktif dari seluruh lintas SKPD terkait bersinergi
dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi serta seluruh stakeholder dalam
mendorong dan mengawal pencapaian swasembada beras, jagung,
daging sapi dan ikan tahun 2014 dengan mengalokasikan sumber dana

c. Terkoordinasinya penanganan permasalahan dan kendala pelaksanaan
pencapaian swasembada pangan wajib menyelenggarakan rapat DKP
sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan rapat Pokja DKP sekurang-
kurangnya 3 kali setahun atau sesuai kebutuhan.

d. Meningkatkan ketersediaan pangan wilayah kabupaten untuk
mengantisipasi dampak perubahan iklim berbasis produksi pangan
lokal.

e. Penguatan kelembagaan sosial masyarakat.

f. Meningkatnya luas areal melalui penataan pola tanam, perbaikan
infrastruktur pertanian di desa’kelurahan.

g. Penyediaan sarana produksi dan penerapan teknologi tepat guna.

h. Peningkatan akses terhadap modal dan pasar.

i. Mengembangkan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan
pemerintah yang tidak terbatas pada komoditi beras saja tetapi juga
komoditi pangan pokok lainnya yang berbasis pada potensi sumber
daya lokal sebagai upaya mengembangkan diversifikasi produksi.

j.  Percepatan dan pemasyarakatan diversifikasi konsumsi pangan.
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Hasil observasi dilapangan menunjukan bahwa target capaian
kebijakan ketahanan pangan sebagian besar sudah dilaksanakan namun ada
beberapa target capaian yang dilaksanakan belum optimal. Berikut
beberapa hasil penelitian yang peneliti peroleh sciama melakukan penelitian

di lapangan :

a. Aspek Ketersediaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari aspek ketersediaan pangan
menunjukan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Kotawaringin
Barat dikategorikan dalam keadaan tidak aman dengan resiko tinggi hal
ini karena 55 % dari kebutuhan pangan dipenuhi dari pasokan dari luar
daerah terutama dari pulau jawa dan propinsi Kalimantan Selatan dan
hanya 45 % yang dapat dipenuhi dan produksi sendiri. Kondisi seperti
ini akan menimbulkan kerawanan pangan di Kabupaten Kotawaringin
Barat apabila jalur distribusi terganggu. Penyebab utama kondisi rawan
adalah dari indeks ketersediaan yang sangat erat hubungannya dengan
luas tanam dan luas panen komoditas pangan terutama beras. Hal ini
seperti diungkapkan oleh Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kotawaringin Barat Ir. H. Akhmad Yadi ( Wawancara tanggal
4 April 2014) sebagai berikut :

“Kebutuhan pangan daerah yang mampu dipenuhi dari produksi
daerah, saat ini baru 45 % dari total kebutuhan”.

b. Aspek distribusi, cadangan Pangan dan Stabilisasi menunjukan bahwa
aspek distribusi pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat lancar dan

merata. Arus barang dari Pulau Jawa ke Kabupaten Kotawaringin Barat
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melalui pelabuhan Kumai dan selanjutnya di distribusi ke seluruh

kecamatan dan desa dengan frekuensi bongkar muat barang 2 kali dalam

seminggu. Sedangkan untuk cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang
dananya bersumber dari APBI) Kotawaringin Barat tahun 2014 sudah
terealisasi sebesar 50 ton (50%) dan target SPM vyaitu 100 ton.

c. Aspek Penganekaragaman Pangan dan Mutu Pangan menunjukan bahwa
program penganekaragaman pangan dan mutu pangan di Kabupaten
Kotawaringin Barat baru sebatas promosi penganeka ragaman pangan
dan belum ada program — program nyata untuk penganekaragaman dan
peningkatan mutu pangan.  Promosi penganeckaragaman pangan
ditempuh dengan kegiatan :

- Pemasangan dan pembuatan baliho, banner, poster dan leafet, light
box.

- Himbauan penggunaan pangan lokal pada acara resmi melalui
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tanggal 14 Juii 2011 tentang
Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal di Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Optimalisasi pemanfaatan pekarangan.

- Penyediaan KIT Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Hal ini seperti ungkapan Ir. Abed Nego (Wawancara Tangggal 7 April

2014) berikut :

“Dari sisi penganekaragaman pangan masih baru slogan, kalau pun ada
sangat kecil, dan baru dalam bentuk model”.
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d. Meningkatnya peran aktif dari seluruh lintas terkait bersinergi dengan
Pemerintah Pusat dan Propinsi serta seluruh stakeholder dalam
mendorong dan mengawal pencapaian swasembada beras, jagung, daging
sapi dan ikan tabun 2014 dengan mengalokasikan sumber dana. Dari
hasil observasi dan data — data lapangan menunjukan bahwa tidak semua
SKPD aktif pada lembaga Dewan Ketahanan Pangan. Hal ini
diungkapkan oleh Ir. Abed Nego (wawancara Tangggal 7 April 2014)
sebagai berikut :

“Dalam kebijaken ketahanan pangan baru tiga lembaga yang saling
koordinasi yaitu peternakan dengan pertanian dan penyuluhan, belum
dengan lembaga yang lain, dinas perikanan seperti apa makanya wadah

yang dibentuk Dewan ketahanan pangan yang dipimpin langsung oleh
bupati belum serius memikirkan kebijakan ketahanan pangan"'.

Dari hasil observasi menunjukan bahwa kondisi diatas disebabkan
karena organisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah merupakan
organisasi lintas sektor dengan melibatkan 16 Kementerian untuk di
Pusat untuk di Kabupaten Kotawaringin Barat Dinas /Instansi yang
mendukung ketahanan pangan sebanyak 26 Dinas /instansi/Lembaga.
Dengan demikian Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mampu menggerakkan organisasi
schingga implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah belum
berjalan sesuai dengan maksud dari isi kebijakan. Hal ini karena
organisasi pelaksana implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah
terlalu besar sementara sekretariat dewan terkendala dengan rendahnya
eselonering sehingga koordinasi pada dewan ketahanan pangan daerah

sangat lemah, Dilain pihak dukungan sumber daya manusia sangat minim

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 74

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNWERSITAS TERBGIRA781-pdf

yang di tunjukan adanya jumlah personil yang menangani ketahanan
pangan sangat terbatas yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi dan 7
(tujuh ) orang staf, sementara bidang yang ditangant ada tiga bidang
yaitu : (1) bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, (2) bidang
distribusi dan akses pangan dan (3) bidang konsumsi dan keamanan
pangan.

e. Terkoordinasinya penanganan permasalahan dan kendala pelaksanaan
pencapaian swasembada pangan wajib menyelenggarakan rapat DKP
sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan rapat Pokja DKP sekurang-
kurangnya 3 kali setahun atau sesuai kebutuhan.

Hasil konfirmasi dengan aparatur pada Dinas Pertanian dan
Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa untuk mendukung
kebijakan ketahanan pangan daecrah tersebut Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat melaksanakan Program Peningkatan Produksi Beras
Nasional/P2BN yang mecrupakan program yang diluncurkan oleh

Pemerintah Pusat guna mendukung kebijakan ketahanan pangan.

Adapun pelaksanaan program P2BN di Kabupaten Kotawaringin
Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan
Kerja Antar Ketembagaan Tecknis, Penelitian dan Pengembangan dan
Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras
Nasional serta untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan
program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) Kabupaten

Kotawaringin Barat membentuk tim posko P2BN dengan Surat Keputusan
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Bupati Kotawaringin Barat Nomor : PPP.020/87.a/1{/2012 tanggal 26
Januari 2012 tentang Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, Tingkat
Kecamatan dan Tingkat Desa Pada Pos Simpul Koordinasi (Posko) P2BN
Kabupaten Kotawaringin Barat.
Program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) di
Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukan, bahwa pelaksanaan program
peningkatan produksi beras nasional menjadi kewenangan dari 3 (tiga)
instansi yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Kantor Penyuluhan Pertanian
dan Ketahanan Pangan serta Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian Propinsi
Kalimantan Tengah. Disamping ketiga lembaga tersebut pelaksanaan P2BN
di dukung Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bulog Sub Devisi Reg Il dan
HKTI Kabupaten Kotawaringin Barat.
Adapun pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Beras
Nastonal di Kabupaten Kotawaringin Barat dari hasil penelitian maka

diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup.

Dikutip dari rencana strategis 2011-2016 bahwa Kebijakan
Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan
kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan kondisi terpenuhinya
pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup
baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau.

Untuk melaksanakan kebijakan ketahanan pangan daerah di

Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan ketahanan
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pangan daerah ruang lingkup kebijakan dibagi menjadi 3 (tiga) aspek

yang meliputi :

a. Aspek Ketersediaan.
b. Aspek Distribusi, Cadangan Pangan dan Stabilisasi

¢. Aspek Penganekaragaman Pangan dan Mutu Pangan

Untuk mendukung aspek ketersediaan pangan dan mencapai
swasembada pangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

mencanangkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

b. Pasar Hukum
Landasan hukum pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan pada

program peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten Kotawaringin

Barat adatah :

1). UUNO.7 Tahun 1996 dan diubah dalam UU No. 18 tahun 2012 tentang
Pangan

2). PP No 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan

3). PP 28 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan
4). Perpres No 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
5). Kebijakan umum Ketahanan Pangan 2006-2009 .

6). Peraturan Menteni Pertantan Republik Indonesia Nomor
45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar
Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan

Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional

7). Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : DKP/228.1/V/2010
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Tanggal 1 Mei 2010 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten

Kotawaringin Barat,

8). Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : SEK.DKP/154/111/2012
Tanggal 06 Maret Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
(Pokja) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat.

9). Surat Keputusan Bupati Kotawaringin  Barat Nomor
PPP.020/87.a/11/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Tim Pelaksana
Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Pada Pos

Simpul Koordinasi (Posko) P2BN Kabupaten Kotawaringin Barat,

¢. Tujuan
Adapun tujuan dari Program Peningkatan Produksi Beras Nasional

/P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1).Mewujudkan ketahanan pangan dacrah Kabupaten Kotawaringin Barat
melalui program peningkatan ketersediaan beras.

2).Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan

pangan terutama dalam peningkatan produksi beras.

d. Organisasi P2BN
Untuk menunjang ketersdiaan pangan melalui peningkatan produksi
beras maka dibentuk organisasi pelaksana Program Peningkatan Produksi
Beras Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Susunan sebagai

berikut :
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a. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten

Susunan Tim pelaksana Program Peningkatan Produksi Beras Nasional
(P2BN) Tingkat Kabupaten adalah sebagat berikut :

Penanggung Jawab : Bupati Kotawaringin Barat

Koordinator : Assisten Perekonomian dan Pembangunan.
Anggota : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.
Kepala Bappeda.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
Kepala Dinas Perkebunan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdangangan.
Kepala Bulog Sub Devisi Regional III
Kepala Kantor Penyuluhan & Ketahanan Pangan
Tim Pelaksana Tingkat Kebupaten dibantu oleh sekretariat yang terdiri
dari :
Koordinator : Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan.
Anggota : Kepala Bidang Pengembangan Produksi Pertanian.
Kepala Bidang Pengembangan Sapras Distanak.
Kepala Bidang Perlintan dan Keswan Distanak.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU.
Kepala Seksi SDM, Kelembagaan dan Penyuluhan.
Kepala Seksi Pengembagan Produksi TPH.
Kepala Seksi Perbenthan dan Perbibitan.
Kepala Seksi Kelembagaan dan Usaha Tani.

Kepala Seksi Perencanaan dan pengendalian Program.
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b. Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan.
Susunan Tim Posko peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat
Kecamatan terdiri dart :

Penanggung fawab : Camat

Ketua : Mantri Tani/Koordinator BPP.

Sekretaris : KJF Tanaman Pangan.

Anggota : Kasi yang membidangi Tanaman Pangan Kec.
Petugas POPT Kecamatan.

c. Tim Pelaksana Tingkat Desa.
Tim Posko P2BN Tingkat Desa terdiri dari ;
Ketua merangkap anggota : Kepala Desa/Lurah
Sekretaris merangkap Anggota : PPL setempat

Anggota : Gapoktan setempat.

e. Uraian Tugas Tim P2BN
1).Tugas Tim Pelaksana Tingkat Kabupten mempunyai tugas sebagai

berikut :

a). Menyusun rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat kabupaten.

b). Mendampingi/mengawal penerapan tehnologi spesifik lokasi di lokasi
P2BN.

c). Menyusun Programa Penyuluhan mendukung P2BN Tingkat
Kabupaten.

d). Menyediakan kebutuhan sarana prasarana mendukung P2BN tingkat

Kabupaten.
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2). Tugas Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

a). Meningkatkan produksi padi tingkat kecamatan sesuai dengan
target dan rencana kerja yang ditetapkan,

b). Menerapkan rekomendasi tehnologi spesifik iokasi.

¢). Melaksanakan programa penyuluhan tingkat kecamatan

d). Mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada
secara efektif dan efesien.

3).Tim pelaksana tingkat desa mempunyai tugas sebagai berikut :

a). Memfasilitasi dan mendampingi, melaksanakan musyawarah
frembung desa antara penyuluh, petani, kepala UPT/UPTD
pertanian kecamatan dalam rangka penyiapan CP/CL, penyusunan
RDK dan RDKK di tingkat Desa/kelurahan.

b). Menggerakkan masyarakat untuk meiakukan penanaman padi,
penerapan tehnologi spesifik lokasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi, pengaturan jadwal pembagian dan pergiliran penggunaan
air, serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di
wilayahnya masing — masing,

¢). Memfasilitasi para petani untuk menumbuhkembangkan
kelembagaan petani dan kelembagaan petani serta penumbuhan
pos penyuluhan desa/kelurahan,

d) Memfasilitasi petani dalam mengakses sarana produksi,

permodalan dan informasi pasar.
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€). Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani dan
memberikan umpan balik penerapan tehnologi spesifik lokasi

yang dibutuhkan petani untuk disalurkan kepada peneliti.

f. Pelaksanaan Kebijakan
Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan langsung
maupun hasil wawancara dan data - data yang diperoleh peneliti sclama
melakukan penelitian di Kabupaten Kotawaringin Barat ditemukan
bahwa pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan pada prpgram
peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat
melalui program — program antara lain ;

1). Program peningkatan produktivitas tanaman pangan

2). Peningkatan koordinasi dan harmonisast dengan stakeholder untuk
menguatkan fungsi dan peran kelembagaan ketahanan Pangan.

3). Meningkatkan Produksi pangan dengan tehnologi spesifik lokasi,
pengembangan dan penyediaan bibit unggul dan jasa alsintan serta
penyediaan layanan kredit yang mudah diakses petani melalui dinas
teknis daerah.

Untuk mendorong upaya pencapaian peningkatan produksi beras
nasional, komitmen/sikap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
sudah ada namun belum berjalan secara optimal bal ini didukung
adanya kegiatan — kegiatan yang dibiayai oleh APBN melalui kegiatan
SLPTT, dukungan kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat melalui APBD Kabupaten adalah Pengembangan

Padi Tabela Jajar Legowo seluas 500 Ha, penangkaran seluas 40 ha.
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Disamping kegiatan kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat sudah menetapkan strategi pencapaian produksi
padi dan sasaran program peningkatan produksi padi sebagaimana
gambar 4.2 dan grafik 4.1 pada halaman 84 sebagai berikut :

Gambear 4.2
Strategi Percepatan Peningkatan Produksi Padi 2012-2016

Sumber Distanak Kobar
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Grafik 4.1
Sasaran Produksi 2012 -2016

 Produksi Beras
B Kebutuhan Beras

40000 4
30.000
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10.000

Sumber Distanak Kobar.

Realisasi pencapaian luas tanam/luas panen dapat dilthat pada

tabel 4.11. benkut :
Tabel 4.10.
Realisasi Pencapaian Luas Tanam dan Luas Panen
LURAIAN MT. OKMAR MT ASEP 2013 JUMLAH
2012/2013
LUAS TANAM 6.989 315 7304
[ LUAS PANEN 6.237 117 6.354
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Sasaran tanam pada musim tanam April — September 2013 dan
musim tanam Oktober — Maret 2013/2014 dapat dilihat pada tabel 4.12

berikut imni :
Tabe} 4.11.
Sasaran Luas Tanam dan Luas Panen
MT. ASEP MT OKMAR 2013-
URATAN 2613 2614 JUMLAH
LUAS TANAM 3.559 7.520G 11.079
LUAS PANEN 525 9.835 10.360

Realisasi produksi pada tahun 2012 scbesar 27.424 ton dan
mengalami peningkatan sebesar 9,477 % dibanding dengan realisasi
produksi pada tahun 2011 sebesar 25.050 ton. Realisasi Produksi tahun
2012 sebagaimana tercantum pada tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.12.
Realisasi Produksi tahun 2012
NO URAIAN FJUMLAH
1. Luas Panen 10.283
2. Produktivitas 2,62
3. 4§ Produksi = e . 2744

Sesuai Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Kotawaringin Barat sasaran produksi padi tahun 2013 sebesar 29.554 ton
dengan rincian sebagaimana tabel 4.14 berikut :

Tabel 4.13.
Sasaran Produksi Tahun 2013
NO URAIAN JUMLAH
1. Luas Panen 10.386
2. Produktivitas 2,86
3. Produksi 29.554

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pengembangan Produksi
Padi talhun 2013 diimplementasikan dalam berbagai program dan
kepiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang terdin
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dari 4 (empat) program utama dan 2 (dua) program pendukung yang
bersumber dari pusat/APBN.

Program utama terdiri dari :
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1. Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija.

2. Kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Perbibitan.

3. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian.

4. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
1. Kegiatan Pelatihan Petami Pelaku Agribisnis.

2. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.
c. Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian.

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tehnologi Pertanian
Tepat Guna.

2. Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Tehnologi
Pertanian Tepat Guna

3. Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Alat Mesin
Pertanian.

d. Program Peningkatan Produksi Pertanian
1. Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman.
2. Kegiatan Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air Pertanian.

Program Pendukung sumber dana Pusat/APBN terdiri dari :

a. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman
Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan.
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1. Kegiatan Pengelolaan Produksi Serealia.
2. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan.
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Tanaman Pangan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian

1. Kegiatan Perluasan Areal.

2. Pengembangan Jaringan Irigasi di Wilayah Baru.
3. Optimasi Lahan.

4. Pengembangan SRI

g. Sosialisasi
Sosialisasi Kehijakan Ketahanan Pangan Daerah pada Program
Peningkatan Produksi Beras Nasional dilakukan melalui kegiatan —
kegiatan sebagai berikut :
1) Rapat Koordinasi
Rapat Koordinasi P2BN dengan melibatkan selutuh stake holder
pelaksana program.
2). Media
Sosialisasi media dilaksanakan dengan media masa, media
elektronik, penerbitan buklet, leaflet, spanduk, brosur, pemasangan

/pembuatan baliho, banner, poster dan , light box.

Tugas Akhir Progeam Magister (TAPM) 87

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERHUKHE 81-paf

h. Indikator Kinerja

Implementasi Kebijakan ketahanan pangan daerah melalui
program P2BN Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan target
capaian. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten
Kotawaringin Barat informasi dan konfirmasi dari pelaksana program
Peningkatan Produksi Beras Nasional menunjukan bahwa program
dilaksanakan untuk pencapaian 3 (tiga) target utama yang mendasar
yang untuk memenuhi kebutuhan beras dari produksi daerah. Dalam
penelitian ini fokus penehitian Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Pada
Program Peningkatan Produksi Beras Nasional akan dilthat dari
pencapaian target yang ditetapkan dari instrumen yang digunakan dan
faktor — faktor yang mempengaruhi implementasinya. Adapun target dari
implementasi kebijakan ketahanan pangan pada program peningkatan

produksi beras nasional adalah sebagai berikut :

1). Peningkatan Luas Areal
Instrumen meningkatnya luas areal tanaman padi merupakan
instrumen dari program peningkatan produksi beras nasional.
Perivasan areal dilakukan melalui pembukaan lahan sawah baru,
optimasi {ahan, dan peningkatan indeks pertanaman.
a). Pembukaan Lahan Sawah Baru
Pembukaan lahan sawah baru merupakan kegiatan penambahan

luas baku lahan untuk areal pertanaman.
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b).Optimasi Lahan
Optimasi lahan adalah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas
kemampuan lahan untuk dapat meningkatkan produksi maupun
produktifitas.

¢).Peningkatan Indeks Pertanaman
Kegiatan peningkatan indeks pertanaman adalah kegiatan yang
dilakukan untuk menambah kemampuan lahan agar dapat ditanami
lebih dari satu kali. Kegiatan ini dilakukan melalui penambahan
jaringan irigasi tingkat usaha tani maupun pengembagan tata air
mikro.

Berikut Data Peningkatan Luas Areal sebagaimana tercantum pada tabel

4.14 berikut ini :
Tabel 4.14

Peningkatan Luas Areal
No Uraian Tahun/Ha

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
1. |Cetak Sawah |30 |- - 50§ - 25 | 575
2. | Optimasi - 890 |295 | 386 - 300 | 200

Lahan

Dari kegiatan peningkatan luas areal ini sudah dilakukan namum
pencapaiannya belum optimal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh
Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

“Pertanian banyak membuka lahan tetapi tidak maksimal, tidak sesuai

dengan regulasi dan tidak kontinyu, artinya membuka kawasan
harusnya sampai jadi”.
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Dari wawancara dengan Kepala Bidang Peangembangan
Produksi Pertanian juga diperoleh informasi bahwa dalam kegiatan
perluasan areal terutama kegiatan pembukaan lahan sawah baru belum
bisa dimanfaatkan secara maksimal. Berikut petikan wawancaranya :

“ Dari hasil pembukaan lahan sawah baru belum sepenuhnya dapat
dimanfaatkan secara maksimal karena pembukaan lahan tersebut
belum. dilengkapi dengan sarana yang lain seperti irigrasi dan lain -
lain”.

Permnyataan senada juga dikatakan oleh kepala bidang
pengembangan sarana dan prasarana sebagai berikut :

“Kegiatan pembukaaan lahan sawah memang belum sepenuhnya dapat
dimanfaatkan untuk pertanaman padi karena .padi memang
memerlukan kondisi lahan yang ideal sementara lahan hasil bukaan
baru proses pelapukan belum sempurna sehingga masih memeriukan
proses lebih lanjut”.

Kepala Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama
menyatakan bahwa dari sisi peningkatan perluasan areal pemerintah
kurang serius dalam mepersiapkan lahan — lahan baru untuk peningkatan
produksi beras. Berikut ungkapan kepala Desa Rungun tersebut :
“Pemerintah sebenarnya punya komitmen untuk meningkatkan produksi

beras namun, dalam perjalanannya masih belum berjalan secara
optimal. pemerintah kurang serius kalau memang serius kenapa tidak
dimaksimalkan dulu lahan yang sudah ada, tidak perlu pembukaan
lahan baru”.

Selain permasalahan pembukaan lahan sawah baru, kegiatan
optimasi lahan yang seharusnya dapat meningkatkan indeks pertanaman
(TP} namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal Hal ini
seperti diungkapkan oleh Mantan Kepala Distanak Ir. H. Akhmad Yadi

sebagai berikut :
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“Kegiatan optimasi memang sudah dilakukan namun apabila jaringan
pengairan masih sangat terbatas ya lahan belum bisa berfungsi dengan
baik”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ir. Abed Nego, M.Si

sebagai berikut :

“Optimasi seharusnya dapal meningkatkan indeks pertanaman yang
biasanya IP 100 menjadi IP 200 dan yang IP 200 menjadi IP 300 tetapi
di Kobar walaupun sudah dioptimasi ya tetap aja Ipnya kalaupun naik
ya hanya sedikit”.

b). Peningkatan Produktivitas.

Instrumen peningkatan produktivitas merupakan indikator
keberhasilan dari implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui
program peningkatan produksi beras nasional. Peningkatan produktifitas
merupakan upaya aktor implementasi dalam menerapkan tehnologi
pemupukan, perbenihan, pengendalian organisme pengganngu tanaman
maupun tehnologi pasca panen. Upaya ini sesuai hasil penelitian sudah
diterapkan namun belum mencapai target. Hal ini seperti yang diungkapkan
oleh Ir. H. Akhmad Yadi dalam wawancara tanggal 4 April 2014 sebagai
berikut :

“Untuk peingkatan produktivitas dinas  pertanian  berkewajiban
menyediakan sarana dan prasarana seperti pupuk, benih, tehnologi namun
tugas yang menyampaikan kepada petani adalah penyuluh sebagai agen
transfer tehnologi dan ini yang belum bisa berjalan sesuai harapan”.

Hasil wawancara dan data dari Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa penyediaan sarana produksi pertanian
yang dilaksanakan oleh dinas pertanian sangat terbatas. Sarana produksi

pertanian yang disediakan oleh Dinas Pertanian hanya berupa bantuan
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benih, Bantuan kapur dilaksanakan satu kali pada tahun 2011 sebesar

71.100 kg. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.15 berikut ini :

Tabel 4.15
Bantuan Saprodi

2006

2007
2008

2009
2010
2011
2012

2006

2007
2008

2009

2010

2011

2012

2006

2007

2008

2009

2010
2011
2012

Unit

Unit
Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

3. Bantuan Benih

Kg
Kg
Kg
Kg

Keg
Ke
Kg

1. Pengadaan Pupuk /Kapur
¥g.
Kg.
Kg.

Kg

Kg.
Kg.
Kg.

2.  Pengadaan Alat Dan Mesin Pertanian

15

43

179

70

18

30.500

8.000

82.500
72.500

80.000
113.750
133.125

Bansos APBN
Blay

BLBU
BLBU
BiBU

Sedangkan menurut Kepala Kantor KP2KP dalam wawancara
tanggal 7 April 2014 sebagai berikut :
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“Tugas penyuluhan dalan program p2bn menyampaikan tehnologi akan
tetapi walaupun sudah disampaikan maukah petani menerapkan kebijakan
tersebut.”

Demikian juga yang dikatakan Kepala Bidang Pengembangan
Produksi Pertanian dalam wawancara tanggal 10 April 2014 sebagai
berikut ;

“ Untuk peningakatan produktivitas Dinas Pertanian bertugas menyediakan
sarana dan tehnologi tinggal bagaimana petani menerapkan tehnologi
tersebut sangat tergantung dengan peran penyuluh dilapangan

Dari wawancara dengan Kepala Desa Berambai Makmur dalam
wawancara tanggal Maret 2014 diperoleh informasi sebagai berikut :

“ Dalam hal peningkatan produktifitas dalam penerapan tehnologi pasca
panen yang kurang maksimal”.

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Kepala Desa
Rungun Ir. M Bahriwan dalam wawancara tanggal 14 April 2014 sebagai

berikut :

“Yang ada baru sarana prasarana walaupun belum sempurna seharusnya
dari pihak pemyuluhan bisa memberikan pendampingan kepada petani
bagaimana memanfaatkan lahan tersebut , sedangkan kehadiran penyuluh
tidak rutin setiap hari oleh karena itu desa sudah menyiapkan lahan untuk
lokasi balai pemyuluhan desa sehingga kedepan diharapkan kehadiran
pernyuluh bisa rutin artinya siap untuk menyediakan fasilitas untuk
menunjang program penyuluhan, apabila penyuluh berada di tempat maka
petani mudah untuk mengakses tehnologi tidak perlu harus ke kecamatan
atau ke kabupaten. ”.

Ketua KTNA  Kabupaten Kotawaringin  Barat juga
mengungkapkan bahwa peran penyuluh dalam peningkatan produksi dan
produktivitas beras belum maksimal. Hasil wawancara dengan Ketua KTNA

Kabupataen Kotawaringin Barat tanggal 5 Mei 2014 sebagai berikut :
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“Peran ketiga lembaga dalam peningkatan produksi padi memang sudah
jalan namum belum maksimal salah satunya peran penyuluh’.

3). Rekayasa Tehnologi dan Sosial
Dalam pencapaian peningkatan produksi beras instrumen
penérapan rekayasa tehnologi dan sosial merupakan indikator penting
dalam merubzah pola pikir masyarakat. Penerapan Tehnologi ini merupaka
kewenangan dari Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian Propinsi
Kalimantan Tengah. Dari wawancara dengan Dr. Susilawai, SP. M.Si

Wawancara tanggal 30 April 2014 sebagai berikut :

“ Kami sebagai LO Kegiatan P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat
semuq tugas tugas kami sudah kami implementasikan dengan baik

Data dari Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian Propinsi
Kalimantan Tengah melalui LO kegiatan SLPTT bahwa penerapan dan
rekomendasi tehnologi dilakukan melalu, kegiatan Denfarm, Display
varietas, uji adaptasi varietas unggul baru, pelatihan, penyebaran

informasi dan supervisi penerapan tehnologi.

Dalam pelaksanaan SLPTT di kabupaten Kotawaringin Barat,
penerapan rekomendasi teknologi mengacu kepada petunjuk teknis
pelaksanaan SLPTT juga hasil-hasil pendampingan dan pengawalan
SLPTT yang dilaksanakan melalui kegiatan Demplot dan Display
beberapa varietas baru. Selama pelaksanaan pendampingan, BPTP
Kalimantan Tengah telah mengaplikasikan Demplot/Gelar Teknologi
sebanyak 4 lokasi dengan masing-masing luasan 3 ha. Adapun untuk

kegiatan dilah display telah dilaksanakan sebanyak 75 unit display
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varietas dengan luasan masing-masing 0,25 ha. Sebanyak lebih dar 15

varietas unggul padi telah dikenalkan dan mendapat

preferensi yang berbeda di tingkat petani.

Adapun Rekomendasi

komponen

respon dan

teknologi  yang

direckomendasikan oleh LO Kabupaten Kotawaringin Barat dari BPTP

Prop di lokasi SLPTT adalah sebagaimana tercantum pada tabel 4.16

pada halaman 95 sampai dengan 96 berikut:

Tabel 4.16

Rekomendasi Tehnologi Dari BPTP Kalimantan Tengah

Komponen Penerapan Di Tingkat Keterangan
Teknologi Lapang
i 2 3
Penggunaan BPTP Telah mengirimkan | Sosialisasi dan verifikasi kalender
Kalender Tanam | poster Kalender Tanam ke | tanam ke tingkat lapang perlu
BPP-BPP, namun belum | dilakukan
populer di tinggal lapang.
Penggunaan Telah diaplikasikan varietas | Hampir semua varietas mampu
Varictas Unggul | Inpari 4,7, 8,9, 10, 11, 12, | berproduksi tinggi 3,0-6,5 tha.
13, 14,15, 18,19, dan 20; | Varietas yang banyak diminati
varietas Inpara 3, 4, 5; Inpari 9. Varietas yang kurang
varietas Inpago 6, Inpara-3, karena rasa nasi tidak
Situbagendit, dan Towoti disenangi
Tanam Jajar Implementasi tanam jajar Implementasi jajar legowo di
Legowo2:1dan | legowo 2:1dan4:1telah | masyarakat tidak semuanya 2 : 1
4:1 diaplikasikan di sebagian dan 4 ; 1, tetapi ada yang 6: 1,8: 1
kelompok tani, namun bahkan 10 : L Kendala
belum seluruhnya sesuai pelaksanaan tanam jajar legowo
dengan petunjuk teknis. adalah biaya tanam.
Sebagian besar aplikasi jajar
legowo hanya mengurangi
ruang tetapi tidak
menyisipkan tanaman ke
sela tanaman pinggir,
kecuali di lokasi-lokasi
denfarm
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2

3

Permupukan

Berdasarkan hasil analisis
tanah di beberapa lokasi di
Kab. Kobar dan hasil-hasil
analisis sebelumnya yang
dilakukan BPTP, maka
untuk rekomendasi
pemupukan adalah : dolomit
500-1000 kg/ha, Urea 100-
200 kg/ha, SP-36 100 kg/ha,
KCL 50 kg/ha atau 25 kg +
jerami sebanyak 2.500 kg.

Dalam pelaksanaan SLPTT di kab.
Kobar sebagian besar petani telah
permipuk tanaman nya, namun
belum banyak yang mampu
memenuhi sesuai rekomendasi.

Panen

Petani menggunakan sabit
sebagai alat panen yang
dimiliki. Belum ada
kelompok tani yang
melakukan panen dengan
menggunakan alat panen.
Tingkat kehilangan hasil
masih tinggi.

Pasca Panen

Teknologi pasca panen
masih rendah.

Pasca panen khususnya
pengangkutan, pengeringan dan
penyimpanan hasil masih sesuai
keinginan petani. Belum banyak
petani yang memahami bagaimana
cara penjemuran yang baik
sehingga diperoleh kadar air yang
baik, mengarungan dan
pengangkutan agar kehilangan hasil
dapat ditekan, dan cara
penyimpanan yang kadang hanya
ditumpuk di teras dan ditutup
dengan terpal.

Rekomendasi Pemupukan

No.

Lokasi

SP-36

KCl Kapur

1 Kumpai Batu 200 100
Bawah, Kobar

50 Atau 25+ 560
jerami 2.500

2 Natai Kerbau, 100 100
Kobar

50 atau -
25+jerami
2.5000

Hal yang berbeda dengan DR Susilawati, SP.M.Si bahwa

rekayasa tehnologi di Kabupaten Kotawaringin Barat belum menunjukan
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peran yang maksimal dalam penerapan tehnologi hal ini seperti
diungkapkan oleh Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Ir. H.
Ahmad Yadi (Wawancara Tanggal 4 April 2014 sebagai berikut :
“Penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung P2BN memang
dalam implementasinya belum optimal betul kita sadar betul dukungan
penelitian yang sangat dibutuhkan dalam kaitan pembangunan pertanian

khususnya dalam peningkatan sdm dan penguatan kelembagan petani
termasuk penerapan teknologi di tingkat lapangan”.

Pendapat senada juga di ungkapkan oleh Ir. Abed Nego, M.Si
Kepala Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (Wawancara tanggal 7
April 2014 ) sebagai berikut :
“Komoditas padi mempunyai nilai harapan rendah dengan resiko tinggi,
resiko gagal bencana alam serangan HPT, peran BPTP sangat
diperlukan untuk menangani berbagai permasalahan tersebut tetapi
apa yang lain punya peran untuk menangani itu, tidak pernah mendapat
perhatian bagaimana yang lain ada BPTP, tidak pernah melakukan
Dpengkajian’.
Kurangnya peran BPTP dalam rekayasa tehnologi juga
diungkapkan Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat Syahrian
{(Wawancara tanggal 5 Mei 2014) sebagai kerikut :

“Apalagi peran BPTP sangal kecil sekali dan tidak dirasakan oleh
masyarakat”.

2. Faktor — Faktor Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Pada
Program P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai
berikut :

a. Struktur Birokrasi
Organisasi pelaksana implementasi Kebijakan Ketahanan
Pangan Dacrah merupakan faktor yang menghambat dalam
implementasi. Kebijakan ketahanan pangan daerah belum berjalan sesuai

dengan maksud dari isi kebijakan. Hal ini karena organisasi pelaksana
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implementasi kurang mampu menggerakkan organisasi, hal ini
disebabkan karena organisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah banyak
melibatkan dinas/atau instansi sementara sekretariat dewan terkendala
dengan rendahnya eselonering sehingga koordinasi pada dewan
ketahanan pangan daerah sangat lemah.

Dari uraian diatas penelii menemukan bahwa kondisi
organisasi pelaksana kebijakan ketahanan pangan daerah belum mampu
mengimplementasikan kebijakan secara maksimal karena hanya
ditangani oleh pejabat setingkat eselon IV hal ini sesuai dengan
pernyataan [r. Abed Nego, M.Si sebagai bertkut :

“Dalam kebijakan ketahanan pangan baru tiga lembaga yang saling
koordinasi yaitu peternakan dengan pertanian dan penyuluhan, belum
dengan lembaga yang lain, dinas perikanan seperti apa makanya wadah
vang dibentuk Dewan ketahanan pangan yang dipimpin langsung oleh
bupati belum serius memikirkan kebijakan ketahanan pangan,
seharusnya dinas instasi terkait seperti dinas perkebunan, dinas
perdagangan dinas yang lain duduk bersama dalam satu wadah supaya
kita membangun ketahanan pangan. Sementara kami sekretariat hanya
eselon IV dan yang harus digerakkan adalah eselon Il jadi sulit.

Sesuai data dari Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan bahwa
Keadaan dan masalah yang dihadapi dalam menangani Program
Ketahanan Pangan di daerah adalah bahwa Eseloneering Kantor KP2KP
masih di bawah setingkat dengan Dinas/Badan lainya schingga dalam
pelaksanaan koordinasi kurang maksimal. Kualitas maupun kuantitas
SDM yang menangani Ketahanan Pangan relatif baru /sedikit sehingga
beban tugas yang diemban tidak seimbang.

Menurut pendapat Kasubag Tata Usaha (Kambali, SP) adalah sebagai
berikut :
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“Begini antara beban tugas dengan institusi yang ada tidak imbang
sehingga pelaksanaan program pincang, terutama SDM yang menangani
kalau dulunya ketahanan pangan ketika masih di Distanak yang
menangani kan eselon IIl dengan tiga seksi, namun setelah berdiri
sendiri dengan status kantor justru yang menangani malah turun ke
eselon 1V nah otomatis kalau dulu yang menangani tiga seksi sekarang
hanya satu seksi, betapa beratnya. Dari sisi anggaran ada korelasi
walaupun diberi anggaran banyak dengan personil yang tidak memadai
maka tidak bisa melaksanakan. Salah satunya jalan agar ketahanan
pangan bisa jalan ya harus dengan sarana dan prasarana dan SDM
yang mumpuni, jumlah personil terbatas dengan kapasitas rendah”.

Kondisi organisasi leading sektor pelaksana implementasi
kebijakan ketahanan pangan daerah yang hanya setingkat eselon III
sementara anggota tim setingkat lebih tinggi yaitu eselon II hal ini sangat
berpengaruh dalam pergerakan organisasi.

Kurang mampunya organisasi dalam menerapkan kebijakan
ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dibuktikan dengan
tidak terlaksananya kegiatan - kegiatan yang mendukung kebijakan
tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penyerapan anggaran APBN. Pagu
Anggaran yang diberikan kepada Kantor Penyuluhan Pertanian dan
Ketahanan Pangan untuk melaksanakan kegiatan Dana Dekonsentrasi
satuan kerja Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan
Propinsi Kalimantan Tengah sesuai DIPA tahun anggaran 2013 adalah
sebesar Rp. 442.800.000,- Realisasi pelaksanaan pencapaian fisik 93%
dan keuangan Rp. 399.869.900,- ( 90,3%),- sisanya Rp. 42.931.000,-
(9,7%).

APBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013 untuk

Program Ketahanan Pangan yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
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- Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Pagu
Rp.70.300.000,- terealisasi sebesar Rp.40.932.600 (58,2%) sisa
sebesar Rp. 29.368.000,- (41,8%).

- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pagu Rp. 30.300.000,-
terealisasi sebesar Rp. 9.845.000,- (32,5 %) sisa sebesar Rp.
20.455.000,- (67,5 %).

- Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Pagu
Rp. 51.525.500,- terealisasi sebesar Rp. 35.867.500,- (69,6%) sisa
sebesar Rp. 15.657.500,- (30,4%).

Berikut penyerapan anggaran pada program Ketahanan Pangan
Kabupaten Kotawaringin Barat seperti terlihat pada Tabel 4.17 berikut
ini :

Tabel 4.17.

Pelaksanaan Anggaran Dana Dekonsentrasi APBN &
APBD Propinsi/ Kabupaten Tahun 2013

APBN

Pagu l R::iﬁs Realisasi Sisa
Anggaran Fisik Keuangan (%) Anggaran | (%)
(Rp) (%) (Rp) (Rp)

442.800.000 93 399.869.000 | 90,3 | 42.931.000 } 9,7

Nama

No Kegiatan

1. DPAKPPKP
Kab.Kobar

APBD
1. | Laporan
Berkala
Kondisi
Ketahanan
Pangan
Daerah
2. { Monitoring
Evaluasi, 30.300.000 100 9.845.000 | 32,5 | 20.455.000 ] 67,5
Pelaporan
3. | Analisis&
Penyusunan
Pola
Konsumsi
&Suplai
Pangan

70.300.000 100 40.932.000 | 58,2 | 29.368.000 | 41,8

51.525.500 100 35.867.500 | 69,6 | 15.657.500 | 30,4
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Untuk program P2BN berdasatkan konfirmasi dan observasi
diperoleh data bahwa Implementasi Program Peningkatan Produksi Beras
Nasional Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar
Kelembagaan Teknis, Penclitian dan Pengembangan dan Penyuluhan
Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional serta
untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan program
peningkatan produksi beras nasional (P2BN) Kabupaten Kotawaringin
Barat membentuk tim posko P2BN dengan Surat Keputusan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor : PPP.020/87.a/11/2012 tanggal 26 Januari
2012 tentang Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan
Tingkat Desa Pada Pos Simpul Koordinasi (Posko) P2BN Kabupaten
Kotawaringin Barat.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa organisasi pelaksana P2BN
sudah terbentuk mulai dan tingkat kebupaten sampai ke tingkat desa
dengan rincian tugas masing — masing secara jelas, namun dari uraian
tugas tersebut belum dijalankan secara maksimal, secara umum telah
dilaksanakan namun belum berjalan dengan baik dikarenakan masih
banyak aktor — aktor implementor yang tidak menjalankan perannya
sesuai dengan tugas yang diberikan, berdasarkan hasil wawancara dengan
Ir, H. Ahmad Yadi (Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Kotawaringin Barat) sebagai berikut :
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“Kebijakan P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah ada dasar
hukum pelaksanaannya seperti Permentan nomor 45 tentang Tata
Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan
Pengembagan dan Penyuluhan serta sudah ada Surat Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Pelaksana Posko P2BN Tingkat Kabupaten
sampai tingkat Desa, namun dalam implementasinya belum optimal, hal
ini kita sadar betul dukungan penyuluhan dan penelitian yang sangat
dibutuhkan dilapangan kurang dirasakan di tingkat lapangan”

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Warjoko Kepala
Desa Berambai Makmur sebagai berikut :

“ Mekanisme kerja Program P2BN yang berjenjang mulai dari kabupaten
sampai ke desa sangat terlalu jauh sedangkan salah satu unsur pelaksana
tidak terlalu aktif, POPT kurang aktif, pelaksana tingkat kecamatan tidak
Jokus menjalankan perannya untuk memberikan motivasi kepada petani,
ya petani kurang semangat, walaupun dari masing — masing sudah ada
pembagian tugasnya tetapi tidak dilaksanakan sepenuhnya masak Kades
yang harus hendel, saya yakin apabila semua petugas dapat menjalankan
tugasnya dengan baik tingkat keberhasilan tinggi dalam mendukung
ketahanan pangan”.

Kurang maksimalnya pelaksanaan tugas yang diberikan terhadap
pelaksana program P2BN juga diungkapkan oleh Suprapti (Penyuluh
Pertanian WKPP Desa Bumi Harjo sebagai berikut :

“ Tugas — tugas kami sebagai penyuluh dalam mendukung P2BN sudah

Jjelas sebagaimana tercantum dalam SK Tim P2BN, namum belum ada
SOP sebagai pegangan penyuluh sehingga tugas — tugas yang diberikan
kepada kami baru sebagian yang kami laksanakan misalnya
pendampingan dalam penyusunan RDK/RDKK sedangkan bimbingan
tehnologi spesifik lokasi, fasilitasi sarana produksi, permodalan dan
informasi pasar belum kami laksanakan”.

Aina Penyuluh Pertanian Lapangan WKPP Desa Purbasari
mengakui bahwa tugas yang diberikan belum semuanya dilaksanakan
seperti ungkapannya sebagai berikut :

“ Kami sebagai PPL sudah melaksanakan tugas — tugas yang
dibebankan kepada kami walaupun belum semuanya kami laksanakan
seperti fasilitasi informasi pasar dan melakukan umpan balik penerapan
tehnologi spesifik lokasi yang dibutuhkan oleh petani untuk disalurkan
kepada peneliti belum pernah kami laksanakan™.
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Hal serupa juga di ungkapkan oleh Kepala Desa Rungun sebagai
berikut :

“Tugas masing — masing tim pelaksana sudah ada namun tingkat
keseriusan dari masing — masing tim yang masih kurang”.

Dari hasil pengamatan dilapangan dan wawancara ditemukan
bahwa struktur birokrasi organisasi Program P2BN di Kabupaten
Kotawaringin Barat terlalu panjang dan tidak ada SOP yang digunakan
sebagai pedoman, hal ini di dukung oleh pernyataan sebagai berikut :
Warjoko, Kepala Desa Berambai Makmur :

“Mekanisme kerja Program P2BN yang berjenjang mulai dari
Kabupaten kecamatan dan desa sangat terlalu jauh sedangkan apabila
salah satu unsur tersebut kurang aktif sebagai misal kecamatan tidak
Jokus tidak pernah memberi motivasi ya petani kurang semangat”.
Suprapti, PPL Desa Bumiharjo mengungkapkan sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan program P2BN (ugas - tugas suda terinci seperfi
yang sudah tertuang dalam SK Bupati tentang P2BN namun belum ada
SOP sebagai pegangan bagi penyuluh. Tugas Penyuluh sebagai anggota
tim pelaksana P2BN yang ada dilapangan tugas — tugas yang diberikan
baru sebagaian yang sudah dilaksanakan misal dalam hal penyusunan
RUK/RDKK namun dalam hal bimbingan tehnologi spesifik lokasi,
memfasilitasi petani dalam hal mengakses sarana produksi, permodalan
dan informasi pasar serta pelaksanaan rembug desa belum
dilaksanakan”.

Struktur birokrasi pelaksana program peningkatan produksi
nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang melibatkan
pejabat dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa menyebabkan rentang
kendali sangat panjang schingga pengambilan keputusan memerlukan
waktu yang cukup lama dan rumit. Aspek struktur birokrasi menjadi
sangat penting dalam implementaasi kebijakan. Mekanisme implementasi

yang ditetapkan dengan standart operasinal prosedur tidak ditetapkan

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 103

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKN 81-pdf

dalam pelaksanaan P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini
berakibat pelaksana program tidak memahami tugas — tugas dan bahkan

ada tugas — tugas yang belum dilaksanakan.

b. Sumberdaya

Jumlah personil yang menangani ketahanan pangan sangat
terbatas yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi dan 7 (tujuh ) orang
staf, sementara bidang yang ditangani ada tiga bidang yaitu : (1) bidang
ketersediaan dan kerawanan pangan, (2) bidang distribusi dan akses
pangan dan (3) bidang konsumsi dan keamanan pangan. Sarana dan
prasarana untuk operasional di Kantor masih belum memadai bahkan
sarana untuk operasional ke lapangan tidak ada sehingga pembinaan ke
lapangan belum optimal. Dukungan anggaran dari APBD Kabupaten
tidak konsisten bahkan turun naik setiap tahunnya sehingga banyak
kegiatan-kegiatan pokok yang tidak terfasilitasi.

Hal ini seperti dikemukaan oleh pernyataan Kambali, SP
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan) berikut ini :
“Dari sisi anggaran ada korelasi antara SDM dan anggaran walaupun
diberi anggaran banyak dengan personil yang tidak memadai maka tidak
bisa melaksanakan. Salah satunya jalan agar ketahanan pangan bisa
jalan ya harus dengan sarana dan prasarana dan SDM yang mumpuni,
Jjumiah personil terbatas dengan kapasitas rendah”.

Sumber daya yang dikerahkan untuk mendukung kebijakan

ketahanan pangan dacrah terutama program P2BN dirasakan masih

sangat kurang seperti kutipan hasil wawancara dengan Ir. H. Akhmad

Yadi berikut :
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“Faktor kendala adalah petaninya sendiri yang kita akui bahwa petani
kita sdmnya masih lemah, kemampuan ekonominya masih lemah,
kelembagaanya masih lemah. Pengairan masih sangat terbatas jaringan
yang sudah dibangun juga belum berfungsi dengan baik, lokasinya
terpencar pencar,kualitas lahan yang cukup rendah.kondisi — kondisi
yang seperti itu kalau kita lihat masyarakatnya petaninya kondisi
alamnya infrastruktur masih sangat terbatas .itulah kondisi yang kita
hadapi betapa luasnya wilayah maka harus kita lakukan kegiatan
kegiatan yang bisa mendorong ini semua seperti bantuan — bantuan
stimulan, ada perbaikan sarana prasarana’”.

Kemampuan sumber daya manusia khususnya petani yang masih
lemah karena proses taransfer tehnologi yang lambat hal ini karena
perbandingan antara kelompok tani dan petani yang tidak imbang seperti
tercantum dalam grafik 4.2 berikut ini :

Grafik 4.2
Perbandingan Jum!ah Penyuluh dan Jumlah Kelompok Tani

! 191 200 umakah Pokim (T26)
180 " Pemuloh{116)

Sumber Distanak Kobar
Ir. Abed Nego, M.Si menjelaskan bahwa kekurangan sumber daya

sangat dirasakan seperti ungkapan sebagai berikut :
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“Agar kebijakan ini bisa berhasil maka setiap daerah yang mempunyai
protensi adakah sarana dan prasarana sebagai misal bendungan, tetapi
untuk Ktw. Barat irigrasi yang dibuat PU bisa tidak bisa
dimanfaatkan”.

Syahrian Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten
Kotawaringin Barat mengungkapkan :

“Begini bu kita membangun pertanian ini  berarti tidak hanya
menyediakan sarana dan prasarana tetapi membangun manusianya
Jjuga, dari sisi ini pemerintah agak lemah keterkaitanya dengan
sosialisasi, pemyuluhan agak kurang, sarana belajar peiani sangat
minim sebagai contoh kalau di pulau jawa ada saung tani sebagai
tempat pertemuan dan belajar para petani, kalau kita disini tidak ada.
Ibu bisa cek hampir setiap desa tidak ada sarana tersebut kecuali di
Kubu sudah mulai kita rintis P4S sebagai sarana belajar para petani.
Kalau kita hanya mengandalkan penyuluh tidak mungkin karena
kadang — kadang satu penyuluh ada yang merangkap beberapa desa.
Artinya dalam mencapai suatu program harus secara terintegrasi baik
penyediaan sarana prasarana maupun pembangunan manusianya”.

Berdasarkan data — data diatas menunjukan bahwa dalam
pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi beras nasional (P2BN) di
Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukan bahwa faktor yang
menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program adalah
kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia sumberdaya sarana

dan prasarana maupun finansial.

c. Disposisi

Komitmen Pemerintah Daerah dalam kebijakan ketahanan
pangan masih sangat rendah. Program Ketahanan Pangan merupakan
program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sehingga aturan yang
dibuat oleh pemerintah di generalisir tanpa memperhatikan kondisi
daerah hal ini menyebabkan komitmen pemerintah daerah sangat rendah,
menurut pendapat Ir. M. Bahriwan (Kepala Desa Rungun)
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“Setahu saya sebenarnya pemerintah daerah punya komitmen untuk
meningkatkan ketahanan pangan, namun dalam perjalanannya
pemerintah tidak serius menjalankan program ini, hal ini terbukti bahwa
program- program yang dicanangkan hangat dibicarakan pada saat
awal namun makin lama makin hilang .

Lebih lanjut dikatakan oleh Syahrian (Ketua KTNA Kabupaten

Kotawaringin Barat sebagai berikut :

[

Ya mungkin apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan
propinsi juga dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten tetapi kalau ada
yang mengatakan di Kobar kurang komitmen ya semuanya kurang
komitmen. Ya kalau memang komitmen pemerintah itu kuat ya
seharusnya kebijakan tersebut dilaksanakan jangan hanya sepotong —
sepotong, jadi masyarakat yang berusaha lani padi bisa
menganggantungkan hidupnya pada usaha tersebut”.

Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)
merupakan program yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat, oleh
karena itu Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat wajib
mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan
program komitmen dari pelaksana kegiatan sangat menentukan
keberhasilan kebijakan namun komitmen pejabat sudah ada dengan
ditetapkanya strategi pencapaian namun komitmen tersebut dirasakan
masyarakat masih sangat kurang seperti yang dinyatakan oleh informan
sebagal berikut :

Ir. M. Bahriwan menyatakan :

“Komitmen pejabat ada letapi tingkat keseriusannya kurang kalau
memang Serius tidak perlu membuka lahan baru lebih baik
memaksimalkan potensi — potensi yang ada sampai dimana tingkat
keberhasilannya, sehingga petani dapat berharap dari penghasilan
budidaya padi . kalau memang pemerinfah itu serius jangan petani
disuruh memimjam uang ke bank seperti KUT, sebaiknya uangnya
diserahkan kepada petani walaupun dengan jaminan atau perjanjian,
Jjangan sampai petani dibebani dengan program ini kalau memang petani
tidak punya modal ya dikasih modal. Kalau seperti desa rungun kalau
hanya disediakan bank sementara jarak desa untuk mengakses
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permodalan di bank terlalu jauh dan memakan biaya ya petani tidak
mampu untuk melaksanakan itu. karena budidaya padi tidak menjanjikan
karena resiko sangar besar dan sarana yang disediakan pemerintah
masih sangat minim hanya berupa benih kadang kadang hanya pupuk
seadanya”

“Rinda Rumpel, SPKP mengemukakan bahwa Komitmen pejabat
terhadap program ketahanan pangan maupun program P2BN masih
sangat rendah dan belum dilaksanakan samapai tingkat bawah sehingga
ketepatan alokasi waktu dana masih jauh dari sasaran”.

d. Kebijakan Top Down
Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah merupakan kebijakan
yang menggunakan pendekatan Top Down  yaitu kebijakan yang
diluncurkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tinggal

melaksanakan apa yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

Kurang berhasilnya implementasi kebijakan ketahanan pangan
daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tingkat
kecukupan pangan dibanding jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin
Barat pada tahun 2013 berjumlah 251.050 jiwa yang tersebar di 6
kecamatan. Kebutuhan pangan khususnya beras di Kabupaten

Kotawaringin Barat tahun 2013 sebanyak 30.567,87 ton.

Kebutuhan bahan pangan pokok secara umum Kabupaten
Kotawaringin Barat masih mendatangkan dari luar daerah (pulau Jawa).
Untuk memenuhi kebutuhan beras daerah (sebelum ditambah PSB) baru
memberikan kontribusi sebesar 60,53%, (18.503,87 ton), protein hewani
daging 19,33% (1.062,51 ton), telur 11,36% (208,12 ton). Khusus ikan

Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami kenaikan dibandingkan
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dengan tahun 2012 mencapai 141,35 % (11.411,28 ton) sedangkan tahun
2013 mencapai 163,46% (13.480,65 ton) atau surplus 5.233,66 ton
(63,46%). Untuk komoditas kacang-kacangan terutama kedelai, kacang
tanah, kacang hijan dan holtikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan)
terutama bawang merah, bawang putih, wortel, kubis, cabe dan aneka
buah-buahan seperti apel, salak, anggur, jeruk, semangka dan mangga

sebagian besar masih mendatangkan dari luar (pulau Jawa).

Berdasarkan perhinmgan produksi pangan daerah tahun 2013
Kabupaten Kotawaringin Barat dikategorikan dalam keadaan tidak aman
dengan resiko tinggi (wama merah). Hasil perhitungan nilai beras dan
palawija (B + NB) beras yang dihasilkan baru mencapai 60,53 %
(18.503,87 ton) dan non beras 10,22 % (3.125,79 ton), jumlah 21.629,66
ton (70,76%). Sedangkan kebutuhan pangan beras dengan jumlah
penduduk 251.050 jiwa dengan memakai standar konsumsi Badan
Ketahanan Pusat (BKP) pusat sebesar 121,76/orang/tahun mencapai
30.567,85 ton maka kekurangan/defisit pangan beras sebesar 8.938,19
ton. Kekurangan pangan beras di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat
dipenuhi dari penyaluran Bulog sebagai buffer stock sebesar 4.610,17 ton
ditambah penyaluran dan stock importir (pedagang) beras sebanyak
35.185,20 ton dan produksi (B+NB) 21.629,66 ton, sehingga total
penyediaan tahun 2013 sebesar 61.425,03 ton berarti masih ada sisa stock

30.857,18 ton untuk + 12 bulan**).
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Kondisi Pemenuhan kebutuhan pangan khusunya beras di
Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum pada Tabel 4.18.
berikut ini :

Tabel 4.18.
Ketersediaan Pangan (beras) di Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2013

Produksi beras + | Penyaluran beras
Bulog+Importir
N | Penduduk | Kebutuhan Non beras beras Sisa
0
(jiwa ) (ton} (ton} (ton) (ton}
1. 251050 | 30.567.85 18.503,.87" 4.610,17 Ketersediaan
. dikurangi
3.125797 + | 35.18520**)+ | konsumsi
21.629,66 39.795.37 30.857.18
Keterangan :
Total stock : 21.629,66 + 39.795,37 = 61.425,03 Ton
Konsumsi :121,76 orang/tahun =30.567,85 Ton
Sisa :30.857,18 ton (cukup untuk 12 bulan ! hari ke depan™*)
Sumber  :Data diolah Kantor KP2KP Kabupaten Kotawaringin Barat
9 : Angka produksi sementara data Distanak Kab.Kobar
) : Khusus pengadaan Importir Penyalurannya sebagian ke kabupaten tetangga
(Lamandan, Sukamara, & Seruyan) dan propinsi tetangga (Kalimantan Barat /

Kab. Ketapang).

Sehingga Kab. Ktw. Barat merupakan pintu masuk akses pangan
{(beras) bagi daerah-daerah tersebut. Penyaluran tersebut terjadi melalui 2
cara, yaitu : secara langsung di wilayah Kab. Ktw Barat (penduduk luar
daerah membeli langsung di wilayah Kab. Ktw. Barat), dan penyaluran oleh

importir ke luar dacrah.

Dari data ketersediaan pangan menunjukkan bahwa pemenuhan
kebutuhan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat masib sangat tergantung
dengan daerah pemasok di luar Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga
berdasarkan data Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

menyatakan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada Zona Merah
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artinya Kabupaten Kotawaringin Barat sangat rawan apabila jalur distribusi

terhambat,

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten
Kotawaringin Barat kurang berhasil karena menggunakan pendekatan Top
Down yaitu kebijakan yang di luncurkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan
Pemerintah Dacrah tinggal melaksanakan apa yang sudah dicanangkan oleh
Pemerintah Pusat seperti yang diungkapkan olch Bapak Ir. Abed Nego, M.Si
( Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kab.
Kotawaringin Barat) sebagai berikut :

“Bahwa dalam Kebijakan Ketahanan Pangan ada sistem yang dibuat
Pemerintah yang saya rasa belum mengena kepada pelakw/petani dan belum
berjalan dengan baik karena kita di daerah hanya disuruh menerapkan
aturan - aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Pusat tanpa memikirkan
nasib para pelaku utama yaitu petani. Petani hanya menjadi obyek kebijakan
pemerintah sementara nasib mereka tidak pernah dipikirkan dari sisi
pendapatan yang dibawah UMR, sedangkan menanam padi resiko kegagalan
tinggi dan stelah mereka gagal tidak diperhatikan sehingga mereka beralih

ke komoditas lain yang lebih menguntungkan dan mungkin menanam padi
haya pilihan terakhir dan hanya yang tua — tua yang mau melaksanakan . ”

e. Identifikasi Permasalahan
Dalam pencapaian peningkatan produksi beras selain faktor aktor
implementasi juga dipengaruhi oleh masalah masalah internal maupun
eksternal, Faktor eksternal adalah kondisi alamm dan lahan di Kabupaten
Kotawaringin Barat yang sangat jauh dari kata ideal schingga permasalahan
sangat sulit dikendalikan. Ha! ini seperti yang dikemukakan oleh Ir. Akhmad
Yadi sebagai berikut ;

“ Faktor kendala adalah petaninya sendiri yang kita akui bahwa petani
kita sdmnya masih lemah kemampuan ekonominya masih lemah,
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kelembagaanya masih lemah. Pengairan masih sangat terbatas jaringan
yang sudah dibangun juga belum berfungsi dengan baik lokasinya
terpencar pencar, kualitas lahan yang cukup rendah.kondisi — kondisi
yang seperti itu kalau kita lihat masyarakatnya petaninya  kondisi
alamnya infrastruktur masih sangat terbatas, itulah kondisi yang kita
hadapi betapa luasnya wilayah maka harus kita lakukan kegiatan
kegiatan yang bisa mendorong ini semua seperti bantuan — bantuan
stimulan, ada perbaikan sarana prasarana ada kegiatan pendampingan
pengawalan ada kegiatan penyuluhan dan ini kita lakukan ada kegiatan
pengkajian bersama — sama oleh BPTP dalam menemukan tehnologi
yang spesifik lokasi yang mudah diterapkan oleh masyarakat setempat ini
vang kita lakukan dan banvak lagi pada intinya faktor yang
menghambat ini kalau kita mengatasi bersama sama secara perlahan
akan bisa teratasi . kalau bicara masalah hambatan sangat kompleksiah
kalau dipertanian tetapi itulah tugas kita bersama kalau tidak ada
masalah dibidang pertanian dalam produksi beras tidak perlu ada
P2BN”.

Disamping kondisi alam yang sulit dikendalikan faktor ekonomi sangat
berpengaruh Ir. Abed Nego, M.Si mengungkapkan seperti di bawah ini :

“Dari kebijakan p2bn dinas sudah merencanakan 70 % dari kebutuhan
tercukupi dari produksi sendiri, seharusnya masing — masing lembaga
menerapkan tugas masing - masing, seperti BPTP bagaimana
tehnologinya, kemudian penyuluhan yang menyampaikan tehnologi akan
tetapi walaupun sudah disampaikan maukah petani menerapkan
kebijakan tersebut, karena nilai harapan rendah , Sasaran kurang respon
karena membangun itu take and give dimana antara pengambil kebijakan
dan pelaku sasaran tidak saling menguntungkan maka sasaran kurang
respon. Sehingga penerapan kebijakan tidak perlu dipaksakan. Karena
daerah hanya menjalankan program dari pusat tetapi pemerintah tidak
pernah memikirkan kesejahteraan petani, seharusnya ada subsidi
produksi untuk menjamin petani dapat sejahtera, sehingga program ini
merupakan program pemiskinan. Agar kebijakan ini bisa berhasil maka
setiap daerah yang mempunyai protensi adakah sarana dan prasarana
sebagai misal bendungan , tetapi untuk ktw. Barat irigrasi yang dibuat
PU bisa tidak bisa dimanfaatkan, artinya keterpaduan atar lembaga
kurang. Karena daerah hanya menerima program dari pusat tetapi
intinya bagaimana mensejahterakan petani tidak pernah dipikirkan.

Dari uraian diatas bahwa kebijakan P2BN yang merupakan
program pemetintah pusat merupakan program yang digeneralisir tanpa
memperhatikan kondisi permasalahan pada masing — masing daerah hal ini

akan mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan bukan menjadi jawaban
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atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat Identifikasi
permasalahan dari masing — masing daerah tidak semua terakomodir pada
program dan kebijakan. Berbagai permasalahan tidak diperhitungkan pada
saat pebuatan kebijakan sehingga permasalahan — permasalahan akan

timbul pada saat implementasi kebijakan.

f. Komunikasi dan Keordinasi
Tim Pelaksana Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di
Kabupaten Kotawaringin Barat sudah dibentuk sejak tahun 2012, dengan
pembentukan posko P2BN Kabupaten Kotawaringin Barat kegiatan —
kegiatan yang dilakukan Tim Posko P2BN Tahun 2012 sebagai berikut :

1). Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat dengan Pemerintah Kecamatan se- kabupaten
Kotawaringin Barat tentang Peningkatan Produksi Beras Nasional
(P2BN) sesuai dengan sasaran masing — masing kecamatan di
laksanakan 1 (satu) kali pada awal program tahun 2012.

2). Rapat Kordinasi Peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat
Kabupaten Kotawaringin Barat di laksanakan 1 (satu) kali pada
awal program tahun 2012.

3). Melaksanakan pengawalan, pendampingan pembinaan dan
pemantauan peningkatan produksi beras ke wilayah kecamatan dan
desa.

4), Melakukan koordinasi dengan tim tingkat propinsi dan pusat.

Dari uraian kegiatan Tim P2BN Tingkat Kabupaten koordinasi
dan komunikasi antara para aktor implementasi kebijakan masih beium
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berjalan secara optimal, hal ini seperti dikemukaan oleh Ir. H. Akhmad

Yadi sebagai berikut :

* Terkait dengan kegiatan P2BN ini masalah hubungan antara
lembaga terkait seperti yang diatur dalam Permentan masih perlu
sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas sehingga antara lembaga yang
satu dengan yang lain saling mendukung, karena bagaimanapun dalam
membangun pertanian tidak mungkin Dinas Pertanian bekerja sendiri
perlu ada dukungan dari semua stakeholder mulai dari hulu sampai ke
hilir”.

Kurangnya koordinasi antara para impiementor kebijakan juga di
kemukakan oleh Ir. Abed Nego, M.Si sebagai berikut :
“Dalam Kebijakan P2BN koordinasi, integritasi mulai dari pusat sampai

ke daerah sangat lemah sehingga sinergi antar lembaga pelaksana
kurang

Hal serupa seperti diungkapkan oleh Warjoko sebagai berikut :

“Program P2BN seharusnya begitu dicanangkan terus dilakukan
koordinasi, pembinaan, pengawasan maka tingkat keberhasilan tinggi
dari pada dicanangkan kemudian ditinggalkan atau dipantau lewar HP
kan sekarang modelnya begitu sehingga program ini tidak jalan,
sebenarnya komunikasi HP ini sangat menolong tetapi ketidakhadiran
petugas membuat masyarakat lengah terhadap pelaksanaan program”.

g. Keterpaduan
Dalam malaksanakan program Peningkatan Produksi Beras
Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana yang sudah
diatur dalam Permentan 45 keterpaduan program antar ketiga lembaga
teknis sangat kurang seperti yang diungkapkan beberapa informan
berikut :
“Ir. Akhmad Yadi mengatakan bahwa keterkaitan masalah keterpaduan

antar lembaga terkait dengan masalah P2BN Distanak punya program
kemudian tehnologinya ada teman — teman dari BPTP, sarana
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penyuluhan, pendampingan/ pengawalan yang dilaksanakan teman -
teman KP2KP yang sampai saat ini masih dirasakan kurang efektif”

“ Ir. M. Bahriwan menyebutkan bahwa sebetulnya program ketiga
lembaga sudah ada namun dalam pelaksanaannya masih sulit karena
baru sarana dan prasarana dari dinas walaupun belum sempurna
seharusnya dari pihak penyuluhan bisa memberikan pendampingan
kepada petani bagaimana memanfaatkan lahan dan dari BPTP bisa
menciptakan tehnologi yang sesuai dengan kondisi sehingga lahan bisa
dimanfaatkan secara optimal”.

Kurang terpadunya program peningkatan produksi beras nasional
di Kabupaten Kotawaringin Barat juga diungkapkan oleh Bapak Syahrian

Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

“Ketiga lembaga belum sinkron, yang paling ada sedikit nyambung itu
antara Penyuluh dengan Dinas Pertanian, namun dengan BPTP belum
ada sinkron sebagai contoh pengembangan tehnologi menjadi tugas
BPTP yang menyampaikan ke masyarakat petani adalah penyuluh, kalau
dari BPTP tidak ada tehnologi jadi apa yang akan disampaikan oleh
penyuluh”,

&

Kondisi Eksternal.
Dalam implementasi kebijakan Peningkatan Produksi Beras

Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat peneliti menemukan bahwa
kondisi ekstemal sangat mempengaruhi pelaksanaan, dari Thasil

wawancara dengan Yan Arfin (Kades Natai Raya) scbagai berikut :

i

Untuk program P2BN perlu pengembangan dilapangan karena
dilapangan yang dihadapi oleh petani adalah kondisi alam kondisi lahan
yang marjinal sehingga perlu ada bimbingan yang serius dari bidang
teknologi dan penyuluhan. Bagaimana kita mengatasi benturan dengan
musim yang tidak menentu sehinngga sulit untuk menyesuaikan dengan
musim”.

Syahrian Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat mengungkapkan

sebagai berikut :
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“Dalam melaksanakan program seharusnya pemerintah fokus dan
tuntas, misalnya ketika sudah ditetapkan suatu kawasan menjadi
kawasan pertanian tanaman pangan maka pemerintah harus betul betul
memperhatikan  seperti bagaimana tehnologinya, penyuluhannya,
sarana prasarananya, kemudian pasar juga harus disiapkan hal ini
bukan berarti menghilangkan yang lain tetapi perhatian perlu perhatian
khusus. Kalau pasar itu ada sangat mustahil orang tidak tertarik dengan
budidaya padi, coba lihat seperti sawit karena pasarnya jelas orang
berbondong — bondong menanam sawit padahal harga cuma seribu
rupiah per kilo, apalagi padi ini harganya jauh lebih tinggi daripada
sawit dan turunan dari padi sangat banyak sebetulnya sangat
menguniungkan”.

Rinda Rumpel, SPKP Koordinator BPP Pangkalan Banteng
menyebutkan sebagai berikut :
“Kendala kendala yang dihadapi yaitu : petani masih kurang respon
dalam melaksanakan kegiatan usaha tani padi sawah karena budayanya
masih sangat tradisional. Petani masih kurang tertarik terhadap usaha

tani padi sawah karena usaha tani perkebunan lebih menjanjikan
dibanding padi sawah”.

C. Pembahasan
1. Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Pada Program
Peningkatan Produksi Beras Nasional/P2BN di Kabupaten
Kotawaringin Barat .

Melihat gambaran pelaksanaan program Ketahanan Pangan Daerah
Study Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) diatas
dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan Ketahaman Pangan Daerah
khususnya Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di

Kabupaten Kotawaringin Barat kurang berhasil diimplementasikan,
Keberhasilan implementasi Program Peningkatan Produksi
Beras Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat adalah tolok ukur kinerja bidang peningkatan produksi

khususnya padi untuk mendukung Kebijakan Ketahanan Pangan dari aspek

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 116

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERB(AS1-pdf

ketersediaan. Tolok ukur kebijakan tersebut harus dicapai sesuai dengan
target yang telah ditetapkan. Dari ketiga tolok ukur yang telah ditetapkan
sudah dilaksanakan namun dampak yang diharapkan belum memberikan

kepuasan kepada target group.

a).Meningkatnys luas areal
Instrumen meningkatnya fuas areal tanaman padi mervpakan instrumen
dari program peningkatan produksi beras nasional. Perluasan areal
dilakukan melalui pembukaan lahan sawah baru, optimasi lahan, dan
peningkatan indeks pertanaman. Berbagai program yang telah
dilaksanakan untuk meningkatkan luas tanamn telah dilaksanakan namun
program tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap
peningkatan produksi beras. Perluasan yang telah dilaksanakan belum
dapat dimanfaatkan secara maksimal karena kelengkapan  belum

sempuma.

b). Peningkatan Produktivitas.
Instrumen peningkatan produktivitas merupakan indikator keberhasilan
dari implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui program
peningkatan produksi beras nasional. Peningkatan produktifitas
merupakan upaya aktor implementasi dalam menerapkan tehnologi
pemupukan, perbenihan, pengendalian organisme pengganngu ianaman
maupun tehnologi pasca panen. Upaya ini sesuai hasil penelitian sudah

diterapkan namun belum mencapai target. Proses peningkatan
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produktifitas memerlukan peran peneliti dan penyuluh agar proses

transfer tehnologi berjalan sesuai harapan.

¢).Rekayasa Tehnologi dan Sosial
Dalam pencapaian peningkatan produksi beras instrumen penerapan
rekayasa tehnologi dan sosial merupakan indikator penting dalam
merubah pola pikir masyarakat. Penerapan Tehnologi ini merupakan
kewenangan dari Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian Propinsi
Kalimantan Tengah. Rekayasa tehnologi dan sosial diharapkan dapat

merubah pritaku dari petani

2. Faktor — Faktor Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Pada
Program P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai
berikut :

a. Struktur Birokrasi

Organisasi pelaksana implementasi Kebijakan Ketahanan
Pangan Daerah merupakan faktor yang menghambat dalam
implementasi. Kebijakan ketahanan pangan daerah betum berjalan sesuai
dengan maksud dari isi kebijakan. Hal ini karena organisasi pelaksana
implementasi kurang mampu menggerakkan organisasi karena organisasi
Dewan Ketahanan Pangan Daerah terlalu besar sementara sekretariat
dewan terkendala dengan rendahnya eselonering sehingga koordinasi
pada dewan ketahanan pangan daerah sangat lemah.

Dart uraian diatas peneliti menemukan bahwa kondisi
organisasi pelaksana kebijakan ketahanan pangan daerah belum mampu

mengimplementasikan kebijakan secara maksimal karena hanya
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ditangani oleh pejabat setingkat eselon V. Kondisi organisasi leading
sektor pelaksana implementasi kebijakan ketahanan pangan dacrah yang
hanya setingkat esclon IIl sementara anggota tim sectingkat lebih tinggi
yaitu eselon II hal ini sangat berpengaruh dalam pergerakan organisasi.
Sesuai dengan teori Edward 111 dimana struktur Qrganisasi yang bertugas
mengiplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan.

Kurang mampunya organisasi dalam menerapkan kebijakan
ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dibuktikan dengan
tidak terlaksananya kegiatan - kegiatan yang mendukung kebijakan
tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penyerapan anggaran APBN. Pagu
Anggaran yang diberikan kepada Kantor Penyuluhan Pertanian dan
Ketahanan Pangan untuk melaksanakan kegiatan Dana Dekonsentrasi
satuan kerja Badan Ketahanan Pangan dan Kcordinasi Penyuluhan
Propinsi Kalimantan Tengah.

Dari sisi organisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan muiti organisasi yang
melibatkan 29 Dipas/Instansi /lembaga setingkat eselon II dan Kantor
Penyuluhan Pertanian Dan Ketahanan Pangan sebagai organisasi yang
diberi kewenangan untuk menjadi koordinator (lead agency) dengan
eselon setingkat eselon I tidak mampu menggerakkan Dewan
Ketahanan Pangan Daerah . Menurut Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R
(2012 : 144) bahwa organisasi yang diberi kewenangan sebagai

koordinator (lead agency) melakukan peran koordinasi (integrasi) sebagai

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 119

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBRAS1-pdf

output yang dihasilkan berbagai organisasi yang terlibat dalam
implementasi dapat diintegrasikan. Integrasi berbagai output ini menjadi
kunci agar tujuan dapat diwujudkan. Tentu meskipun sudah ada iead
agency hal ini tidak akan selalu menjamin bahwa implementasi suatu
kebijakan atau program akan berjalan lancar. Perasaan setara yang
dimiliki oleh pimpinan organisasi yang lain yang terlibat dalam
implementasi kebijakan akan membuat koordinasi merupakan tantangan
yang terus menerus harus dipecahkan oleh orang yang menduduki posisi
pimpinan dalam lead agency. Demikian pula dengan Dewan Ketahanan
Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat yang langsung di Ketuai oleh
Bupati Kotawaringin Barat dan Sekretariat pada Kantor Penyuluhan
Pertanian dan Ketahanan Pangan dimana Kepala Kantor sebagai
koordinator atau lead agency dengan eselon lebih rendah dengan
pimpinan organisasi lain. Dengan demikian dari uraian diatas dapat
diambil kesimpulan bahwa implemnetasi kebijakan ketahanan pangan
dacrah belum dapat diimplementasi dengan baik karena Kantor
Penyuluhan pertanian dan Ketahanan Pangan kurang mempunyai
kapasitas sebagai lead agency. O,Toole dan Montjoy dalam Purwanto
E.A dan Sulistyastuti D.R (2012:146) mengindentifikasi realitas terkait
dengan penggunaan pendekatan yang bersifat interorganizational atau
multi organisasi tersebut antara lain :
- Proses implementasi yang melibatkan multi organisasi akan
mengalami banyak hambatan karena banyak kepentingan yang

terlibat.
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- Aktifitas koordinasi pada implementasi yang melibatkan multi
organisasi akan lebih kompleks.

- Peningkatan Kompleksitas hubungan kerja antar multi organisasi antar
multi organisasi akan menurunkan peluang delegasi tugas yang
diberikan kepada organisasi untuk dikembangkan menjadi rencana
yang lebih detail.

Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai
birokrasi yang mengiplementasikan kebijakan publik memiliki posisi
yang dominan dibanding organisasi yang lain. Sebagai tulang punggung
bagi tercapainya tuwjuan kebijakan publik dalam mengimplementasikan
kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi. Hal ini berdasar
pendapat Amstrong dalam Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R (2012 :
128) bahwa *“ Organizational capacity is the capacily of organization
to function effectivety. It is about is ability to guarantee high level of
perfomance, achieve its purpuse (sustained competitive advantage in a
commercial business), deliver result and, importanily, meet the needs of
stakeholder”

Sedangkan Implementasi Program Peningkatan Produksi Beras
Nasional Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja
Antar Kelembagaan Tekms, Penelitian dan Pengembangan dan
Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras
Nasional  serta untuk meningkatkan  sinergitas dan koordinasi

pelaksanaan program peningkatan produksi beras nasional (P2BN)
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Kabupaten Kotawaringin Barat membentuk tim posko P2BN dengan
Surat Keputusan Bupati  Kotawaringin  Barat  Nomor
PPP.020/87.a/11/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Tim Pelaksana
Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Pada Pos
Simpul Koordinasi (Posko) P2BN Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari
hasil pengamatan dilapangan dan wawancara ditemukan bahwa struktur
birokrasi organisasi Program P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat
terlalu panjang dan tidak ada SOP yang digunakan sebagai pedoman.

Berdasar teori Edward II bahwa struktur birokrasi menjadi
penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi
mencakup dua aspek yaitu mekanisme dan struktur organisassi
pelaksana. Mekanisme implementasi program ditetapkan melalui standar
operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program peningkatan
produksi beras nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat standar
operasional prosedur belum ditetapkan sehingga implementasi di tingkat
lapangan kurang maksimal. Struktur Organisasi Program P2BN yang
melibatkan aparat dari tingkat pusat sampai tingkat desa mengakibatkan
rentang kendali antara pucuk pimpinan dan organisasi pelaksana di
bawah mengakibatkan semakin rumit birokrasi dan semakin lambat
pelaksana implementasi merespon perkembangan program.

Struktur birokrasi pelaksana program peningkatan produksi
nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang melibatkan
pejabat dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa dengan menggunakan

mekanisme kerja koordinatif sehingga menyebabkan rentang kendali
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sangat panjang dan pengambilan keputusan memerlukan waktu yang
cukup lama dan rumit. Aspek struktur birokrasi menjadi sangat penting
dalam implementaasi kebijakan. Mekanisme implementasi yang
ditetapkan dengan standart operasinal prosedur tidak ditetapkan dalam
pelaksanaan P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini berakibat
pelaksana program tidak memahami tugas — tugas dan bahkan ada tugas
— tugas yang belum dilaksanakan.

Nursalam, 2010 mengungkapkan bahwa tidak adanya mekanisme
dan prosedur kerja berimplikasi pada tugas operasional dari aparatur.
Organisasi yang tidak memiliki SOP (standart operaional prosedur)
sebagai pedoman kerja seringkali dilapangan kegiatan - kegiatan
berdasarkan selera atau keinginan masing — masing personil yang
menangani bidang tugasnya

Program P2BN dalam implementasinya melibatkan banyak dinas
sehingga struktur organisasi unfuk mengimplementasikan kebijakan
memiliki karateristik multi organisasi. Menurut Purwanto E.A dan
Sulistyastuti D.R (2012 : 153) menyebutkan bahwa jenis implementasi
yang menggunakan struktur multi organisasi memiliki konsekwensi
bahwa koordinasi antar unit dan aspek kerjasama antar aktor menjadi
sangat penting. Koordinasi dipahami sebagai proses pemanduan sasaran
kegiatan dari unit — unit kerja yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan
organisasi secara efektif. Agar proses kerjasama dapat dilakukan secara
baik O Toole dan Montjoy dalam Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R

(2012 : 153) mengemukakan bahwa tiga faktor pendukung untuk
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terjadinya koordinasi yang baik dalam implementasi adalah authority,
common interest dan exchange. Ketiga faktor tersebut diperlukan untuk
proses memadukan berbagai kegiatan dart unit — unit kerja yang

berfainan.

b. Sumberdaya

Hasil penelitian ditemukan bahwa jumlah personil yang
menangani ketahanan pangan sangat terbatas yang terdini dari | (satu)
orang Kepala Seksi dan 7 (tujuh ) orang staf, sementara bidang yang
ditangani ada tiga bidang yaitu : (1) bidang ketersediaan dan kerawanan
pangan, (2) bidang distribusi dan akses pangan dan (3) bidang konsumsi
dan keamanan pangan. Sarana dan prasarana untuk operasional di Kantor
masih belum memadai bahkan sarana untuk operasional ke lapangan
tidak ada schingga pembinaan ke lapangan belum optimal. Dukungan
anggaran dari APBD Kabupaten tidak konsisten bahkan turun naik setiap
tabunnya schingga banyak kegiatan-kegiatan pokok yang tidak
terfasilitasi.

Widodo (2011) menyatakan bahwa: Jika pelaksana kebijakan
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan  kurang
mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kegiatan secara efektif
maka kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya disini berkaitan
dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan. Sumberdaya ini mencakup sumber

daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.
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Menanit Edward [II, sebagali organisasi publik yang
melaksanakan kebijakan ketahanan pangan perlu memiliki staf yang
cukup untuk mendukung implementasi kebijakan ketahanan pangan.
Dengan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jumiah personii
yang bertugas menangani ketahanan pangan kurang memadai sehingga
proses implementast kebijakan ketahanan pangan tidak maksimal.

Berdasarkan data — data pelaksanaan program P2BN

menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi
beras nasional (P2BN) dit Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukan
bahwa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan
program adalah kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia
sumberdaya sarana dan prasarana maupun finansiai. Edward [II
menyebutkan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya
yang memadai baik sumber daya manusia maupun financial. Sumber
daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas
implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber
daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah
prograam/kebijakan . Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi
program.kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan
menjadi kurang energik dan berjalan lambat serta seadanya. Sedangkan
sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan.
Tanpa ada dukungan finansial yang memadai program tidak dapat

berjalan efektif dan cepat mencapai tujuan dan sasaran.
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c. Disposisi
Komitmen Pemerintah Daerah dalam kebijakan ketahanan
pangan masih sangat rendah. Rendahnya komitmen pemerintah daerah
ini ditunjukan dengan program program yang hanya berbentuk stimulan
dan tidak konsisten. Program Ketahanan Pangan merupakan program
yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sehingga aturan yang dibuat
oleh pemerintah di generalisir tanpa memperhatikan kondisi daerah hat

ini menyebabkan komitmen pemerintah daerah sangat rendah.

Menurut Teori Sebatier dan Mazmaniar dinyatakan bahwa
tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan merupakan salah satu
faktor utama kesuksesan implementasi sebuah kebijakan. Adanya
komitmen yang kuat dari aparatur dalam melaksanakan tugasnya.
Komitmen mencakup keseriusan dan kesungguhan agar penerapan suatu
aturan ataupun kebijakan bisa berjalan dengan baik dan diterima serta
dipatuhi oleh sasaran dari kebijakan tersebut,

Purwanto, E.A dan Sulistyastuti (2012 :151) menyebutkan
bahwa Komitmen (motivasi} dan kompetensi (keahlian) personil untuk
melaksanakan implementasi (will and skill) merupakan dua persyaratan
penting yang harus dimiliki pelaksana implementasi. Komitmen merujuk
pada kesungguhan pelaksana implementasi untuk menjalankan tugas
yang dibebankan kepadanya dan menganggap bahwa pencapaian tujuan
organisasi dihayati sebagai tujuan pribadinya.

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan

bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan dagrah Kabupaten
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Kotawaringin Barat belum dapat berjalan dengan baik karena faktor —
faktor yang mempengaruhi proses implementasi yaitu komitmen
pelaksana kebijakan masih sangat rendah.

Sebagai upaya pencapaian peningkatan produksi beras nasional,
komitmen/sikap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah ada
namun belum berjalan secara optimal.

Demikian juga dengan Program Peningkatan Produksi Beras
Nasional (P2BN) merupakan program yang diluncurkan oleh
Pemerintah Pusat, oleh karena itu Pemerintah Daerah sebagai bagian
dari pemerintah pusat wajib mendukung dan melaksanakan kebijakan
tersebut. Dalam pelaksanaan program komitmen dari pelaksana
kegtatan sangat menentukan keberhasilan kebijakan namun komitmen
pejabat sudah ada dengan ditetapkanya strategi pencapaian namun

komitmen tersebut dirasakan masyarakat masih sangat kurang.

Menurut teori Edward IIT bahwa tingkat komitmen pelaksana
implementasi kebijakan/ program dapat diukur dengan tingkat
konsistensi antar pelaksanaan kegiatan dengan guideline yang telah
ditetapkan. Semakin sesuai dengan guideline semakin tinggi tingkat
komitmennya. Data yang diperoleh dalam pelaksanaan program
peningkatan program peningkatan produksi beras nasional (P2BN)
diatas menunjukan bahwa komitmen pelaksana implementasi belum
ditunjukan dengan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program. Hal
ini ditunjukan dalam penyediaan sarana produksi yang tidak menentu

seperti bantuan yang tidak tetap setiap program. Tingkat demokrasi
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dapat diukur dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing
dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari masalah yang dan
melakukan diskresi yang berbeda dengan guidelinenya untuk mencapai

tujuan dan sasaran program.

d. Kebijakan Top Down

Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah merupakan kebijakan
yang menggunakan pendekatan Top Down yaitu kebijakan yang
diluncurkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tinggal
melaksanakan apa yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

Kurang berhasilnya implementasi kebijakan ketahanan
pangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari data
ketersediaan pangan menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan
pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih sangat tergantung
dengan daerah pemasok di luar Kabupaten Kotawaringin Barat
sechingga berdasarkan data Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
Kotawaringin Barat menyatakan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat
berada pada Zona Merah artinya Kabupaten Kotawaringin Barat sangat
rawan apabila jalur distribusi terhambat.

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten
Kotawaringin Barat kurang berhasil karena menggunakan pendekatan
Top Down vaitu kebijakan yang di luncurkan oleh Pemerintah Pusat,
sedangkan Pemerintah Daerah tinggal melaksanakan apa yang sudah

dicanangkan oleh Pemerintah Pusat seperti

Tuges Akhir Program Magister (TAPM) 128

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBOKA781-pdf

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten
Kotawaringin Barat sangat di pengaruhi oleh banyak faktor. Kebijakan
Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di
Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan suatu proses mewujudkan
kecukupan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi
daerah. Secbagai suatu proses banyak tahapan implementas: yang
dipegaruhi oleh banyak variabel. Menurut teori model Mazmaniar dan
Satier bahwa proses implementasi dipengaruhi oleh tiga variabel bebas
yaitu : (1) mudah tidaknya masalah dikendalikan. (2) Kemampuan
Kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi dan (3)
variabel diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi.
Dari uratan diatas menunjukan bahwa kebijakan ketahanan pangan yang
diluncurkan oleh pemerintah pusat belum mampu menstrukturkan proses
implementasi kebijakan karena atruran aturan yang terkait dengan
kebijakan ketahanan pangan kurang memperhatikan kondisi obyektif
secara keseluruhan sehingga kebijakan tersebut kurang maksimal

diimplementasikan.

e. Identifikasi Permasalahan P2BN.

Dalam pencapaian peningkatan produksi beras selain faktor
aktor implementasi juga dipengaruhi oleh masalah masalah internal
maupun eksternal. Faktor ekstemal adalah kondisi alam dan lahan di
Kabupaten Kotawaringin Barat yang sangat jauh dari kata ideal sehingga

permasalahan sangat sulit dikendalikan.
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Dari uvraian diatas bahwa kebijakan P2BN yang merupakan
program pemerintah pusat merupakan program yang digeneralisir tanpa
memperhatikan kondisi permasalahan pada masing — masing daerah hal
ini akan mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan bukan menjadi
jawaban atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Identifikasi
permasalahan dari masing — masing daerah tidak semua terakomodir
pada program dan kebijakan. Berbagai permasalahan tidak
diperhitungkan pada saat pebuatan kebijakan schingga permasalahan —
permasalahan akan timbul pada saat implementasi kebijakan. Mazmanian
dan Sabatier menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi
kesuksesan implementasi adalah karateristik dari masalah yang terdiri

dart tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada.

f. Komunikasi dan Koordinasi

Dari data — data diatas menunjukan bahwa koordinasi komunikasi
antar pelaksana implementasi kurang maksimal hal ini dapat dilihat dari
prosses komunikasi dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada saat
pencanangan setelah itu tidak lagi dilakukan evaluasi maupun rapat —
rapat koordinasi. Komunikasi yang kurang maksimal menyebabkan
pelaksanaan program peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten
Kotawaringin Barat kurang optimal . berdasarkan teori Van Meter dan
Van Hom dalam Indiaghono D  (2009:59) menyebutkan bahwa
komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme
prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.

Komunikasi harus ditetapkan sebagai acuan seperti : seberapa sering
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rapat rutin diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi
menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan
dengan program dan kebijakan. Komunikasi antar badan pelaksana
memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan karateristik badan
pelaksana. Komunikasi antar badan pelaksan juga dapat mempengaruhi

sikap pelaksana.

g. Keterpaduan

Data diatas menunjukan bahwa antara pelaksana implementasi
program peningkatan produksi beras belum menunjukan keterpaduan
antara program. Dari ketiga lembaga Dinas Pertanian dan Peternakan,
Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Balai Penelitian
Tehnologi Pertanian bahwa Dinas Pertanian berperan sebagai penyedia
sarana dan prasarana, Kantor KP2KP sebagai lembaga yang bertugas
mentransfer tehnologi yang di hasilkan oleh BPTP, Keterpaduan program
dari ketiga lembaga tersebut sangat mendukung keberhasilan program.
Teori W. Hogwood dan Lewis A. Gunn berpendapat bahwa salah satu
faktor yang mempengaruhi program /kebijakan dapat diimplementasikan
dengan baik diperlukan syarat — syarat antara lain perpaduan sumber —
sumber yang diperlukan benar — benar tersedia. Kebijakan publik adalah
kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas. Karena itu
implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang

diperlukan baik dalam konteks sumber daya maupun aktor.
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h. Kondisi Eksternal.

Implementasi Program Peningkatan Produksi Beras Nasional
(P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai data hasil penelitian
diatas menunjukan bahwa kebijakan tersebut banyak menghadapi
kendala — kendala diluar faktor — faktor administrasi maupun faktor
pelaksana implementasi. Faktor eksternal seperti kondisi lahan,
pengaruh cuaca atau iklim yang kurang mendukung. Brian W. Hogwood
dan Lewis A.Gunn berpendapat bahwa kebijakan negara dapat
ditmplementasi dengan baik diperlukan syarat — syarat antara lain
adanya jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga

/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

a. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah disajikan pada
bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah pada Program Peningkatan
Produksi Beras Nasional telah dilaksanakan namun dalam
implementasinya kurang berhasil dalam meningkatkan produksi beras
dan dampak yang diharapkan agar Kotawaringin Barat mampu
mencukup kebutuhan pangan dari produksi daerah sendiri masih jauh
dari harapan. Kebijakan dilaksanakan hanya dari sisi on farm saja
belum mencakup sisi of farm sehingga kurang memberikan harapan
bagi peningkatan kesejahteraan petani. Kebijakan Ketahanan Pangan
kurang mengakomodir kepentingan petani /isi kebijakan belum bisa
menjawab seluruh permasalahan dilapangan seperti jaminan harga atau
jaminan pasar schingga respon petani terhadap kebijakan sangat rendah.

2. Faktor — faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya implementasi
kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Struktur Birokrasi.
Struktur  Birokrasi pelaksana kebijakan kurang mampu
menggerakan organisasi karena struktur organisasi pelaksana

kebijakan melibatkan multi organisasi .
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b. Sumber Daya.
Sumberdaya yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan
kurang memadai. Sumberdaya ini mencakup sumberdaya manusia,
sumberdaya finansial maupun sumberdaya pendukung seperti
kondisi alam Kabupaten Kotawaringin Barat yang kurang
mendukung keberhasilan program.

¢. Disposisi
Disposisi ini menyangkut komitmen pemerintah yang rendah hal ini
ditunjukan dengan program — program yang kurang kontinyu dan
tingkat pernahaman terhadap program yang rendah.

d. Kebijakan Top Down
Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Pada Program P2BN
merupakan Kebijakan yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat
sehingga Pemerintah Daerah hanya menjalankan tugas yang diatur
oleh pusat.

e. Identifikasi Permasalahan.
Dalam pelaksanaan program P2BN merupakan program yang
digeneralisir tanpa memperhatikan kondisi masing - masing
wilayah sehingga permalahan yang timbul tidak semua terakomodir
atau kurang diperhitungkan.

f. Komunikasi dan Koordinasi.
Komunikasi dan kocordinasi antar implementor kurang sehingga

mengakibatkan pelaksanaan program kurang terpadu.
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g. Kondisi Ekternal.
Dalam pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Pada
Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten
Kotawaringin Barat meghadapi kondisi ekternal yang kurang
mendukung keberhasilan seperti kondisi lahan yang marjinal,
Cuaca, serangan hama penyakit dan laju alih fungsi lahan ke non

pertanian yang cepat.

b. SARAN
Dalam rangka implemnetasi Kebijakan Ketahanan Pangan pada

Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten
Kotawaringin Barat. Untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan
maka hal — hal yang harus dilakukan adalah :

1. Kebijakan di dilaksanakan secara komprehensif untuk dapat
menyelesaikan semua permasalahan di lapangan.

2. Dalam Implementasi Kebijakan perlu ada evaluasi secara berkelanjutan
untuk memastikan apakah kebijakan dapat dilaksanakan sekaligus
identifikasi permasalahan — permasalahan yang terjadi di lapan.gan.

3. Agar sebuah kebijakan dapat di implementasikan dengan baik maka

kebijakan harus memperhitungkan kondisi masing — masing daerah.
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Form. I. Petugas Kabupaten
Pedoman Wawancara Penelitian

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program
PeningkatanProduksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan
Asal Instansi
Peneliti : Suryati/NIM. 018788364

Tanggal/Hari Wawancara

No. Pertanyaan Jawaban

1. | Bagaimanakah Kebijakan Ketahanan
Pangan Daerah di Kabupaten
Kotawaringin Barat ?.

2. | Dalam mendukung kebijakan
Ketahanan Pangan Daerah apakah
Program Peningkatan Produksi
Beras Nassional (P2BN) di Kab.
Kotawaringin Barat sudah dilaksana-
kan sesuai dengan Permentan No.
45/Permentan.OT.140/8/2011 gl

23 Agustus 2011 tentang Tata
Hubungan Kerja Antar Lembaga
Teknis, Penelitian dan Pengembang-
an dan Penyuluhan dalam mendu -
kung Program Peningkatan Produksi
Beras Nasional (P2BN)

(Apabila Sudah atau belum berikan
Alasannya/penjelasan)

3. | Apabila Program P2BN sudah dilak-
sanakan di kabupaten Kitw. Barat
Apakah kendala — kendala yang di-
hadapi dalam melaksanakan program
P2BN dilihat dars sisi :
a.keragaman prilaku sasaran
b.Kejelasan dan konsistensi tujuan
c.Ketepatan alokasi sumberdana
d.Keterpaduan hieraki dalam dan
diantara lembaga pelaksana
e.Apakah ada dukungan publik?
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f.Apakah kondisi sosial ekonomi
masyarakat dan tehnologi men-
dukung program P2BN?

4. | Bagaimana komitmen pejabat/

pemerintah terhadap Program

P2BN ?

5 | Bagaimanakah pandangan anda

terhadap Program Ketahanan

Pangan Daerah dan Program P2BN

yang ada di Kab. Ktw. Barat?

6. | Dalam pelaksanaan program

ketahanan pangan daerah

Apakah pemerintah daerah sudah

cukup memadai dalam mengalokasi-

sumberdaya baik dana, personil

maupun waktu?

7. i Dalam melaksanakan program

Program P2BN apakah sudah dilaku-

kan koordinasi baik antar Pusat,

Propinsi, Kabupaten, kecamatan

dan Desa ? (apabila YA) berapa

kali dalam 1 (satu) Tahun koordinasi

dilaksanakan dan apa hasil

koordinasi tersebut

a.Antara pusat dengan propinsi

b.Antara pusat dg Kabupaten

c.Antara Kabupaten dan Kec.

d.Antara Kecamatan dan Desa

e. Antara Desa dan masyarakat

8. | Dalam melaksanakan program
ketahanan Pangan dan program
P2BN diantara ketiga lembaga
teknis yaitu Distanak, KP2KP dan
BPTP apakah sudah ada keterpaduan
program (apabila SUDAH) berikan
Alasannya

9. | Apakah Tugas —tugas yang dibeban
kan pada masing — masing instansi
sudah terperinci secara tepat 7

10. | Apakah ada tuntutan dari Pusat
kewajiban yang harus dijalankan
oleh daerah dalam melaksanakan
program?
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11. | Apakah Saudara memahami
maksud dan tujuan dari Program
Ketahanan Pangan Daerah dan
Program P2BN ?

(Mohon dijelaskan)

12. { Menurut Saudara apakah tujuan
dan sasaran program tersebut
jelas ? (Berikan alasan)

13. |} Apakah ada manfaat dari Program
Ketahanan Pangan Daerah dan
Program P2BN bagi masyarakat
(Apabila ADA) sebutkan manfaat
Yang didapat masyarakat dari
Program tersebut .

14. | Apakah saudara sudah merencana SUDAH/BELUM (coret salah Satu
yang tidak sesuai)

kan dan menetapkan target produksi
padi ?

15. [ Dalam melaksanakan program
faktor apa saja yang dapat meng-
hambat pelaksanaan program ?
{Sebutkan)

16. | Dalam melaksanakan program
ketahanan pangan daerah faktor-
faktor apa saja yang dapat mendo-
rong pelaksanaan program ?
(Sebutkan)

Pangkalan Bun,........................ 2014

Narasumber/Informan
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Form 2. Petugas Kecamatan.
Pedoman Wawancara Penelitian

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program
Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan
Asal Instansi
Peneliti : Suryati/NIM. 018788364

Tanggal/Hari Wawancara

No. Pertanyaan Jawaban
1. | Bagaimanakah Kebijakan Ketahanan
Pangan Daerah di Kabupaten
Kotawaringin Barat ?.
2. | Dalam mendukung kebijakan
Ketahanan Pangan Daerah apakah
Program Peningkatan Produksi
Beras Nassional (P2BN) di Kab.
Kotawaringin Barat sudah dilaksana-
kan sesuai dengan Permentan No.
45/Permentan.OT.140/8/2011 tgl
23 Agustus 2011 tentang Tata
Hubungan Kerja Antar Lembaga
Teknis, Penelitian dan Pengembang-
an dan Penyuluhan dalam mendu -
kung Program Peningkatan Produksi
Beras Nasional (P2BN)
{Apabila Sudah atau belum berikan
alasannya)
3. | Apabila Program P2BN sudah dilak-
sanakan di kabupaten Ktw. Barat
apakah kendala — kendala yang di-
Hadapi dalam melaksanakan program
P2BN dilihat dari sisi :
a.keragaman prilaku sasaran
b.Kejelasan dan konsistensi tujuan
¢.Ketepatan alokasi sumberdana
d.Keterpaduan hieraki dalam dan
diantara lembaga pelaksana
e.Apakah ada dukungan publik?
f.Apakah kondisi sosial ekonomi
masyarakat dan tehnologi men-
dukung program P2BN?
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4. | Bagaimana komitmcn pejabat/
Pemerintah terhadap Program

P2BN ?

5 Bagaimanakah pandangan saudara
terhadap Program Ketahanan
pangan Daerah dan Program P2BN
yang ada di Kab. Ktw. Barat?

6. | Dalam pelaksanaan program
ketahanan pangan daerah

apakah pemerintah daerah sudah
cukup memadai dalam mengalokasi-
sumberdaya baik dana, personil
maupun waktu?

7. | Dalam melaksanakan program
Ketahanan Pangan Daerah dan
Program P2BN apakah sudah dilaku-
kan koordinasi baik antar Pusat,
Propinsi, Kabupaten, kecamatan

dan Desa 7 (apabila YA) berapa
kali dalam | (satu) Tahun koordinasi
dilaksanakan dan apa hasil
koordinasi tersebut

a.Antara pusat dengan propinsi
b.Antara pusat dg Kabupaten
c.Antara Kabupaten dan Kec.
d.Antara Kecamatan dan Desa

. Antara Desa dan masyarakat

8. | Dalam melaksanakan program
Ketahanan Pangan dan program
P2BN diantara ketiga lembaga
Teknis yaitu Distanak, KP2KP dan
BPTP apakah sudah ada keterpaduan
Program (apabila SUDAH) berikan
Alasannya

9. | Apakah Tugas - tugas yang dibeban
kan pada masing — masing instansi
sudah terperinci secara tepat ?

10. | Apakah ada tuntutan dari Pusat
kewajiban yang harus dijalankan
oleh daerah dalam menjalankan
Program?
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11. | Apakah Saudara memahami

maksud dan tujuan dari Program

Ketahanan Pangan Daerah dan

Program P2BN ?

12. | Menurut Saudara apakah tujuan

dan sasaran program tersebut

jelas ?

13. | Sebagai bagian dari pelaksana

Program apakah saudara me-

ngetahui tugas — tugas saudara

secara rinci ?

14. | Dalam menjalankan program

apakah sudah ada SOP ?.

15. | Apakah ada manfaat dari Program

Ketahanan Pangan Daerah dan

Program P2BN bagi masyarakat

(Apabila ADA) sebutkan manfaat

yang didapat masyarakat dari

Program tersebut .

16 | Sebagai Tim Pelaksana P2BN TK.

Kecamatan apakah Saudara sudah

melaksanakan hal — hal berikut :

a.Menyusun Rencana Kerja
Peningkatan Produksi Padi Tk.
Kecamatan (Apabila sudah)
Sebutkan dalam bentuk apa renc
tersebut.

b.Mendampingi dan mengawal
Penerapan Tehnologi di lokasi
P2BN

c.Menyediakan Sarana dan
prasarana Untuk mendukung
P2BN

d.Menindalanjuti Matrik Program
P2BN Propinsi

e.Apakah Laporan P2BN sudah di
laksanakan secara kontinyu dan
Tepat waktu.

17. | Apakah saudara sudah melaksana-
kan forum penyuluhan tingkat desa
dan temu lapang antara petani,
penyuluh dan peneliti pendamping
Tingkat kecamatan.

18. { Apakah saudara sudah memfasilitasi
Petani untuk menumbuhkembang-
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kan kelembagaan petani dan kelem-
bagaan ekonomi petani.

19. | Dalam melaksanan program keta-
hanan pangan daerah dan program
P2BN faktor — faktor apa saja yang
Dapat menghambat pelaksanaan
program tersebut (Sebutkan)

20. } Dalam melaksanan program keta-
hanan pangan daerah dan program
P2BN faktor — faktor apa saja yang
Dapat mendorong pelaksanaan
program tersebut (Sebutkan)

Pangkalan Bun,............. 2014
Narasumber/Informan
(crvemrereemenreersessnesensssseressisscns )
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Form. 3. Petugas Kp2KP.
Pedoman Wawancara Penelitian

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program
PeningkatanProduksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan

Asal Instansi

Peneliti : Suryati/NIM. 018788364

Tanggal/Han Wawancara

No. Pertanyaan Jawaban

1. | Bagaimanakah Kebijakan

Ketahanan

Pangan Daerag di Kabupaten

Kotawaringin Barat ?.

2. | Dalam mendukung kebijakan
Ketahanan Pangan Daerah apakah
Program Peningkatan Produksi
Beras Nassional (P2BN) di Kab.
Kotawaringin Barat sudah
dilaksana-

kan sesuai dengan Permentan No.
45/Permentan.OT.140/8/2011 gl
23 Agustus 2011 tentang Tata
Hubungan Kerja Antar I.embag
Teknis, Penelitian dan
Pengembang-

an dan Penyuluhan dalam mendu -
kung Program Peningkatan
Produksi

Beras Nasional (P2BN)

(Apabila Sudah atau bejum berikan

alasannya)

3. | Apabila Program P2BN sudah
dilak-

sanakan di kabupaten Ktw. Barat

apakah kendala - kendala yang di-

hadapi dalam melaksanakan

program P2BN dilihat dari sisi :
akeragaman prilaku sasaran
b.Kejelasan dan konsistensi tujuan
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c.ketepatan alokasi sumberdana
d.keterpaduan hieraki dalam dan
diantara lembaga pelaksana
e.Apakah ada dukungan publik?
f. Apakah kondisi sosial ekonomi
masyarakat dan tehnologi men-
dukung program P2BN?
4. | Bagaimana komitmen pejabat/
P2BN ?
5 | Bagaimanakah pandangan anda
terhadap Program Ketahanan
Pangan Daerah dan Program P2BN
yang ada di Kab. Ktw. Barat?
6. | Dalam pelaksanaan program
Ketahanan pangan daerah
Apakah pemerintah daerah sudah
cukup memadai dalam
mengalokasi-
sumberdaya baik dana, personil
maupun waktu?
7. | Dalam melaksanakan program
Ketahanan Pangan Daerah dan
Program P2BN apakah sudah
dilaku-
kan koordinasi baik antar Pusat,
Propinsi, Kabupaten, kecamatan
dan Desa ? (apabila YA) berapa
kali dalam 1 (satu) Tahun
koordinasi
dilaksanakan dan apa hasil
koordinasi tersebut
a.Antara pusat dengan propinsi
b.Antara pusat dg Kabupaten
c.Antara Kabupaten dan Kec.
d.Antara Kecamatan dan Desa
e. Antara Desa dan masyarakat

8. | Dalam melaksanakan program
Ketahanan Pangan dan program
P2BN diantara ketiga lembaga
Teknis yaitu Distanak, KP2KP dan
BPTP apakah sudah ada
keterpaduan

Program (apabila SUDAH) berikan
Alasannya
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9. | Apakah Tugas — tugas yang

dibeban

kan pada masing — masing instansi

sudah terperinci secara tepat ?

10. | Apakah ada tuntutan dari Pusat

kewajiban yang harus dijalankan

oleh daerah dalam menjalankan

Program?

11. | Apakah Saudara memaham

maksud dan tujuan dan Program

ketahanan Pangan Dacrah dan

Program P2BN ? {(sebutkan

maksud dan tujuan program

tersebut)

12. | Menurut Saudara apakah tujuan

dan sasaran program tersebut

jelas ?

13. | Sebagai bagian dari pelaksana

Program apakah saudara me-

ngetahui tugas — tugas saudara

secara rinci 7

14, | Dalam menjalankan program

apakah sudah ada SOP ?.

15. | Apakah ada manfaat dari Program

Ketahanan Pangan Daerah dan

Program P2BN bagi masyarakat

(Apabila ADA) sebutkan manfaat

yang didapat masyarakat dari

Program tersebut .

16 1| Sebagai Tim Pelaksana P2BN TK.

Kabupaten apakah Sandara sudah

Melaksanakan hal - hal berikut :

a.Menyusun Rencana Kerja
Peningkatan Produksi Padi Tk.
Kabupaten (Apabila sudah)
sebutkan dalam benfuk apa renc
tersebut.

b.Mendampingi dan mengawal
penerepan Tehnologi di lokasi
P2BN

c.Mnyediakan Sarana dan

Prasarana
Untuk mendukung P2BN.

d.Menindalanjuti Matrik Program
P2BN Propinsi

e.Apakah Laporan P2ZBN sudah di
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Laksanakan secara kontinyu dan

Tepat waktu.

17.

Menyusun programa penyuluhan

SUDAH/BELUM (coret salah Satu
yang tidak sesuai)

Kabupaten untuk mendukung

Pencapaian target produksi pasi

34.

Menyusun materi penyuluhan dan

SUDAH/BELUM (coret salah Satu
yang tidak sesuai)

Menyebarluaskan tehnologi

Spesifik lokasi yang
direkomendasi-

Kan oleh BPTP

18.

Menyusun pengalokasian
penugasan

SUDAH/BELUM (coret salah Satu
yang tidak sesuai)

PPL. berdasarkan Lokasi SLPTT
dan

Sentra produksi padi

19.

Melakukan penyuiluban melalui

SUDAH/BELUM (coret salah Satu
yang tidak sesuai)

Media cetak dan elektronik

20.

Meningkatkan kapasitas dan kinerja

| PPL melalui pelatihan dalam

rangka

SUDAH/BELUM (coret salah Satu
yang tidak sesuai)

Peningkatan produksi padi

9
bt

Menetapkan Lokasi demplot

g e Ay

SUDAH/BELUM (coret salah Satu
yang tidak sesuai)

Denfarm, demarea dan SLPTT

Berdasar usuian BPP

22,

Merencanakan dan melaksanakan

SUDAH/BELUM (coret salah Satu
yang tidak sesuai)

Rembug/forum pertemuan petani,

Temu teknis dan temu tugas

23.

Melakukan secleksi dan
mengusulkan

Mol e e msienn maemabhoesonne br\n:
iVl p\.«u\al LL1SCh AL Rchclld s

SUDAH/BELUM (coret salah Satu

Penyuluh dan petani berprestasi

Yang berhasil meningkatkan

Produksi padi tk kabupaten

24.

Dalam melaksanakan program

ketahanan pangan dacrah faktor-

faktor apa saja yang dapat meng-

hambat pelaksanaan program ?

{ Caltl-ond
\Uuuuu\ull,
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25. | Dalam melaksanakan prograim
ketahanan pangan daerah faktor-
faktor apa saja yang dapat mendo-
rong pelaksanaan program ?
(Sebutkan)

Tugas Akhir Program Maoister (TAPM} 150

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNWERSITAS TERBUKR ! -Pdf

Form, 4

Pedoman Wawancara Penelitian

Implementasi Kebijakan Ketabanan Pangan Daerah (Study Pada Program
Peningkatan

[

Produksi Beras Nasiona

(P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Rarat

Informan
Asal Instansi
Peneliti : Suryati/NIM. 018788364

Tanggal/Hari Wawancara

No. Pertanyaan Jawaban

1. | Bagaimanakah Kebijakan Ketahanan
Pangan Daerah di Kabupaten |
Kotawaringin Barat 7.

2. | Dalam mendukung kebijakan

Ketahanan Pangan Daerah apakah
Program Peningkatan Produksi
Beras Nassional (P2BN) di Kab.
Kotawaringin Barat sudah dilaksana-
| kan sesuai dengan Permentan No.
45/Permentan OT.140/8/2011 tgi
23 Agustus 20i | tentang Tata
Hubungan Kerja Antar Lembag
Teknis, Penelitian dan Pengembang-
an dan Penyuluhan dalam mendu -
kung Program Peningkatan Produksi
Beras Nasional {(P2BN)

(Apabila Sudah atau belum berikan
alasan H_‘;'a)
Apabila Program P2BN sudah dilak-
sanakan di kabupaten Ktw, Barat
Apakah kendala — kendala yang di-
hadapi dalam melaksanakan program
P2BN dilihat dari sisi :
a.keragaman orilaku sasaran
b.Kejelasan dan konsistensi tujuan
¢.ketepatan alokasi sumberdana
d.keterpaduan hieraki dalam dan
diantara lembaga pelaksana
e.Apakah ada dukungan pubhk?

LS
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t.Apakah kondisi sosial ckonoiii

masyarakat dan tehnologi men-

dukung program P2BN?

Bagaimana komitmen pejabat/

Pemerintah terhadap Program

P2BN?

Bagaimanakah pandangan anda

terhadap Program Ketahanan

'i)aarh’!ﬂ r‘nnfnl\ Aar Brﬂnvam DITRT

vang ada di Kab. Ktw. Barat?

Dalam pelaksanaan program

ketahanan pangan daerah

Apakah pemerintah daerah sudah

cukup memadai dalam mengalokasi-

sumberdaya baik dana, personil

maupun wak(u?

-

Dalam meljaksanakan program

Ketahanan Pangan Daerah dan

Program P2BN _apakah sudah dilaku-

kan koordinasi baik antar Pusat,

Propinsi, Kabupaten, kecamatan

dan Desa ? (apabila YA) berapa
kali dalam 1 (satu) Tahun koordinasi

dilaksanakan dan apa hasi!

k’l“\ft‘lﬂﬂk‘l !'i-‘fkl-‘nul

R A s atwe —a o

a.Antara pusat dengan propinsi

b.Anlura pusat dg Kabupaten

c.Antara Kabupaien dan Kec.

r‘ 101-'; I(n nmutup dan nnbn

LRI 1 gLl 1A

c. Antara I)csa dan masyarakat

Dalam melaksanakan program

| o s TR L e e
l\{'id[lgﬂldll ra I&-'d'll (!d!l i_‘!'\vlgrl'::ul!

P2BN diantara ketiga lembaga

Teknis yaitu Distanak, KPZKP dan

™nTrn

DL dded[l 'Sl.l(.'ldll dud Kt?lt:l"{)ﬂdl.lﬂ[l

Program (apabila SUDAH) berikan

Alasannya

.\C)

Apakah Tugas — tugas yang dibeban

| . e O R
hail uaua ]lldblllg — HladiliE uuﬁa.u:n

sudah terperinci secara tepat ?

10.

Apakah ada tuntutan dari Pusat =~

kCWd:]lball yidilg hatus ulJamumnl

oleh daerah dalam menjalankan
Program?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tugas Akhir Program sMagicier (TAFM)



-k
.

Apakah Saudaia mcniahaini

_,_....
ja—n

maksud dan tujuan dari Program

Ketahanan Pangan Daerah dan

1 Program P2BN ?

[y
r2

w

""13 d nna}nl’onnn

Program apakah saudara me-

ngetahui tugas — tugas saudara
secara rinci 7

N

llalalll mic 1.!
arm}mh sudah

1

3.

{Apabila ADA) sebutkan manfaat

yang didapat masyarakat dari

Program tersebut .

—
N

Sebagai Tim Pelaksana P2RN TK.

melaksanakan hal — hal berikut :

! K abupaten annl\ah Saudara sudah

MAeawerds .mn.“." rdor oo d
'l'l\dilwlllll lbl SA4LE ¥ lll\.«ubuvvu

Penerapan Tehnologi di lokasi
PZ2I3N

1. b, NV B SR . I e
v.Menudatanjuti Matoik Program

P2BN Propinsi

c.Apakah Laporan P2BN sudah di

Sain yang ficds

A Adanviania merancang i-m..-a;in
L rvaTivie [,u\uu 4an mernnes 11 Uk

untuk display dan uji adaptasi serta

merekomendasikan penggunaan

benih vanelas unggul spesitik
.okasi

e Menagawal Pen

ranan TF‘}'II“IF\L’\GI
o= b s

Spcbulk jukast dan kalender tanam

B

T4 e Y neiinnn
i. iumgm.u narasuhioe: p\: atiiiaii

ST PTT

Pemandu | Lapang >l i

g. Menyebarluaskan, publikasi,

bahan cetakan dan elektronik

untuk bahan Penvuluhan.
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Menidentitikasi masalah dain micin-

hmkan saran pemecahan masaish

~ dalam penerapan tehno logl

| i.Menyampaikan tehnologi tepat
oy medaln B

maten penyulul

17 | Untuk melaksanakan program

Kelalunan pangan dacran dan

r} tr
I TOEIam P2EN faltor — faktor

apa saja vang menghambat pelaksa-
naan program tersebut (sebutkan) ]

18.

Program P2BN faktor - iakmr apa

i i b'ajﬁ )’d.lls lllCllUUlUlls buhbcb“)"d H
pelaksanaan program tersebut 7 i '
(sebutkan)

Pangkaian Bun,........0 2004

[ [P Ty S
INASANEHERENCT/ AT BN AT
{ )
LR AR LA H
A a
LEL.

Tuqgas Akhir Program Maoicher (TAPM}
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Fada Frogram

otawaringin Barat

Penelily Survair/NiM. D18733364

b — 3T _ Y ORNST_____ - -

H ﬂll"gdl.’ nat: vwawalivara
i No., erianyaan Jawaban ;
t
E 1 { Rapaimanakah Kehiiakan Ketahanan ]
= T ~ - e 7
i Pangan Daerah d1 Kabupalen
| T mtbmzcrmstsn et Flanne 0
: Ainawat i para
ll r/‘ H ll: i IIII-‘I”II}II'K it : HEpEE )
12, I AT O o LT i

Ketahanan Pangan Daerah apakah

{ r1u51dj‘ﬂ Pei Illlch.dtdf Piroduksi i
| Beras Nussional (P2BN) di Kb,

| dﬂaksana—
kan sesuai dengan Permentan No. |

45/Permentan. OT.140/8/2011 128
{ i "\"1 A

S

Heras Nasional (PZBN)
G‘\I}ﬂ‘viiu Sudah atau belum benkan ;o

s

i | program PZBN diithat dari sisi : j
: [ wilnlmy Arn i

ﬂ !LLI.GECU.&R.CUJ puxun.u :uar_ua.u
b.Kejelasan dan konsistensi tujuan
c Ketenatan alakasi sumherdana

d. ke.erpaduan hieraki daiam dan

Tunas Aknir Fronram kMagisier (1A RRM)

.y
bt
=t
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masyarakat dan tehnologt men-

duloome progt:amlP’lBN?

Bagaimana komitmen pejubat/

o YU SRUUEE SR T SRR o YO
resnerintan {Srnaaan Frosoan
- SRR e § ittt ~ st

P2BIN 7

Bagaimanakah pandangan anda

ieritadup Program Ketaltanan

| pangan Daerah dan Program P2BN

yang ada di Kab. Ktw. Barat?

Dalam pelaksanaan program

ketahanan pangan daerah

apakah pemerintah daerah sudah

cukup memadai dalam mengalokasi-

sumberdaya baik dana, personil

maupun waktu?

Dalam melaksanakan program

Ketahanan Pangan Daerah dan

Program P2BN apakah sudah
dilaku-

kan koordinasi baik antar Pusat,

Propinsi, Kabupaten, kecamatan

dan Desa ? (apabila YA) berapa

kali dalam 1 (satu) Tahun
koordinasi

dilaksanakan dan apa hasil

koordinasi tersebut

a.Antara pusat dengan propinsi

b.Antara pusat dg Kabupaten

c.Antara Kabupaten dan Kec.

d.Antara Kecamatan dan Desa

e. Antara Desa dan masyarakat

Dalam melaksanakan program

Ketahanan Pangan dan program

P2BN diantara ketiga lembaga

Teknis yaitu Distanak, KP2ZKP dan

BPTP apakah sudah ada keterpaduan

Program (apabila SUDAH) berikan

alasannya

Apakah Tugas - tugas yang dibeban

kan pada masing — masing instansi

sudah terperinci secara tepat ?

10.

Apakah ada tuntutan dari Pusat

kewajiban yang harus dijalankan

oleh daerah dalam menjalankan

Program?
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il

Apakah Saudara memahami

maksud dan tujuan dari Program

Ketahanan Pangan Daerah dan

Program P2BN ?

12.

Menurut Saudara apakah tujuan

dan sasaran program terscbut

jelas ?

13.

Sebagai bagian dart pelaksana

Program apakah saudara me-

ngetahui tugas — tugas saudara

secara rinci ?

14.

Dalam menjalankan program

apakah sudah ada SOP 7.

15.

Apakah ada manfaat dari Program

Ketahanan Pangan Daerah dan

Program P2BN bagi masyarakat

(Apabila ADA) sebutkan manfaat

yang didapat masyarakat dari

Program tersebut .

16.

Apakah Saudara sudah menectapkan

SUDAH/BELUM (coret salah Satu
yang tidak sesuai)

sasaran areal luas tanam

17.

Apakah saudara sudah mengkoor-

SUDAH/BELUM (coret salah Satu
yang tidak sesuai)

Dinasikan pengawasan peredaran

Benih, pupuk, pestisida dan

Alsintan Tk. Kecamatan.

18.

Apakah saudara sudah menggerak-

SUDAH/BELUM (coret salah Satu
yang tidak sesuai)

an penanaman padi pada lokasi

sentra produksi padi Tk. Kec.

19.

Apakah saudara sudah menghitung

SUDAH/BELUM (coret salah Satu
yang tidak sesuai)

Luas areal panen padi

20.

Apakah saudara melakukan pen-

SUDAH/BELUM (coret salah Satu
yang tidak sesuai)

dampingan kepada mantri statistik

dalam perhitungan hasil perhektar.

21.

Apakah saudara merencanakan

SUDAH/BELUM (coret salah Satu
yang tidak sesuai)

kegiatan pendampingan penerapan

Tehnologi spesifik lokasi dan kalen-

der tanam

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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22,

Apakah saudara menyusun progra-

SUDAH/BELUM (coret salah Satu
yang tidak sesuai)

ma penyuluhan kecamatan untuk

mendukung pencapaian target

Produksi padi

Apakah saudara sudah menyebar-

SUDAH/BELUM (corct salah Satu
yang tidak sesuai)

luaskan informasi tehnologi spesifik

Lokast yang sudah
direkomendasikan

oleh peneliti pendamping.

24,

Apakah saudara melakukan penga-

SUDAH/BELUM (coret salah Satn
yang tidak sesuai)

wasan kepada penyuluh pendam-

ping

25.

Apakah saudara menyediakan dan

menyebarkan luaskan informasi

Agribisnis Tk. Kecamatan

26.

Apakah saudara sudah melaksana-

kan sistem LAKU dalam rangka

peningkatan kapasitas penyuluh

dan petani.

27.

Apakah saudara sudah melaksana-

kan demplot, demarea dan SLPTT

sebagai unit pembelajaran petani

dalam rangka peningkatan produksi

padi

28.

Apakah saudara sudah melaksana-

kan forum penyuluhan tingkat desa

dan temu lapang antara petani,

penyuluh dan peneliti pendamping

Tingkat kecamatan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Form.6. Kades.
Pedoman Wawancara Penelitian

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program
Peningkatan
Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan
Asal Instansi
Peneliti : Suryati/NIM. 018788364
Tanggal/Hari Wawancara
No. Pertanyaan Jawaban
1. | Bagaimanakah Kebijakan Ketahanan
Pangan Daerah di Kabupaten
Kotawaringin Barat 7.
2. | Dalam mendukung kebijakan
Ketahanan Pangan Daerah apakah
Program Peningkatan Produksi
Beras Nassional (P2BN) di Kab.
Kotawaringin Barat sudah dilaksana-

kan sesuai dengan Permentan No.
45/Permentan.OT.140/8/2011 tgl
23 Agustus 2011 tentang Tata
Hubungan Kerja Antar Lembaga
Teknis, Penelitian dan Pengembang-
an dan Penyuluhan dalam mendu -
kung Program Peningkatan Produksi
Beras Nasional (P2BN)
(Apabila Sudah atan belum berikan
alasannya)
3. | Apabila Program P2BN sudah dilak-
sanakan di kabupaten Ktw. Barat
apakah kendala — kendala yang di-
Hadapi dalam melaksanakan
program P2BN dilihat dari sisi :
a.kcragaman prilaku sasaran
b.Kejelasan dan konsistensi tujuan
c.Ketepatan alokasi sumberdana
d.Keterpaduan hieraki dalam dan
diantara lembaga pelaksana
¢.Apakah ada dukungan publik?

Tugas Akhir Program Magistes (TAPM) 159
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f. Apakah kondisi sosial ckonomi
masyarakat dan tehnologi men-
dukung program P2BN?

4. | Bagaimana komitmen pejabat/

Pemerintah terhadap Program

P2BN ?

5 | Bagaimanakah pandangan anda

terhadap Program Ketahanan

pangan Daerah dan Program P2BN
ang ada di Kab. Kiw. Barat?

6. | Dalam pelaksanaan program

ketahanan pangan daerah

apakah pemerintah daerah sudah

cukup memadai dalam mengalokasi-

sumberdaya baik dana, personil
maupun waktu?

7. | Dalam melaksanakan program

Ketahanan Pangan Daerah dan

Program P2BN apakah sudah

dilaku-

kan koordinasi baik antar Pusat,

Propinsi, Kabupaten, kecamatan

dan Desa ? (apabila YA) berapa

kali dalam 1 (satu) Tahun koordinasi

dilaksanakan dan apa hasil
koordinasi tersebut

a.Antara Kabupaten dan Kec.

b.Antara Kecamatan dan Desa

¢. Antara Desa dan masyarakat

8. | Apakah ada tuntutan dari Pusat

kewajiban yang harus dijalankan

oleh dacrah dalam menjalankan

Program?

9. | Apakah Saudara memahami

maksud dan tujuan dari Program

Ketahanan Pangan Daerah dan

Program P2BN ?

10. | Menurut Saudara apakah tujuan

dan sasaran program tersebut

jelas ?

11. | Sebagai bagian dari pelaksana

Program apakah saudara me-

ngetahui tugas — tugas saudara

secara rinci ?

12. | Dalam menjalankan program

apakah sudah ada SOP 7.

Tugas Aldvir Program Magister (TAPM) 160
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13.

Apakah ada manfaat dari Program

Ketahanan Pangan Dacrah dan

Program P2BN bagi masyarakat

(Apabila ADA) sebutkan manfaat

yang didapat masyarakat dari

Program tersebut .

14.

Apakah saudara sudah memfasilitasi

pelaksanaan musyawarah/rembung

Desa antara penyuluh, petani dan

Kepala UPTD Pertanian kecamatan

dalam rangka penyiapan
CP/CL,RDK/

RDKXK Tk. Desa/Kel

15.

Apakah saudara sudah menggerakan

Masyarakat untuk melakukan peme-

liharaan jaringan irigasi dan penga-

turan penggunaan air inigasi Tk Ds.

16.

Apakah Saudara sudah menggerakan

Masyarakat desa dalam pengendali-

an OPT

17.

Apakah saudara sudah memfasilitasi

penumbuhan pos penyuluhan

Tingkat desa/kelurahan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Form. 7. Penyuluh
Pedoman Wawancara Penelitian

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program
Peningkatan
Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan
Asal Instansi
Peneliti :  Suryati/NIM. 018788364
Tanggal/Hari Wawancara
No. Pertanyaan Jawaban
1. | Apakan saudara mengetahui

kebijakan ketahanan pangan

daerah di Kabupaten Kotawaringin

Barat ?.

(Apabila mengetahui mohon dapat

Di jelaskan)
2. | Apakah P2BN ada dukungan

publik?
3. | Bagaimanakah pandangan anda

terhadap Program Ketahanan

pangan Daerah dan Program P2BN

yang ada di Kab. Ktw. Barat?

4. ( Dalam pelaksanaan program
ketahanan pangan daerah
apakah pemerintah daerah sudah
cukup memadai dalam
mengalokasi-

sumberdaya baik dana, personil
maupun waktu?

5. | Dalam melaksanakan program
Ketahanan Pangan Daerah dan
Program P2BN apakah sudah
dilaku-

kan koordinasi baik antar Pusat,
Propinsi, Kabupaten, kecamatan

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 182
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dan Desa ? (apabila YA) berapa
kali dalam 1 (satu) Talun
koordinasi

dilaksanakan dan apa hasil
koordinasi tersebut

a.Antara Kabupaten dan Kec.
b.Antara Kecamatan dan Desa

c. Antara Desa dan masyarakat

6. | Menunit Saudara apakah tujuan
dan sasaran program tersebut
jelas?

7. | Sebagai bagian dari pelaksana
Program apakah saudara me-
ngetahui tugas — tugas saudara
secara rinci ?

8. | Dalam menjalankan program
apakah sudah ada SOP 2.

9. { Apakah ada manfaat dari Program
Ketahanan Pangan Daerah dan
Program P2BN bagi masyarakat
(Apabila ADA) sebutkan manfaat
yang didapat masyarakat dari
Program tersebut .

10. | Apakah saudara sudah
mendampingi

Petani dalam penyusunan
RDK/RDKK

11. | Apakah saudara sudah melakukan
Bimbingan penerapan tehnologi
Spesifik lokasi sesuai dengan pola
Tanam dan pola usaha tani

12. | Apakah saudara sudah
memfasilitasi

Petani dalam rangka mengakses
Sarana produksi, permodalan dan
Informasi pasar

14. | Apakah saudara sudah melakukan
Umpan balik penerapan tehnologi
Spesifik lokasi yang dibutuhkan
Petani untuk disalurkan kepada
Peneliti pendamping.

15. | Apakah saudara sudah melaksana-
kan rembung desa di posluhtan
dalam rangka menyelesaikan per-
masalahan yang dihadapi petani
pada sentra produksi padi.

16. | Apakah saudara sudah

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 163
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memfasilitasi

Petani untuk menumbuhkembang-
kan kelembagaan petani dan kelem-
bagaan ekonomi petani.

17. | Dalam melaksanan program keta-
hanan pangan daerah dan program
P2BN faktor — faktor apa saja yang
Dapat menghambat pelaksanaan
program tersebut (Sebutkan)

18. | Dalam melaksanan program keta-
hanan pangan daerah dan program
P2BN faktor — faktor apa saja yang
Dapat mendorong pelaksanaan
program tersebut (Sebutkan)

Pangkalan Bun,.............. 2014
Narasumber/Informan
(U )
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Form.8. Petani
Pedoman Wawancara Penelitian

Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah (Study Pada Program
Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Kotawaringin Barat

Informan
Asal Instansi
Peneliti : Suryati/NIM. 018788364

Tanggal/Hari Wawancara

No. Pertanyaan Jawaban
1. { Bagaimanakah Kebijakan Ketahanan
Pangan Daerah di Kabupaten
Kotawaringin Barat ?,

2. | Apakah saudara sebagai petani
Mendukung program ketahanan
Pangan daerah terutama program P2BN
3. | Apakah kondisi sosial ekonomi
masyarakat dan tehnologi men-
dukung program P2BN?

4. | Bagaimana komitmen pejabat/
Pemerintah terhadap Program

P2BN ?

5 | Bagaimanakah pandangan anda
terhadap Program Ketahanan

‘| pangan Daerah dan Program P2BN
yang ada di Kab. Ktw. Barat?

6. | Dalam pelaksanaan program
ketahanan pangan daerah

apakah pemerintah daerah sudah
cukup memadai dalam mengalokasi-
sumberdaya baik dana, personii
maupun waktu?

7. | Dalam melaksanakan program
Ketahanan Pangan Daerah dan
Program P2BN apakah sudah dilaku-
kan koordinasi baik antar kabupaten,
dan Desa ? (apabila YA) berapa

kali dalam 1 (satu) Tahun koordinasi
dilaksanakan dan apa hasil
koordinasi tersebut

.Antara Desa dan masyarakat
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Dalam melaksanakan program

Ketahanan Pangan dan program

P2BN diantara ketiga lembaga

Teknis yaitu Distanak, KP2KP dan

BPTP apakah sudah ada keterpaduan

Program (apabila SUDAH) berikan

Alasannya

Apakah Tugas — tugas yang dibeban

kan pada masing — masing instansi

sudah terperinci secara tepat ?

10.

Apakah Saudara memahami

maksud dan tujuan dari Program

Ketahanan Pangan Daerah dan

Program P2BN ?

11.

Menurut Saudara apakah tujuan

dan sasaran program tersebut

jelas ?

12,

Sebagai bagian dari pelaksana

Program apakah saudara me-

ngetahui tugas — tugas saudara

secara rinci ?

14.

Dalam menjalankan program

apakah sudah ada SOP 7.

15.

Apakah ada manfaat dari Program

Ketahanan Pangan Daerah dan

Program P2BN bagi masyarakat

(Apabila ADA) sebutkan manfaat

yang didapat masyarakat dari

Program tersebut .

Dalam melaksanan program keta-

hanan pangan daerah dan program

P2BN faktor — faktor apa saja yang

Dapat menghambat pelaksanaan

program tersebut (Sebutkan)

Dalam melaksanran program keta-

hanan pangan daerah dan program

P2BN faktor — faktor apa saja yang

Dapat mendorong pelaksanaan

program tersebut (Sebutkan)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Lampiran 2
Transkrip Wawancara

A. ldentitas Responden

1. Nama : Ir. H. Abmad Yadi

2. Pekerjaan/Jabatan : Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Instasi/I.embaga  : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kotawaringin Barat.

4. Tanggal Wawancara: 4 Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No Pertanyaan/Jawaban

1. | Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah di
Kabupaten Kobar ?

Terkait dengan kebijakan ketahanan pangan daerah pada tahun 2016 nanti
minimal 70 % dari kebutmuban daerah mampu dipenubi dari produksi
daerah, saat ini 45 % sudah bisa dipenuhi sudah barang tentu kegiatan
intensifikasi, ekstensifikasi perluasan areal termasuk juga kegiatan
bagaimana mempertahankan {ahan {ahan supaya tidak alih fungsi tentu
tetap kita lakukan.

2. | Bagaimana Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten
Kotawaringin Barat ?

Sebagaimana yang saya sampaikan dimana pada tahun 2016 nanti
minimal 70 % dan kebutuhan beras bisa dipenuhi dari produksi daerah
sendiri pemerintah juga fokus dalam kaitan memdukung kegiatan itu
karena itu maka semua instansi yang terkait masalah pengembangan
pertanian tanaman pangan khususnya padi ini tentu harapan kita semua
saling mendukung ada kebersamaan ada sinkronisasi ada harmonisasi ada
sinergi kegiatannya kaitannya dengan itu terutama masalah penyediaan
air dari dinas PU, Penyuluhan dari KP2KP dan penelitian dengan
lembaga BPTP.

2 | Dalam memenuhi kebutuhan beras daerah kebijakan apa yang telah
dilaksanakan di kabupaten Kotawaringin Barat ?.
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Dalam rangka memenuhi kebutuhan beras di kabupaten Kotawaringin
Barat Kebijakan yang telah dilaksanakan salah satunya adalah P2BN
dan ini sudah ada permentan 45 tentang tata Hubungan kerja antar
lembaga teknis Penyuluhan dan penelitian dan pengembangan dalam
rangka mendukung P2BN memang dalam implementasinya belum
optimal betul kita sadar betu! dukungan penyuluhan yang sangat
dibutuhkan dalam kaitan pembangunan pertanian khususnya dalam
peningkatan sdm dan penguatan kelembagan petani termasuk penerapan
teknologi di tingkat lapangan.

3 | Menurut Bapak Bagaimana peran ketiga lembaga tersebut dalam program
P2BN ?

Terkait dengan kegiatan P2BN ini masalah hubungan antara lembaga
terkait seperti yang diatur oleh permentan perlu lebih disinkronkan
diharmoniskan schingga antar lembaga yang satu dengan yang lain saling
mendukung, karena bagaimanpun dalam membangun pertanian tidak
mungkin dinas pertanian bekerja sendiri perlu dukungan dari semua
stakeholder mulai dari bulu sampai hilirnya memang dukungan
pemerintah daerah terkait P2BN cukup besar kita bisa lihat dari kegiatan —
kegiatan termasuk alokasi anggaran yang tersedia P2BN.

4 | Bagaimana menurut bapak keterpaduan antar lembaga terkait.

Keterkaitan masalah keterpaduan antar lembaga terkait dengan masalah
p2bn distanak punya program kemudian tehnologinya ada teman — teman
dari BPTP dalam membina mengerakan petani menerapkan tehnologi
termasuk sarana penyuluhan pendampingan /pengawalan dilaksanakan
teman teman dari Kp2KP dan sudah ada SK nya. Adanya penunjukan
terhadap penyuluh dan penyuluh yang mendampingi di tingkat lapangan
hanya memang kita akui karena penyuluh sekarang tidak bertempat di
desa jadi yang masih kita rasakan masih kurang/tidak efektif.

5 | Bagaimana Dukungan masyarakat terhadap program P2BN ?

Dalam Pengembangan P2BN di Kotawaringin Barat kita lihat dari
peningkatan produksi padi kita cukup signifikan dari tahun ketahun ya ini
sudah barang tentu ya dukungan semua pihak diperiukan.

6. | Kalau Menurut bapak bagaimana komitmen dan konsistensi program
P2BN ?

]
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Dalam membangun sesuatu perlu ada komitmen bersama termasuk harus
konsisten terhadap komitmen itu tujuan itu bagaimana meningkatkan
produkst pertantan khususnya diberas ini namum tidak bisa sekaligus
meningkatkan pendapatan petani, ketepatan alokasi sumber dana
keterkaitan p2bn seperti yang kita rasakan bahwa dukungan belum bisa
optimat karena bantuan hanya berupa benik, kemudian sekolal fapaag,
sebetulnya kita kita ingin berhasil dengan baik pada saat kondist
masyarakat kita yang serba terbatas kemampuannya termasuk
permodalan dan akses untuk mendapatkan modal seyognyanya bisa
dibantu secara penuh pada tahap awal berikutnya mungkin bisa dibantu
seperlunya.

Komitmen pejabat semua pejabat di kobar mendukung program ini
bahwa komitmen kita ingin bahwa sasaran yang telah kita sepakati dalam
renstra bisa tercapai di tahun 2016 minimal 70 % tadi.

7. | Bagaimana Dukungan Antar lembaga teknis dalam P2BN ?

Kebijakan P2BN semua daerah mendukung, keterkaitan dengan P2BN ini
sudah ada permentan 45 tentang tata Hubungan kerja antar lembaga
teknis  Penyuluhan dan penelitian memang dalam implementasinya
belum optimal betul kita sadar betul dukungan penyuluban yang sangat
dibutubkan dalam kaitan pembangunan pertanian khususnya dalam
peningkatan sdm dan penguatan kelembagan petani termasuk penerapan
teknologi di tingkat lapangan.

8. | Terkait dengan masalah prilaku masyarakat bagaimana kebijakan P2BN
dilaksanakan ?

Masalah prilaku erat kaitannya dengan masalah sdm yang ada di lapangan
yang menyangkut pelaku utama dalam pembangunan pertanian itu sendiri
dalon kailan dengan pembinazan bimbingan, penyulvhan sangia
diperlukan kita sadari betul bahwa masyarakat kita sifatnya tradisional
kemudian pksnya, pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, masih sangat
rendah termassuk masalah kelembagaannya masih befum bisa berfungsi
dengan baik. Ini semua tentu perlu lebih kita tingkatkan lagi karena
bagaimanapun aspek sumberdaya manusia inilah yang menentukan
dalam melaksanakan pembangunan hampir di semua sektor termasuk
dibidang pertanian.

9. | Lalu bagaimana pak dukungan publik terhadap kebijakan ketahanan
Pangan dacrah?

Keterkaitan dengan dukungan publik saya kira semua respon cukup
positif cukup baik karena masyarakat sangat berharap bahwa suatu saat
kita bisa swasembada kita ingin bahwa masyarakat yang sebagaian besar
adalah petani dan petani miskin akan terangkat taraf kehidupannya,
terangkat martabatnya ini yang kita inginkan. Kemudian dukungan publik
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baik dari media masa lsm dan lain sebagainya lebih intens dalam kaitan
membeck up masalah ini ini termasuk menyoroti masalah p2bn ini.

10. | Menurut bapak Apakah kondisi sosial ekonomi mendukung kebijakan ?

sebenarnya adalah tehnologi yang spesifik lokasi yang cocok untuk lokasi
itu sendiri dan ini ditemukan pada kegiatan sekolah lapang jadi tehnologi
yang bisa diterapkan olch petani setempat bersumber dari alam dan
manusia setempat.

11, | Apakah ada hieraki hubungan antara pusat, propinsi sampai ke desa?.

Terkait dengan hubungan antar lembaga antar kahupaten kemudian tadi
.kapupaten dengan propinsi dengan pusat yang sclama ini kadang kadang
terjadi mis komunikast seringkali benih datang tidak tepat waktu,
kadsngkals kuslitasnya belum schagaimans yang kite harspkan, yang
kita liat makanya terakhir ini ada mekanisme yang berubah dimana
benih tidak diberikan secara Cuma ~ Cuma tetapi benih diberikan secara
subsidi dan ini pertu proses mulai tingkat apangan mulai penyusunarn
RUK/RDKK perlu proses lebih panjang ini kita berharap bisa diperbaiki
kedepan schingga kebutuhan sarana produksi khususnya benih bisa tepat
waktu di tingkat lapangan karena kita tahu bahwa tanaman pangan
khususnya padi bersifat musiman tidak setiap saat bisa kita tanaman
karena memang kondisi pengairan masih sangat terbatas.

12. | Bagaimana pak peran masing — masing stokeholder 2.

Kita harapkan kegiatan pendampingan sl /sekolah lapang laboratorium
lapang yang dilakukan secara rutin di tingkat lapangan dalam jangka
waktu tertentu mulai dari awal persiapan sampai panen bisa dilakukan
dan didampingi sekaligus oleh teman teman penyuluh.

13, | Kalau pembagian tugas antara stoke holder bagaimana ? apakah sudah
ada?

Dalam pembagian tugas masing masing harus jelas siapa melakukan apa

sudah ada dalam pelaksanaan nya kadang — kadang masih belum bisa

sebagaimana yang kita harapkan. SOP dan lain sebaginya saya kira

sudab Jengkap petunjuk/pedoman juknis sudah ada.

14. | Kegiatan P2BN manfaat apa yang dapat diperoleh masyarakat?

Kegiatan P2BN ada manfaatnya bagi masyarakat termasuk bagi daerah

kenapa dukungan pemerimab pusat juga cukup besar makanya kita juga

terbantu, kita bisa melihat bahwa dengan adanya bantuan - bantuan yang

diberikan sebagai stimulan merangsang memotivasi masyarakat untuk

bisa Iebih bersemangat untuk melasanakan kegiatan peningkatan produksi

khususnya padi.
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15. | Faktor — Faktor kendala apa yang mempengaruhi kebijakan tersebut ?

Faktor kendala adalah petaninya sendiri yang kita akui bahwa petani kita
sdmnya masih lemah, kemampuan ekonominya masih Iemah,
kelembagaanya masih lemah. Pengairan masih sangat terbatas jaringan
yang sudsh dibangun juga belum berfungsi dengan baik, lokasinya
terpencar pencar, kualitas lahan yang cukup rendah, kondisi — kondisi
yang seperti itu kalau kita lihat masyarakatnya petaninya kondisi
alamnya infrastruktur masih sangat terbatas, itulah kondisi yang kita
hadapi betapa luasnya wilayah maka harus kita lakukan kegiatan kegiatan
yang bisa mendorong ini semua seperti bantuan — bantuan stimulan, ada
perbaikan sarana prasarana ada kegiatan pendampingan pengawalan ada
kegiatan penyuluhan dan ini kita lakukan ada kegiatan pengkajian
bersama — sama oleh BPTP dalam menemukan tehnologi yang spesifik
lokasi yang mudah diterapkan oleh masyarakat setempat ini yang kita
lakukan dan banyak lagi pada inti faktor yang menghambat ini kalau kita
mengatasi bersama sama secara perlahan akan bisa teratasi . kalau bicara
masalah hambatan sangat kompleklah kalau dipertanian tetapi itulah
tugas kita bersama kalau tidak ada masalah dibidang pertanian dalam
produksi beras tidak perlu ada p2bn.

16, | Untuk faktor pendorong, faktor — faktor apa saja yang dapat
mempengaruhi kebijakan tersebut 7

Fator pendorong yang sangat utama adalah kita punya potensi
sumberdaya alam, yang kedua beras ini makanan pokok setiap orang
memerlukannya setiap waktu memerlukannya dan kebutuhan yang tidak
bisa ditunda — tunda yang merupakan kebutuhan hak azasi seseorang.
Yang kita coba lakukan hanya memang yang dirasakan oleh masyarakat
kita bahwa bertani padi merupakan komoditas yang kurang begitu
menguntungkan karena nilai jualnya termasuk rendah sementara nilai
harga beras tidak terlalu signifikan naik sementara harga harga sarana
produksi sangat melambung.sehingga cost biaya itu tidak seiring dengan
naiknya pendapatan petani /pengahasilan kita . memang kita akui ada
beberapa lokasi yang terjadi alih fungsi lahan kenapa karena memang ada
persaingan antar komoditas sangat terjadi ditingkat lapangan dan
komoditas  tertentu  lebih  menguntungkan  daripada  padi.
Hanya karena memang tanaman padi ini makanan pokok yang utama ini
yang membuat bertahan untuk menanam padi .disamping juga fasilitasi
vang disiapkan oleh pemerintah ini yang mendorong mereka
memanfaatkan lahan untuk menanam padi dan ini sangat dibutuhkan
/sangat diperfukanoleh masyarakat kita.

Hanya karena memang tanaman padi ini makanan pokok yang utama ini
yang membuat bertahan untuk menanam padi .disamping juga fasilitasi
yang disiapkan oleh pemerintah ini yang mendorong mereka
memanfaatkan lahan untuk menanam padi dan ini sangat dibutuhkan
/sangat diperlukanoleh masyarakat kita.
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Transkrip Wawancara
A. Identitas Responden
1. Nama : Ir. Abed Nego, M.Si
2. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan

Pangan
3. Instasi/Lembaga  : Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
4. Tanggal Wawancara: 7 Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No Pertanyaan/Jawaban

1. | Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah di
Kabupaten Kobar ?

Dasar dari Kebijakan Ketahanan Pangan daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat adalah Kebijakan Umum Ketahanan Pangean yang menjadi acuan
common flat form bagi para stakeholder mulai dari instansi pemerintah,
sektor swasta, BUMN, Perguruan Tunggi, Petani, Nelayan, industri
pengolahan, perdagangan, penyedia jasa lain dan masyarakat umum dalam
perannya dan upayanya untuk memberikan berkontribusi yang optimal
untuk mewujudkan ketahanan pangan, sehingga yang kedua pemerintah
membuat acuan dasar bagi lembaga pemerintah dan pemerintah daerah
untuk membangun sinergi, integritas, dan koordinasi sehingga paling tidak
kedua lembaga lebih saling mengiformasikan kegiatan yang dilaksanakan
secara tranparan, akuntable efektif dalam rangka mewujudkan
goodgovernance (pemerintahan yang baik) secara masimal dalam
mendukung tujuan ketahanan pangan.

Yang menjadi dasar kebijakan ada banyak landasan hukum UU. 7 diganti
UU 18 tahun 2012, PP 68 2002 tentang ketahanan pangan yang mengatur
yang isinya mencakup empat aspek ketersedian Pangan, cadangan pangan,
penganekaraman pangan, pencegahan dan penangulangan masalah - masalah
pangan, keempat aspek ini bagaimana memproses supaya empat aspek ya
sebagaian yang tadi ada P2BN ada PP 22 ada perpres no 68 untuk
percepatan penganeka ragaman pangan ada buku kebijakan umum ketahanan
pangan, sejuta hektar,

Renja, RPJM, Rencana Kerja, Permentan 45 bagaimana kita bekerja tetapi
menurut saya ada yang kurang pas, ada sistem ini yang kebijakan
pemerintah ini masih belum mengena antara pelaku, yang menurut saya
belum - belum berjalan dengan baik, karena mereka hanya menyuruh
menerapkan kita di daerah hanya disuruh menerapkan ini tho aturannya, ini
loh aturanya tetapi pelaku (petani) tidak kita pikirkan nasibnya pendapatan
tidak pernah dipikirkan pendapatan dibawah UMR, menanam padi resiko
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tinggi tapi setelah gagal tidak diperhatikan sehingga dia beralih, ngapain
mungkin menanam padi hanya pilihan terakhir saja sehingga yang tua — tua
yang mengambil faktanya.

2. | Bagaimana koordinasi antar stakeholder dalam kebijakan ketahanan Pangan
?

Dalam kebijakan ketahanan pangan baru tiga lembaga yang saling
koordinasi yaitu peternakan dengan pertanian dan penyuluhan, belum
dengan lembaga yang lain, dinas perikanan seperti apa makanya wadah yang
dibentuk Dewan ketahanan pangan yang dipimpin langsung oleh bupati
belurn serius memikirkan kebijakan ketahanan pangan, pernahkah bupati
memimpin, pernahkah bupati mengundang dinas instasi terkait dinas
perkebunan, dinas perdagangan dinas yang lain untuk duduk bersama dalam
satu wadah supaya kita membangun ketahanan pangan . artinya komitmen
dan pemahanan pemerintah daerah rendah.

2 [ Menurut bapak bagaimana peran lembaga — lembaga teknis dalam kebijakan
ketahanan pangan di kabupaten Kotawaringin Barat ?.

Dikebijakan ketahanan pangan, akibat kebijakan ini ada kebijakan kebijakan
yang sudah dibuat dalam uu seperti subsidi, resi gudang tidak berjalan,
petani hanya diperankan sebagai obyek yang diperas aja itu, tidak
diperankan  sebagai subyek setelah dia rugi, kedua komoditas yang
serahkan/diambil oleh petani padi mempunyai nilai harapan rendah dengan
resiko tinggi, resiko gagal bencana alam serangan HPT, apa yang lain punya
peran untuk menangani itu, tidak pernah mendapat perhatian bagaimana
yang lain ada BPTP, tidak pernah melakukan pengkajian artinya peran
semuanya ( ketiga lembaga), lemah, tidak ada evaluasi kebijakan/program
secara berkelanjutan, Peran masing masing lembaga sangat lemah.

3 | Menurut Bapak bagaimana keterkaitan dengan kebijakan ketahanan pangan
dari sisi ketersediaan melalui Program P2BN ?

Program P2BN kurang tepat dengan kondisi daecrah karena program
digeneralisir dari pusat. Kurangnya sinergi antar lembaga, koordinasi kurang
antar pelaksana. Dari sisi penganekaragaman pangan masih baru slogan,
kalau pun ada sangat kecil, baru dalam bentuk model.

4 | Bagaimana menurut bapak keterpaduan antar lembaga terkait.

Dari kebijakan P2BN, dinas sudah merencanakan 70 % dari kebutuhan
tercukupi dart produksi sendiri, scharusnya masing — masing lembaga
menerapkan tugas masing — masing, seperti BPTP bagaimana tehnologinya,
kemudian tugas penyuluhan yang menyampaikan tehnologi akan tetapi
walaupun sudah disampaikan maukah petani menerapkan kebijakan tersebut,
karena nilai harapan rendah, Sasaran kurang respon karena membangun ifu
take and give dimana antara pengambil kebijakan dan pelaku sasaran tidak
saling menguntungkan maka sasaran kurang respon. Sehingga penerapan
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kebijakan tidak periu dipaksakan. Karena dacrah hanya menjalankan
program dari pusat tetapi pemerintah tidak pernah memikirkan kesejahteraan
petani, seharusnya ada subsidi produksi untuk menjamin petani dapat
sejahtera.sehingga program ini merupakan program pemiskinan.agar
kebijakan ini bisa berhasil maka setiap daerah yang mempunyai protensi
adakah sarana dan prasarana sebagai misal bendungan , tetapi untuk ktw.
Barat irigrasi yang dibuat PU bisa tidak bisa dimanfaatkan, artinya
keterpaduan atar lembaga kurang. Karena daerah hanya menerima program
dari pusat tetapi intinya bagaimana mensejahterakan petani tidak pernah
dipikirkan.

5 | Bagaimana koordinasi antar lembaga dalam program P2BN ?

Koordinasi , integritas mulai dari pusat sampai ke daerah sangat lemah.
Kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung, budaya menanam padi
masih ada akan tetapi apabila petani menjalankan kebijakan p2bn kebutuhan
dasar mereka tidak tercukupi. Iklim juga bisa menghambat, daya tarik
budidaya padi rendah karena nilai harapan rendah schingga petani padi
seluruh indonesia tetap miskin dan jumlah petani semakin berkurang. Karena
sarana prasarana kita yang kurang mendukung. Kebijakan ketahanan pangan
merupakan , aturan /payung hukum lengkap tetapi pelaksanaannya tidak
mudah karena nilai harapannya rendah.faktor yang bisa mendorong adalah
nilai harapan.Dalam Pengembangan P2BN di Kotawaringin Barat kita lihat
dari peningkatan produksi padi kita cukup signifikan dari tahun ketahun ya
ini sudah barang tentu ya dukungan semua pihak diperlukan.
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Transkrip Wawancara

A.Identitas Responden
1. Nama : Ir. M. Bahriwan
2. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa
3. Instasi/Lembaga  : Kantor Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No Pertanyaan/Jawaban

1. | Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah di Kabupaten
Kobar ?

Kalau setahu saya pemerintah sebenarnya punya komitmen untuk
meningkatkan ketahanan pangan namun, disatu sisi pemerintah punya
komitmen namun dalam perjalanannya masih belum berjalan secara optimai.
pemerintah kurang serius kalau memang serius kenapa tidak dimaksimalkan
yang ada ini dulu tidak perlu membuka lahan baru.

2. | Bagaimana prilaku masyarakat terhadap kebijakan ketahanan Pangan ?

Dari segi masyarakat prilaku masyarakat di desa rungun menanggapi program
ketahanan pangan sangat positif, artinya mereka berkeiginan bahwa
walaupun sekarang belum bisa optimal namun kedepan suatu saat bisa
swasembada. Dan kedepan mereka juga mememikirkan kedepan juga ada
cadangan lahan untuk tanaman pangan mereka juga berupaya bagaimana
menjadikan lahan sawah.

3. | Menurut Bapak bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam kebijakan
ketahanan pangan?.

Komitmen pejabat ada tetapi tingkat keseriusannya kurang, kalau memang
serius tidak perlu membuka lahan baru lebih baik memaksimalkan potensi —
potensi yang ada sampai dimana tingkat keberhasilannya, sehingga petani
dapat berharap dari penghasilan budidaya padi . kalau memang pemerintah
itu serius jangan petani disurush memimjam uang ke bank seperti KUT,
sebaiknya uangnya diserahkan kepada petani walaupun dengan jaminan atau
perjanjian, jangan sampai petani dibebani dengan program ini kalau memang
petani tidak punya modal ya dikasih modal. Kalau seperti desa rungun kalau
hanya disediakan bank sementara jarak desa untuk mengakses permodalan di
bank terlalet jauh dan memakan biaya ya petani tidak mampu untuk
melaksanakan itu. karena budidaya padi tidak menjanjikan karena resiko
sangat besar dan sarana yang disediakan pemerintah masih sangat minim
hanya berupa benih dan kadang kadang hanya pupuk seadanya.
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4. | Menurut bapak bagaimana konsistensi dan keterpaduan program dari
kebijakan ini ?

Kosistensi dan kejelasan dari tujuan kebijakan masih diragukan disatu sisi
punya komitmen cuma disisi lain sekarang aja baru berjalan dan berjalan aja
lambat. Dan bisa kita lihat lahan — lahan yang sudah dibuka belum bisa
dimaksimalkan itulah yang menunjukan bahwa Keterpaduan antara lembaga,
sebetulnya program ketiga lembaga sudah ada namun dalam pelaksanaannya
masth sulit karena yang ada baru sarana prasarana walaupun belum sempurna
seharusnya dari pihak penyuluhan bisa memberikan pendampingan kepada
petani bagaimana memanfaatkan lahan tersebut dan dari pihak BPTP bisa
menciptakan tehnologi bagaimana lahan tersebut bisa optimal.

5. | Bagaimana menurut bapak dengan adanya program P2BN ?

Program itu datangnya dari pusat pada awalnya serius dibicarakan tetapi
sekarang kurang dibicarakan, apabila program tersebut terus dibicarakan
paling tidak petani terus berupaya untuk meningkatkan usaha dalam
peningkatan produksi beras tersebut. Seharusnya kebijakan pemerintah tetap
menjadi prioritas bagaimana bisa surplus beras kalau dana anggarannya tidak
pemah dipikirkan. Kalau memang serius banyak dana dari dinas pertanian
yang masuk ke desa untuk membangun pertanian terutama untuk
meningkatkan produksi beras itu sendiri. Alokasi dana kurang artinya
pemerintah punya komitmen tetapi hanya setengah setengah, mungkin juga
ada pengaruh politik kali, kalau peningkatan produksi beras surplus kan tidak
perlu impor.

6. | Didalam P2BN ada tiga lembaga yang terkait langsung yaitu dinas,
penyuluhan dan penelitian bagaimana peran ketiga lembaga tersebut ?

Tugas masing masing pelaksana memang sudah ada namun tingkat keseriusan
pemerintah memang kurang jadi bagaimana kita bisa menjalankan tugas
tersebut kalau pemerintah sendiri tidak serius seharusnya ada peningkatan
jumlah anggaran yang dikucurkan agar pelaksana bisa menjalankan tugasnya.
Apabila program pemerintah itu betul betul dijalankan dengan serius saya
yakin manfaat besar akan dirasakan oleh masyarakat. Dimana tidak semua
masyarakat punya kebun kalau pemerintah serius sehingga akan memberikan
peluang bagi masayarakat untuk berusaha dalam budidaya padi jadi
masyarakat yang tidak punya penghasilan dari kebun akan mendapatkan
penghasilan dari pertanian.

7. | Menurut Bapak apa kendala yang mempengaruhi kebijakan Peningkatan
Produksi beras kurang berhasil 2.
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Kendala utama adalah karena ketidakseriusan pemerintah dalam program ini
karena sebenamya masyarakat sudah terbiasa dalam bertani namun kita
kesulitan bagaimana menyadarkan masyarakat benar benar menjadi petani
kalau dari hasil ini tidak menjanjikan. Sebagai contoh masyarakat mempunyai
lahan segini dapat meemberikan jaminan hidup. Ditambah lagi dengan
permodalan petani yang terbatas schingga bertanam padi kadang dipupuk
kadang tidak schingga usaha tani padi hanya menjadi sampingan bukan
scbagai mata pencaharian pokok. Petani hanya berpikir mennaman padi agar
bagaimana memenuhi kecukupan pangan untuk keluarga dalam setabun,
bukan untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Schingga
petanipun tidak serius dalam usaha dibidang padi.

8. | Faktor — faktor apa yang dapat mendorong keberhasilan kebijakan ketahanan
pangan terutama dari sisi ketersediaan dalam program P2BN ?

Untuk mendorong keberhasilan dalam kebijakan peningkatan produksi beras
karena potensi di Kotawaringin Barat cukup tinggal bagaimana pemerintah
bisa memaksimalkan program program tersebut. Kalau memang bisa
maksimal petani yang selama ini tidak tergiur dalam budidaya padi akan
tergiur untuk berusaha tani padi.

9. | Bagaimana peran kepala desa terhadap peningkatan produksi beras pak?.

Sebetulnya dari sisi pasar masih banyak peluang. Desa tidak pernah
memfasilitasi petani untuk rembug dan lain sebagainya akan tetapi desa hanya
di undang pada saat petani/poktan mengadakan pertemuan dan disitulah kita
bisa menyampaikan apa yang harus kita perbuat.
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Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden

1. Nama : Yan Arifin

2. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa
3. Instasi/Lembaga  : Kantor Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No

Pertanyaan/Jawaban

1.

Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah di Kabupaten Kobar ?

Menurut pendapat kami bahwa ketahanan pangan di kotawaringin barat ini sudah
cukup baik tinggal bagaimana koordinasi secara keseluruhan sehingga sasaran lebih
tepat. Dimana kendala kita disini adalah curah hujan kadang berlebihan.

Keterkaitan dengan ketahanan pangan bagaimana penerapan Program P2BN ?

Untuk program P2BN perlu pengembangan dilapangan karena dilapangan yang
dihadapi oleh petani adalah kondisi alam kondisi lahan yang marjinal sehingga perlu
ada bimbingan yang serius dan bidang teknologi dan penyuluhan.

Dalam Program P2BN ada tiga lembaga yang berperan bagaimana menurut bapak
peran ketiga lembaga tersebut ?.

Peran ketiga komponen ini sebenarnya sudah bagus tinggal bagimana kita mengatasi
benturan dengan musim yang tidak menentu sehinngga sulit untuk menyesuaikan
dengan musim.

Menurut Bapak bagaimana tanggapan masyarakat dengan kebijakan ketahanan
pangan?.

Sebetulnya masyarakat semangat sekali mereka berharap seperti dijawa minimal
mereka tida perlu memebeli beras syukur - syukur mereka bisa memneri kontribusi
kepada daerah kotawaringin barat dalam penyediaan beras.

Apa kendala — kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan P2BN ?

Prilaku masyarakat dalam menerapkan program sebenarnya tidak sulit karena rata -
rata pendukduk nata i raya berasal dari jawa yang sudah terbiasa bertani yang menjadi
kendala adalah musim sedangkan irigasi kita yang kurang maksimal schingga pada
saat hujan kebanjiran dan pada saat kemarau kekeringan tidak bisa diatur
pengairannya.dari tujuan sebetulnya jelas aja hanya kendala terpaku di musim aja.
Peningkatan produksi beras ini bisa menjadi program.
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Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden

1. Nama : Warjoko

2. Pekenjaan/labatan : Kepala Desa
3. Instasi/Lembaga  : Kantor Desa Berambai Makmur Kecamatan

Pangkalan Banteng

4. Tanggal Wawancara: Maret 2014
B. Hasil Wawancara

No

Pertanyaan/Jawaban

1.

Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah dalam program
P2BN di Kabupaten Kobar ?

Program P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat memang sudah dicanangkan
dengan adanya pembentukan Tim Pelaksana dari Tingkat Kabupaten sampai ke
desa dan sudah pernah melakukan rakor P2BN pada tahap awalnya namun
hingga saat ini tidak ada tindak lanjut pembinaan program P2BN.

Apa kegiatan — kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam program P2BN untuk
mendukung Ketahanan Pangan Daerah ?.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan yang pertama pembukaan lahan itu , sarana
dan prasarana irigasi sudah pendukungnya sudah sebetulnya pengadaan bibit
sudah hanya kendala penyakit yang belum bisa diatasi karena peran popt tidak
maksimal dan tidak jalan. Sedangkan pembinaan dari penyuluh masih kurang,
petani sangat berharap selalu ada pembinaan terus menerus, sehingga program
harus berkelanjutan.

Keterkaitan dengan ketahanan pangan bagaimana seharusnya penerapan Program
P2BN ?

Program P2BN scharusnya begitu dicanangkan terus dilakukan pembinaan,
pengawasan maka tingkat keberhasilan tinggi dari pada dicanangkan kemudian
ditinggalkan atau dipantau lewat HP kan sekarang modelnya begitu sehingga
program ini tidak jalan, sebenarnya komunikasi HP ini sangat menolong tetapi
ketidakhadiran petugas membuat masyarakat lengah terhadap pelaksanaan
program. Sedangkan kehadiran penyuluh tidak rutin setiap hari oleh karena itu
desa sudah menyiapkan lahan untuk lokasi balai penyuluhan desa sehingga
kedepan diharapkan kehadiran penyuluh bisa rutin artinya siap untuk
menyediakan fasilitas untuk menunjang program penyuluhan, apabila penyuluh
berada di tempat maka petani mudah untuk mengakses tehmologi tidak perlu
harus ke kecamatan atau ke kabupaten.
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4. | Apa kendala - kendala yang di hadapi dalam meningkatkan Produksi beras?.

Untuk berambai makmur kendala utama adalah pada pasca panen yang kurang
maksimal sehingga hasil dari berambai makmur kurang diminati konsumen
karena kualitas berasnya rendah, sehingga dalam berusaha tani padi petani
berambai makmur hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak
berorientasi pada skala bisnis/usaha sehingga apabila sekali tanam diperkirakan
sudah mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam setahun ya sudah tidak mau
menanam lagi di musim berikutnya sehingga mereka nyantai nyatai saja rata —
rata mereka seperti itu pemikirannya, apabila hasil produksi mereka bisa masuk
ke pasar dan petani sudah mengenyam pasar saya kira petani lebih termotivasi,
sementara ini yang bisa membeli hasil padi dari berambai makmur hanya orang —
orang kecamatan.

5. | Bagaimana Mekanisme Kerja Tim Pelaksana P2BN ?

Mekanisme kerja Program P2BN yang berjenjang mulai dari Kabupaten
kecamatan dan desa sangat terlalu jauh sedangkan apabila salah satu unsur
tersebut kurang aktif sebagai misal kecamatan tidak fokus tidak pernah memberi
motivasi ya petani kurang semangat. Dari masing masing sebetulnya sudah ada
tugasnya masing — masing tetapi apbila ini tidak jalan ya masak kades yang harus
hendel semua. Artinya pembagian tugas yang sudah dibuat tidak dilaksanakan
sepenuhnya apabila hal itu dilaksanakan saya yakin tingkat keberhasilan akan
lebih tinggi dalam mendukung ketahanan pangan, kami berharap pada tahun
2015 /2016 berambai makmur bisa meningkatkan produksi karena sudah ada
tambahan lahan baru yang sudah dibuka oleh dinas, fasilitas sarana prasarana
memang sudah cukup namun masih ada kekurangan disana sini terutama pada
lahan sawah yang baru.

6. | Menurut Bapak apakah kondisi ekonomi masyarakat dapat mendukung Program
P2BN?

Sedangkan kondisi ekonomi masyarakat sangat mendukung karena disamping
berusaha tani padi rata — rata masyarakat berusaha juga di bidang perkebunan
dan saat ini sudah mengasilkan sehingga kebutuhan — kebutuhan yang lain bisa
tercukupi dari hasil perkebunan dan kedepan masyarakat lebih fokus dalam
berusaha tani padi.

7. | Terkait dengan pelaksanaan P2BN bapak sebagai anggota tim apakah tugas —
tugas tim sudah dirinci ?

Dengan adanya program P2bn yang sudah dirinci tugas — tugasnya yang pada
akhirnya tugas tersebut tertumpu pada petani kan muaranya tugas tersebut ada
pada petani dan kucinya pada petani, faktor pendukung adalah petani, potensi
maksimal. Biarpun sarana baru 50 % tersedia tinggal tingkat pemikiran petani
untuk mensiasati alam karena rata rata sawah disini tadah hujan.
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Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden

}. Nama : Yatno

2. Pekerjaan/Jabatan : Ketua KTNA
3. Instasi/Lembaga : KTNA Kecamatan Pangkalan Banteng
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No

Pertanyaan/Jawaban

1.

Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah dalam
program P2BN di Kabupaten Kobar ?

Program P2BN dikecamatan Pangkalan banteng kalau hanya dilaksanakan
SL sebetulnya kurang masimal karena kendala yang utama adalah
bagaimana petani mengatasi hama penyakit. Karena umur padi tidak terlalu
panjang sehingga harus ada tindakan yang cepat untuk mengatasi hal
tersebut, schingga kehadiran pengamat hama sangat diperlukan untuk
membina petani dalam mengatasi hama penyakit tersebut.
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Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden

2

1. Nama : Sadilan
. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Kelompok Tani

3. Instasi/Lembaga  : Kelompok Tani Desa Berambai Makmur Kec.

Pangkalan Banteng

4. Tanggal Wawancara: Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No

Pertanyaan/Jawaban

i.

Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah dalam
program P2BN di Kabupaten Kobar ?

Kalau program P2BN saya tidak mengerti, tetapi kalau SLPTT saya tahu
karena tidak pernah ada penjelasan tentang Program P2BN, hanya ada
penjelasan bahwa kita menanam padi untuk mendukung produksi beras
untuk kotawaringin barat.

Apa kegiatan — kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam program P2BN
untuk mendukung Ketahanan Pangan Daerah ?.

Program Ketahanan pangan khususnya produksi beras ada manfaatnya
karena manusia yang dipertukan adalah pangan hal ini sangat dirasakan oleh
petani karena karena dengan adanya program ini petani dapat bantuan sarana
produksi sehingga petani tidak perlu membeli beras bahkan menjual beras,
kehadiran tehnologi sangat dirasakan oleh petani, sehingga program ini
sangat dirasakan oleh petani.
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Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden
1. Nama : Soprapti
2. Pekerjaan/Jabatan : Penyuluh Pertanian Lapangan
3. Instasi/Lembaga  : PPL Desa Bumiharjo Kec. Kumai
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No Pertanyaan/Jawaban
1. } Menurut ibu sebagai penyuluh apa yang ibu ketahui tentang kebijakan
Ketahanan Pangan daerah dalam program P2BN di Kabupaten Kobar ?

Saya tidak /kurang mengetahui masalah kebijakan ketahanan pangan daerah
kabupaten kotawaringin barat, yang saya tahu adalah program P2BN dimana

program tersebut sangat mendapat dukungan publik terutama petani
diwilayah desa pangkalan satu .

2. | Bagaimana pelaksanaan program P2BN untuk mendukung Ketahanan
Pangan Daerah ?.

Menurut saya program P2BN dalam pelaksanaannya pemerintah kurang
mengalokasikan sumberdaya baik dana maupun personil.

3. | Sebagai anggota tim Pelaksana P2BN apakah ibu tahun tugas — tugas ibu
dan bagaimana ibu melaksanakan tugas tersebut ?.

Dalam pelaksanaan program P2BN tugas — tugas suda terinci seperti yang
sudah tertuang dalam SK Bupati tentang P2BN namun belum ada SOP
sebagai pegangan bagi penyuluh. Tugas Penyuluh sebagai anggota tim
pelaksana P2BN yang ada dilapangan tugas — tugas yang diberikan baru
sebagaian yang sudah dilaksanakan misal dalam hal penyusunan
RUK/RDKK namun dalam hal bimbingan tehnologi spesifix lokasi,
memfasilitasi petani dalam hal mengakses sarana produksi, permodalan dan
informasi pasar serta pelaksanaan rembug desa belum dilaksanakan.

4. | Apakendala — kendala yang di hadapi dalam meningkatkan Produksi beras?.

Hal hal yang menghambat pelaksanaan program adalah bahwa dalam
penyediaan sarana produksi tidak tepat waktu sehingga akan menghambat
pelaksanaan program.
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Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden
1. Nama : Jumarno, SPKP
2. Pekerjaan/Jabatan : Penyuluh Pertanian Lapangan
3. Instasi/Lembaga  : PPL Desa Pangkalan Satu Kec. Kumai
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No Pertanyaan/Jawaban

1. | Menurut bapak sebagai penyuluh apa yang bapak ketahui tentang
kebijakan Ketahanan di Kabupaten Kobar ?

Dalam Kebijakan ketahanan pangan daerah, kami sebagai penyuluh saya
mengtahui program tersebut dengan digulirkannya beberapa program
antara lain SLPTT Padi, SRI, Pencetakan sawah, optimasi dan lain — lain.

2. | Bagaimana pelaksanaan program P2BN untuk mendukung Ketahanan
Pangan Daerah ?.

Dalam mendukung ketahanan pangan daerah bahwa program P2BN
merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat
Kabuppaten Kotawaringin Barat maupun secara nasional namun dalam
pelaksanaan program pemda masih kurang optimal dalam alokasi dana,
wakytu personil.

3. | Sebagai anggota tim Pelaksana P2BN apakah saudara tahu tujuan dari
Program P2BN 2.

Sedangkan tujuan dari program tersebut sudah jelas yaitu untuk
mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan secara nasional
namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
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Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden
1. Nama : Tulus Widodo, SPKP
2. Pekerjaan/Jabatan : Koordinator BPP/Mantri Tani
3. Instasi/Lembaga . Balai Penyuluhan Pertanian K ecamatan Pangkalan
Lada
4. Tanggal Wawancara: Maret 2014

B. Hasil Wawancara

No Pertanyaan/Jawaban

1. | Menurut bapak sebagai penyuluh apa yang bapak ketahui tentang
kebijakan Ketahanan di Kabupaten Kobar ?

Sedangkan diantara ketiga lembaga tersebut dalam pelaksanaan program
dalam aplikasinya belum maksimal baik dart segi alokasi sumber dana
waktu maupun personil. ada sinkronisasi antar lembaga terkait serta secara
ekonomi masyarakat kurang mendukung,

2. | Bagaimana pelaksanaan program P2BN untuk mendukung Ketahanan
Pangan Daerah ?.

3. | Sebagai anggota tim Pelaksana P2BN apakah saudara tahu tujuan dari
Program P2BN ?.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 185

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKR! Pdf

Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden ,
1. Nama : Rinda Rumpel, SPKP
2. Pekerjaan/Jabatan : Koordinator BPP/Mantri Tam
3. Instasi/Lembaga  : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pangkalan
Banteng
4. Tanggal Wawancara: 17 April 2014

B. Hasil Wawancara

No Pertanyaan/Jawaban
1. | Menurut bapak bagaimana kebijakan Ketahanan di Kabupaten Kobar ?

Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
dimana Pemerintah membuat kebijakan dibidang pembagunan pertanian
untuk mendukung program P2BN, Pemerintah membuat rencana pencapaian
produksi padi melalui pencrapan tehnologi spesifik lokasi, pemerintah
memberi peluang untuk mengembangkan program P2BN, pemerintah
memberi arah pembangunan pertanian secara luas dengan mencetak sawah
baru untuk mendukung program P2BN, Pemeintah memberikan biaya dalam
mewujudkan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. | Dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan daerah apakah program
P2BN sudah dilaksanakan sesuai dengan Permentan 45 tentang tata
hubungan kerja antar lembaga teknis dalam mendukung P2BN?.

Pihak Dinas dengan BPTP juga bekerjasama dalam memberikan bimbingan
kepada dinas didaerah agar usaha tani padi sawah dapat berkembang sesuai
tehnologi sekarang, Dinas Pertanian dan Peternakan Kebaupaten
Kotawaringin Barat juga bekerjasama dalam mendampingi Program P2BN
melalui petugas penyuluh di lapangan untuk mensukseskan program P2BN
secara berkesinambungan.

3. | Program P2BN sudah dilaksanakan di kabupaten Kotawaringin Barat Apa
kendala — kendala yang dihadapi dalam pelaksaan program ?.

Kendala kendala yang dihadapi yaitu : (!) petani masih kurang respon
dalam melaksanakan kegiatan usaha tani padi sawah karena budayanya
masih sangat tradisional. Petani masih kurang tertarik terhadap usaha tani
padi sawah karena usaha tani perkebunan lebih menjanjikan dibanding padi
sawah.

4. | Menurut Bapak apakah Program P2BN tujuan sudah jelas dan konsisten?
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Kejelasan dan konsistensi tujuan petani masih kurang respon terhadap usaha
tani padi sawah karena kelapa sawit dan karet sangat menguntungkan petani.
Dana untuk usaha tani padi sawah sangat besar dikarenakan sarana produksi
sangat mahal dan agak sulit diperoleh di tingkat petani.

5. | Kalau Hieraki dan keterpaduan dalam dan antar lembaga pelaksana menurut
bapak bagaimana?.

Keterpaduan antara lembaga pelakasana masih kurang sinkron untuk
membangun sektor pertanian khususnya padi karena di lapangan pencetakan
sawah baru masih jauh dan apa yang diharapkan petani untuk diolah agar
siap tanam.

6. | Apakah ada dukungan publik terhadap program P2BN ?

Dukungan publik masih sangat kurang karena petani sudah bisa menghitung
untung ruginya dalam berusaha tani padi dan membandingkan dengan usaha
yang lain. Kondisi sosial ekonomi masyarakat kurang mendukung program
karena pendidikan petani masih rendah dan karena berusaha tani padi kurang
menguntungkan karena masih jauh dari sasaran. daeri berusaha tani padi
sangat rendah sedangkan tehnologi speifik lokasi masih sulit diterapakan .

7. | Menurut Bapak Apakah kondisi sosial ekonomi dan tehnologi masyarakat
dapat mendukung program P2ZBN?

Di Kecamatan Pangkalan Banteng ini karena masyarakat sudah mempunyai
penghasilan Jain terutama dar kebun maka, masyarakat mau bertanam padi
namun kalau hanya mengandalkan tanam padi tidak dapat menjamin
kebutuhan hidup karena bertani padi resiko tinggi dan harga di tekan oieh
pemerintah sehingga bertani padi sangat tidak menguntungkan, sedangkan
tehnologi yang dikuasai petani sangat rendah.

8. | Kalau komitmen pejabat dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan
P2BN Bagaimana Pak ?

Komitmen pejabat terhadap program ketahanan pangan maupun program
P2BN masih sangat rendah dan belum dilaksanakan sampai tingkat bawah
sehingga ketepatan alokasi waktu dana masih jauh dari sasaran.

9. | Menurut pandangan anda terhadap program ketahanan pangan daerah dan
P2BN di Kabupaten Kotawaringin Barat bagaiman ?.
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Menurut saya ketahanan pangan di kabupaten kotawaringin barat masth jauh
dari apa yang diharapkan petani karena pencetakan sawah masih setengah
setengah, sehingga petani masih harus banyak mengeluarkan biaya agar
sawah yang sudah dicetak bisa ditanami secara optimal. Saluran irigasi
yang sudah dibuat banyak yang tidak dapat dipergunakan  akibat
pembuatannya yang tidak sesuai dengan teknis pengairan schingga lahan
menjadi mengalami kekeringan.

10. | Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan daerah dan P2BN apakah
pemerintah dacrah sudah cukup memadai dalam mengalokasikan
sumberdaya baik dana, personil maupun waktu?.

Pemerintah daerah masih kurang mendukung dana personil dan waktu
untuk mendukung program P2BN. Koordinasi antara lembaga sudah
dilakukan .

11. | Apakah tujuan dan sasaran program sudah jelas ?
Tujuan dan sasaran dari program tersebut kurang jelas dan tugas — tugas
yang diberikan kepada kami tidak /belum semua kami jalankan seperti
melakukan pendampingan kepada mantri statistic

12. | Menurut anda apakah Program Ketahanan Pangan dan P2BN ada
manfaatnya bagi masyarakat ?.

Manfaat dari program ketahanan pangan daerah dan P2BN masih dianggap
sangat kurang, karena berusaha tani padi kurang menguntungkan dibanding
dengan usaha tani kebun terutama kelapa sawit sehingga sangat sedikit
petani yang berusaha tani padi.
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Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden
1. Nama : Syahrian
5. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan
6. Instasi/Lembaga  : KTNA. Kabupaten Kotawaringin Barat
7. Tanggal Wawancara: Aprl 2014

B. Hasil Wawancara

No Pertanyaan/Jawaban

1. { Menurut Bapak bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan daerah di
Kabupaten Kobar ?

Program - Ketahanan Pangan Daerah walaupun pemerintah sudah
melaksanakan namun tidak bisa mencapai seperti yang diharapkan karena
ada beberapa kendala terutama kebiasaan masyarakat yang dimanja oleh
alamdan masih banyak alternatif pekerjaan lain, selain itu kondisi alam
terutama struktur tanah sangat tidak mendukung. Kalau program ketahanan

pangan terutama P2BN memang sudah dicanangkan tinggal bagaimana
masyarakat yang menyambutnya sebagai pelaksana di lapangan.

2. | Selain kendala alam dalam program peningkatan produksi beras kendala —
kendala apa yang menyebabkan Kabupaten Kotawaringin Barat belum
mampu menyediakan kebutuhan beras dari produksi sendiri terutama dari
sisi pelaksana program?.Bagiamana komitmen pemerintah?.

Mungkin begini ada strategi yang belakangan ini mencuat seperti belum
optimalnya penyediaan lahan yang merupakan kawasan pengembangan padi
sehingga tidak saling berebut antar komoditas. Selain itu strategi pemerintah
yang banyak membuka lahan namun tidak maksimal dan tidak kontinyu.
Seharusnya dalam meluncurkan program harus sampai jadi dan terintegrasi
baru mengembangkan yang lain.

3. | Menurut Bapak bagaimana peran ketiga lembaga pendukung P2BN dalam
mendukung kebijakan ketahanan pangan?.

Peran ketiga lembaga memang sudah jalan namum belum maksimal salah
satunya peran penyuluh walaupun tidak semuanya banyak penyuluh yang
kapasitasnya rendah karena penyuluh tidak dibekali sarana dan prasarana,
mereka Kerja seperti dukun aja. Contobnya ketika mau mengetahni PH tanah
hanya dengan kira- kira. Jadi kemapuan penyuluh kalau untuk mencapai
swasembada sangat berat. Oleh karena itu perlu dititik beratkan dalam
meningkatkan kemampuan tehnologi. Apalagi peran BPTP sangat kecil
sekali dan tidak dirasakan oleh masyarakat.
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4. | Menurut bapak bagaimana prilaku sasaran masyarakat terhadap Program
P2BN ini pak.?

Begini bu kita membangun pertanian ini berarti tidak hanya menyediakan
sarana dan prasarana tetapi membangun manusianya juga, dari sisi ini
pemerintah agak lemah keterkaitanya dengan sosialisasi, penyuluhan agak
kurang, sarana belajar petani sangat minim sebagai contoh kalau di pulau
jawa ada saung tani scbagai tempat pertemuan dan belajar para petani, kalau
kita disini tidak ada. Ibu bisa cek hampir setiap desa tidak ada sarana tersebut
kecuali di Kubu sudah mulai kita rintis P4S sebagai sarana belajar para
petani. Kalau kita hanya mengandalkan penyuluh tidak mungkin karena
kadang — kadang satu penyuluh ada yang merangkap beberapa desa. Artinya
dalam mencapai suatu program harus secara terintegrasi baik penyediaan
sarana prasarana maupun pembangunan manusianya.

5. | Dalam kebijakan ketahanan pangan apakah tujuan sudah jelas dan konsisten
pak?.

Tujuan kebijakan belum konsisten sebagai contoh program P2BN petani
disuruh menanam padi tetapi ilmu pengetahuan dan tehnologinya tidak
dibekali, kemudian nanti begitu dapat hasil banyak kita bingung mau jual
kemana pasar tidak tersedia ? . Yang Paling krusial menurut saya adalah
pasar,

6. | Menurut bapak bahwa pemerintah dalam mengalokasikan anggaran apakah
sudah tepat atau bagaimana ?

Menurut saya alokasi anggaran perlu ditingkatkan lagi karena sumber
anggaran masih minim.

7. | Sesuai dengan program P2BN menurut Bapak ada tidak kesinkronan antara
ketiga lembaga pendukung P2BN ?.

Ketiga lembaga belum sinkron, yang paling ada sedikit nyambung itu antara
Penyuluh dengan Dinas Pertanian, namun dengan BPTP belum ada sinkron
schagai contoh pengembangan tehnologi menjadi tugas BPTP yang
Menyampaikan ke masyarakat petani adalah penyuluh, kalau dari BPTP
tidak ada tehnologi jadi apa yang akan disampaikan oleh penyuluh.

8. | Kalau dukungan publik terhadap program ketahanan pangan dan P2BN
bagaimana ?

Begini bu, kendalanya hanya satu aja yaitu masalah pasar aja, kalau pasamya
jelas maka dukungan masyarakat akan bagus karena dengan adanya pasar
maka budidaya padi akan menjadi matapencaharian mereka. Kalau sekarang
dukungan masyarakat lemah karena mereka masih mencari alternatif lain.
Disamping sebagai bahan pokok masyarakat ini ada tambahan penghasilan
dari berusaha tani padi karena berusaha tani padi tidak bisa menjamin
kesejahteraan petani.
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5. | Bagaimana dengan Komitmen para pejabat pak 2.

Ya mungkin apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan propinsi juga
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten tetapt kalau ada yang mengatakan
di Kobar kurang komitmen ya semuanya kurang komitmen. Ya kalau
memang komitmen pemerintah itu kuat ya seharusnya kebijakan tersebut
dilaksanakan jangan hanya sepotong — sepotong, jadi masyarakat yang
berusaha tani padi bisa menganggantungkan hidupnya pada usaha tersebut.

10. | Menurut pandangan bapak kedepan seperti apa program P2BN ke depan ?

Dalam melaksanakan program scharusnya pemerintah fokus dan tuntas,
misalnya ketika sudah ditetapkan suatu kawasan menjadi kawasan pertanian
tanaman pangan maka pemerintah harus betul betul memperhatikan seperti
bagaimana tehnologinya, penyuluhannya, sarana prasarananya, kemudian
pasar juga harus disiapkan hal ini bukan berarti menghilangkan yang lain
tetapi perhatianperlu perhatian khusus. Kalau pasar itu ada sangat mustahil
orang tidak tertarik dengan budidaya padi, coba lihat seperti sawit karena
pasarnya jelas orang berbondong — bondong menanam sawit padahal harga
Cuma seribu rupiah per kilo, apalagi padi ini harganya jauh lebih tinggi
daripada sawit dan turunan dari padi sangat banyak sebetulnya sangat
menguntungkan.

11. | Bagaimana alokasi sumberdaya, personil dan anggaran untuk mendukung
Program P2BN?.

Kalau untuk khususnya kabupaten Kobar untuk sumberdaya saya kira
memadai saja namun untuk personil kurang, kemungkinan sumberdana juga
kurang.

12 | Manfaat Program P2BN bagi Masyarakat Bagaimana ?

Programnya dirasakan oleh masyarakat, cuma bila bicara maslah hasil tadi,
maka keinginan dia bertani padi haya untuk mencukupi dia makan aja, kalau
sudah lebih dia mikir ini mau kita jual kemana jadi sejak mulai tanam
mereka sudah mikir mau dijual kemana.

13. | Khusus untuk Petugas Penyuluh apabila didesa apakah mereka hanya
kunjungan atau mengadakan pertemuan dengan kelompok tani.

Paling hanya kunjungan aja, untuk transfer tehnologi saya kira tidak ada
kecuali ada program dari dinas. Itupun paling — paling Cuma satu kali. Kalau
yang sifatnya penyuluhan dengan mengumpulkan anggota kelompok tani itu
jarang dilakukan. Kedepan harapan kami penyuluh itu menetap di wilayah
binaannya sehingga lebih intensif melakukan pembinaan.

14. | Faktor Kendala - kedala apa yang menghambat ?
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Faktor tenis dan non teknis seperti semangat petani untuk menanam padi
yang rendah. Artinya program P2BN tidak tuntas dari hulu sampai hilir,
bagaimana tehnologinya, bagaimana penyuluhannya, bagaimana pelaku
usahanya, pasarnya dan lain- lain. Seharusnya Program dilaksanakan secara
komprehensip dengan melibatkan berbagai stakeholder dan inipun sulit.
Infrastruktur aja hanya 20 persen yang memadai.
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Transkrip Wawancara

A. Identitas Responden
}. Nama : Kambah
2. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Instasi/Lembaga  : KP2KP Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Tanggal Wawancara: April 2014

B. Hasil Wawancara

No Pertanyaan/Jawaban

1. | Menurut data yang saya dapat bahwa struktur organisasi yang menangani
Ketahanan Pangan tidak mampu menggerakkan organisasi. Bagaimana
memurut bapak ?

Begini antara beban tugas tidak imbang dengan institusi yang ada schingga
pelaksanaan program pincang, terutama SDM yang menangani kalau
dulunya ketahanan pangan ketika masih di Distanak yang menangani kan
eselon III dengan tiga seksi, namun setelah berdiri sendiri dengan status
kantor justru yang menangani malah turun ke eselon IV nah otomatis kalau
dulu yang menangani tiga seksi sekarang hanya satu seksi, betapa beratnya.
Dari sisi anggaran ada korelasi walaupun diberi anggaran banyak dengan
personil yang tidak memadai maka tidak bisa melaksanakan. Salah satunya
jalan agar ketahanan pangan bisa jalan ya harus dengan sarana dan prasarana
dan SDM yang mumpuni, jumlah personil terbatas dengan kapasitas rendah.
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PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45 /Pementan/OT, 140/8/2011

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA

ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN
DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS

NASIONAL (P2BN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

MENTERI PERTANIAN,

a. bahwa dalam rangka mencapai
swasembada beras, pemerintah
menetapkan Program Penihgkatan
Produksi Beras Nasional (P2BN);

b. bahwa Program P2BN, daiam
pelaksenaannya melibatkan
banyak instansi/unit kerja, halk di
Pusat maupun di Daerah;

¢. bahwa atas dasar hal tersebut
diatas dan untuk efektivitas
pelaksanaan tugas masing-masing
instansi/unit kerja dalam
mewujudkan sasaran  Program
P2BN yang telah ditetapkan,
dipandang perlu menetapkan tata
hubungan kerja antar kelembagaan
teknis, peneiitian dan
pengembangan, dan penyuluhan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Mengingat
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pertanian  dalam  mendukung
Program P2BN;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992
tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3478);

Undang-uhdang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negata (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembgran Negara Nomor
4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

Undang-uhdang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sisiem Perenicanaan
Pembangunan Nasional {Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomot 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421);

Undang-undang Nomer 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006
tentang Sistem Penyuiuhan Pertanlan,
Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 92,



10.

11.

Tambahan Lembaran Negara Nomor
4660);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembeagian Urusan
Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negarg
Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun
2002 tentang Pedoman Pelaltsanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4214) jo Keputusan
Presiden Nomar 72 Tahun 2004
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4418);

Keputusan Presiden Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembéntukan
Kabinet Indonesia Bersatu II;

Peraturan Presiden Notnor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukah dan
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 tahun
2009 tentang Kedudukan, Tugas,
Pungsi Kementerian Negara dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon [ Kementerian Negara;
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12, 1Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Permentan/QT.140/10/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
1279 /Kpts/OT.160/3/ 2011 tentang
Pembentukan Tim Pemantauan Dan
Pembinagn, Pelaksanaan Penihgkatan
Produksi Beras Nasional;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA
ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
DAN PENYULUHAN PERTANIAN
DALAM MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI HBERAS
NASIONAL (P2BN)

Pasal 1

Tata hubungan Kerja antar kelembagaan teknis, penelitian
dan pengembangan dan pertanlan dalam mendukung
peningkatan produksi beras nasional (P2BN} sgeperti
tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 2

Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan
tugas masging-masing instansi/unit kerja  daiam
mendukung program Peningkatan Produksi Beras
Nasional (P2BN).

Menetapkan



Pasal 3
Peraturan ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri
Pertanian inj diundangken dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 2011

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal

MENTER!I HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR
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BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2011 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45 /Permentan/OT.140/8/2011

TANGQGAL: 23 Agustus 2011

TATA HUBUNGAN KERJA
ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTAKIAN
DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS
NASIONAL (P2BN)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan
jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, setelah
hegara Cina, India, dan Amerika Serikat. Dengan
Jjumiah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke
tahun, maka ketahanan pangan nasional merupakan
suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan
stabilitas politik, ekonomi,sosial dan keamanan.,

Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, pada
tahun 2011 Kementerian Pertanian telah menetapkan
target produksi padi sebesar 70,60 juta ton GKG.
Sampai dengan tahun 2014 pertumbuhan produksi
padi ditargetkan meningkat sebesar 5,22% per tahun.

Instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai
target produksi tersebut adalah 1} perluasan
areal; 2) peningkatan produktivitas; dan 3) rekayasa
teknologi dan sosial. Perluasan areal dilakukan
melalui pencetakan sawah baru, optimalisasi lahan,
dan peningkatanh indeks pertanaman {IP). Peningkatan



produktivitas dilakukan melalui penggunaan varietas
unggul, pemupukan, pengendalian organisme
penggangu tumbuhan (POPT) dan teknologi pasca
panen. Rekayasa teknologi dan sosial dilakukan
melalui Demplot, Dem-Area dan SL-PTT.

Untuk meningkatkan sinergitag dan koordinasi dalam
rangka pelaksanaan peningkatan program P2BN,
perlu dibentuk Tim Pengendali di Tingkat Pusat, Tim
Pembina di Tingkat Provinsi, dan Tim Pelaksana di
Tingkat Kabupaten/Kota dah Kecamatan. Untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Tim
Pengendali, Tim Pembina dan Tim Pelaksana perlu
dirumuskan mekanisme dan tata hubungan kerja
antara kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian
dan pengembangan, dan kelembagaan penyuluhan
pertanian mulai dari tingkat pusat, provinsi,
kabupaten/kota dan kecamatan,

Maksud dan Tujuan

Mekanisme dan tata hubungan kerja ini dimaksudkan
untuk memberikan acuan bagi kelembeagaan teknis,
kelembagaan penelitian dan pengembangan, serta
kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat,
provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam
mendukung program P2BN.

Sedangkan penetapan mekanisme dan tata hubungan
kerja ini bertujuan untuk :

l.Meningkatkan koordinasi dan sinergitas Drogram
dan kegiatan antara Direktgrat Jenderal Tanatnan
Pangan dan Direktorat Jenderal Teknis Terkait,
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian di Tingkat Pusat;
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2.Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program
dan kegiatan antara Dinas Teknis Pertanian yang
membidangi Tanaman Pangan, Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian dan Kelembagaan Penyuluhan
di Tingkat Provinsi;

3.Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program
dan kegiatan antara Dinas Teknis Pertanian yang
membidangi Tanmanan Pangan, Peneliti
Pendamping dan Kelembagaan Penyuluhan di
Tingkat Kabupaten/Kota;

4.Meningkatkan kerjasama antara Kepala UPT/UPTD
Pertanian, petugas POPT dan Penyuluh di Tingkat
Kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan
saprotan, pengawalan teknologi, pengendalian
organisme pénggangu tumbuhan, dan penurunan
kehilangan hasil panen,

5.Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara
kelembagaan terkait di tingkat pusat dengan
kelembagaan  terksit di tingkat provinsi,
kabupaten/kota dan tingkat kecamatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang liﬁgkup mekanisme danh tata hubungan kerja

ini, meljputi:

l.Mekanisme dan tata hubungan kefja antara Tim
Pengendali dengan Tim Pembina.;

2.Mekanisme dan tata hubungan kerja antsara Tim
Pembina dengan Tim Pelaksana kab/kota;

3.Mekanisme dan tata hubungan kefja antara Tim
Pelaksana Kabupaten/kota dengan Tim Pelaksana
Kecamatan,



4. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Kepala
UPT/UPTD Pertanian, petugas POPT dan Penyuluh
di Tingkat Kecamatan,

5.Mekanisme dan tata hubungan kerja antara
kelembagaan terkait di tingkat pusat dengan
kelembagaan terkait di tingkat provinsi dan
kabupaten /kota,

D, PENGERTIAN

1.Program Peningkatan Produksi Beras Nasional
disingkat P2BN adalah program pemerintah dalam
rangka peningkatan produksi beras nasional,

2.Tata Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan
kerja yang mengatur terselenggaranya kerjasama
yang harmonis antar unit kerja sehingga
terhindarnya  tumpang tindih atau  tidak
tertanganinya suatu pekerjaan.

3.Kelembagaan Teknis adalah Direktorat Jenderal
lingkup Kementerian Pertanian, dan Dinas yang
membidangi Tanaman Pangan.

4. Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian adalah kelembagaan yang mehangani
fungsi penelitian dan pengembangan pertanian di
lingkungan Kementerian Pertanian, baik
kelembagaan Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis.

5.Kelembagaan Penyuluhan  Pertanian adalah
kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan
pertanian, baik instansi Pusat maupun Daerah,

BAB II
ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM P2BN
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Program P2BN dalam pelaksanaannya melibatkan banyak
instansi baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Oleh
karena itu untuk efektivitas pelaksanaan tugas,
Organisasi Penyelenggara P2BN dibagi menjadi organisasi
di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang terdiri dari :

a. Tingkat Pusat
b. Tingkat Propinsi

: Tim Pengendali P2BN
: Tim Pembina P2BN

c. Tingkat Kabupaten/Kota :Tim  Pelaksana  P2BN

d. Tingkat Kecamatan

Tingkat Kabupaten/Kota
: Tim Pelaksana P2BN
Tingkat Kecamatan

A. TIM PENGENDALI P2BN

10

Dalam rangka meningkatkan kgordinasi dan
sinergitas program dan kegiatan antara Direktorat
Jenderal Tanaman Pengan dan Direktorat Jenderal
Teknis Terkait, Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian serta Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian,
Menteri Pertanian membentuk Tim Pengendali untuk
mendukung program P2BN dengan susunan
organisasi sebagai berikut:

Penanggungjawab Menteri Pertanian

Ketua : Direktur Jenderal Tanaman
Pangan

Sekretaris : Direktur Budidaya Serealia

Anggota

1. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian

2. Kepala Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM
Pertanian

3. Direktur Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian



4. Direktur Jenderal P2ZHP
5. Kepala Badan Ketahanan
Pangan

Tim Pengendali mempunyai tugas utama :

1. Merumuskan program dan rencana kerja
peningkatan produksi padi tingkat nasional;

2, Merumuskan program dan rencana kerja
penelitian dan pengembangan;

3. Merumuskan program dan rencana kerja
penyuluhan pertanian;

4. Merumuskan program dan rencana kerja
fasilitasi prasarana dan sarana pertanian;

5. Metumuskan matrik program /kegiatan

peningkatan produksi padi tingkat nasional.
Dalam menyelenggarakan tugas utamanya
sebagaimana tersebut di atas, Tim Pengendali
dibantu oleh Sekretariat, yang betkedudukan di
Direktorat Budidaya Serealia, Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan. Susunan keanggotaan dalam
Sekretariat Tim Pengendali, terdiri dari :

Ketua : Direktur Budidaya Serealia

Anggota
1. Kepala Pusat Penelitian
dan Pengembangan
Tanaman Pangan

2. Kepala Pusat Penyuluhan
Pertanian

3. Kepala Pusat Pelatihan
Pertanian

11
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4. Direktur Pasca Panen

5. Direktur Pupuk dan
Pestisida

6. Direktur Perluasan dan
Pengelolaan Lahan

7. Direktur Pengelolaan Air

Irigasi

8. Direktur Perlindungan
Tanaman Pangan

9. Direktur Perbenihan

Tanaman Pangan
10. Kepala Balai Besar

Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi
Pertanian

Sekretariat Tim Pengendali mempunysi tugas :

1.

2.

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
Tim Pengendali;

Menyiapkan data indikatif dan definitif dalem
rangka perencanaan peningkatan produksi padi;
Membangun database yang terkait dengan
peningkatan produksi padi;

Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim
Pengendali Pusat;

Mendokumentasikan matrik program/kegiatan
peningkatan produksi padi;

Mengkompllasi dan mengolah laporan dari
provingi tentang pelaksanaan peningkatan
produksi padi;



7. Menyusun rencana dan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi bagi Tim Pengendali Pusat;

8. Menyiapkan laporan Tim Pehgendalj Pusat.

Sedangkan rincian tugas dari masing-masing Eselon
I terkait dalam pelaksanaan Program P2BN, sebagai
berikut:

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
mempunyal tugas :

a. Merumuskan, merencanakan dan
menetapkan target produksi padi tingkat
nasional;

b. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan
sarana produksi dan prasarana pertanian
untuk mencapeai target produksi padi tingkat
nasional;

c. Melakukan pengawasan dan menberikan
jaminan Kketersedisan benih berbantuan
sesuai prinsip 6 Tepat pada Sentra Produksi
Padi

d. Menetapkan sentra produksi padi
berdasarkan luas areal, luas tapam dan luas
panen;

e. Mengusulkan kebutuhan teknologi untuk
mendukung P2BN;

f. Mengusulkan kebutuban penyuluh pada
lokasi SL-PTT dan Sentra Produksi Padi

g. Merumuskan dan menetapkan calon
petani/calon lokasi SL-PTT yang dinsulkan
daerah;

13
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Mengusulkan kebutuhan anggaran khusus
eselon | dalam mendukung Program P2BN.

Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian mempunyai tugas:

Menyediakan rekomendasi teknologi spesifik
lokasi sesuai usulan Direktorat Jepderal
Tanaman Pangan,;

Menyediakan kalender dan pola tanam
menurut lokasi;

Menyediakan informasi dan teknologi
adaptasi terhadap perubahan iklim;

Menyediakan benih dasar dan
merekomendasikan varietas unggul baru
dalam spesifik lokalita;

Merumuskan dan merencanakan kebutuhan
tenaga peneliti dalam mendukung P2BN;

Menyediakan publikasi dan teknologi tepat
guna kepada Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian sebagai bahan
materi penyuluhan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian, mempunyai tugas:

a. Menyusun programa penyuluhan tingkat

nasional untuk mendukung pencapaian
target produksi padi yang ditetapkan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;



Menyusun dan menyebarluaskan informasi
teknologi tepat guna dan teknologi spesifik
lokasi yang direkomendasikan oleh Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

Merumuskan dan melaksanakan
penyuluhan melalui media cetak dah media
elektronik;

Meningkatkan kompetensi penyuluh melalui
pendidikan, pelatthan dan permagangan
dalam bidang teknis dan kewirausahaan
agribisnis padi;

Merumuskan dan merencanakan
kebutuhan tenaga penyuluh dan anggaran
penyuluhan dalam mendukung penihgkatan
produksi padi;

Memfasilitasi pemberian  penghargaan
kepada penyuluh dan petani berprestasi
yang berhasil dalam peningkatan produksi
padi tingkat nasional;

Merumuskan perencanaan penyelenggaraan
pelatihan pemandu lapang 1 (provinsi),
pemandu lapang 2 (kabupaten/kota), dan
pemandu lapang di unit SL-PTT.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian, mempunyai tugas:

a. Menysdiakan penambahan luas baku lahan

padi melalui cetak sawah dan
meningkatkan optimalisasi lahan;
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b. Menyediakan data iklim termasuk data
banjir dan kekeringan serta informasi
ketersediaan air;

¢. Meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi
melalui pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi (JITUT/JIDES), tata air
mikro (TAM), embung dan pompgnisasi
serta pembinaan perkumpulan petanij
pemakai air (P3A);

d. Memfasilitasi pengawasan dan jaminan
ketersediaan pupuk berbantuan dan
pestisida sesuai pringip 6 Tepat (jumlah,
waktu, dosis, harga, lokasi, dan mutu) pada
Sentra Produksi Padi;

e. Menyediakan sarana produksi pupuk
organik untuk rehabilitasi lnhan sawah;

f. Fasilitasi akgesibilitas pembiayaan untuk
usahatani padi.

TIM PEMBINA P2BN

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas
antar Dihas Teknis yang membidangi tanaman
pangan, Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi
penyuluhan dan Balai Pengkajian Teknologi Pettanian.
Gubernur membentuk Tim Pembina Provinsi untuk
mendukung program P2BN dengan susunan
keanggotaan sebagai berikut:

Penanggungjawab : Gubernur

Ketua : Kepala Dinas Teknis yang
membidangi tanaman pangan



Sekretaris : Kepala Sub Dinas/Bidang
yang membidangi Produksi
Padi

Anggota

1. Kepala Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian
2. Kepala Sekretariat Badan

Koordinasi
Penyuluhan/kelembagaan
yang membidangi
penyuluhan

3. Kepala UPT Pelatihan
Pusat/Kepala UPT Pelatihan
Daerah

4, Instansi Terkait Lainnya
sesuai kebutuhan

Tim Pembina mempunyai tugas utama :

1. Metumuskan program dan rencana kerja
peningkatan produksi padi tingkat provinsi;

2. Merumuskan Kegiatan pengkajian dan
mengidentifikasi spesifik lokasi mendukung P2BN
tingkat provinsi;

3. Merumuskan program penyuluhan mendukung
P2RBN tingkat provinsi;

4. Metumuskan program prasarana dan sarana
mendukung P2BN tingkat provinsi;

5. Menyusun matrik progrem/kegiatan peningkatan
produksi beras tingkat provinsi.
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Dalam menyelenggarakan tugas utamanya
sebagaimana tersebut di atas, Tim Pembina dibantu
oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Dinas yang
menanganai tanaman pangan cq. Sub Dinas/Bidang
yang menangani produksi padi. Susunan anggota
dalam Sekretariat Tim Pembina, terdiri dari :

Ketua : Kepala Sub Dinas/Bidang
vang membidangi Produksi
Padi
Anggota
1. Kepala Bidang
Penyelenggaraan
Penyuluhan, Bakorluh/

Badan Ketahanan Pangan
dan Penyuluhan (BKPP)

2. Kepala Bidang/Unit Kerja
yang membidangi
Penyelenggaraan Pelatihan
di Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Pelatihan Pusat/UPT
Pelatihan Daerah

3. Kepala Sub Dinas/Bidang
yang menangani Sarana
dan Prasarana Pertanian;

4. Kepala Seksi Kerjasama dan
Sarana Pelayanan
Pengkajian, Baden
Pengkajian dan Teknologi
Pertanian (BPTP)

5. Unit kerja terkait lainnya
sesuai kebutuhan.



Sekretariat Tim Pembina, mempunyai tugas:

1.

Menyelenggarakan edministrasi kesekretgriatan
Tim Pembina

Mengumpulkan data indikatif dan definitif dalam
rangka perencanaan peningkatan produksi padi;

Membangun datebase yang terkait dengan
peningkatan produksi padi;

Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim
Pembina Provinsi;

Menjabarkan pelaksanaan matrik
program/kegiatan P2BN;

Mengkompllasi dan mengolah laporan dari
kabupaten/kota tentang pelaksanaan
peningkatan produksi padi;

Menyiapkan laporan Tim Pembina Provinsi
mengenai perkembangan pelaksanaan
peningkatan produksi padi

Sedangkan rincian tugas dari masing-mesing instansi
terkait dalam Tim Pembina Provinsi, sebagai berikut:

1.

Dinas yang membidangi Tanaman Pangan,

mempunyaj tugas:

a. Merumuskan, merencandkan dan
menetapkan target produksi padi tingkat
provinsi;

b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana
kebutuhan sarana produksi dan prasarana

kebutuhan untuk mencapai target produksi
padi tingkat provinsi;
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¢. Menetapkan sentra produksi padi
berdasarkan luas ateal, luas tanam dan
luas panen tingkat provinsi;

d. Melaksanakan pemantauan pengawalan
pupuk bersubsidi dan pestisida gesuai
prinsip 6 tepat;

e. Mengusulkan kebutuhan teknologi spesifik
lokasi tingkat provinsi;

f. Mengusulkan kebutuhan penyuluh pada
lokasi Sentra Produksi Padi tingkat provinsi;

g. Mengusulkan dan menetapkan calon
petani/calon lokasi S8L-PTT yang diysulkan
kabupaten /kota;

h. Meningkatkan indeka pertanaman (iP) padi
melalyi pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi (JITUT/JIDES), tata air
mikro (TAM), embung dan pompanisasi
serta pembinaan terhadap perkumpulan
petani pemakai air (P3A) tingkat provinsi;

i. Mengusulkan kebutuhan anggaran khusus
Dinas/ Instansi yang mehanganj
peningkatan produksi padi tingkat ptovinsi.

Balali Pengkajian Teknologi Pertanian,

mempunyai fugas :

a. Menyediakan rekomendasi tekhologi spesifik
lokasi sesuai usulan Dinas Teknis yang
membidangi tahaman pangan;

b. Menyediakan kalender dan pola tanam
menurut lokasi sentra produksi padi;



Menyediakan informasi dan teknologi
adaptasi terhadap perubahan iklim;

Merancang dan menyediakan benih untuk
display dan wuji adaptasi varietas serta
merekomendasikan Ppenggunaan varietas
unggul spesifik lokasi;

Menempatkan peneliti di paling lambat
kabupaten/kota untuk mengawal
penerapan teknologi rekomendasi spesifik
lokasi;

Menyediakan publikasi dan menyampaikan
teknologi tepat guna kepada Sekretariat
Bakorluh/Bapeluh sebagai bahan mateni
penyuluhan;

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluban,
mempunyal tugas:

a.

C.

d.

Menyusun programa penyuluhan provinsi
untuk mendukung pencapaian target
produksi padi, yang telah ditetapkan oleh
Dinas yang membidangi tanaman pangan;

Merumuskan kebutuhan meteri penyuluhan
dan menyebarluaskan informasi teknologi
tepat guna yang direkoméndasikan oleh
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;

Melaksanakan penyuluhan melalui media
cetak dan media elekfronik;

Merumuskan dan merencanakan
kebutuhan tenaga penyuluh lapangan,
pemandu lapang (PL 2), dean pemandu
lapang (PL 1) sesuai dengan kebutuhan
dalam mendukung peningkatan produksi
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padi berdasarkan usulan Dinas Teknis yang
membidangi Tanaman Pangan;

Melakukan seleksi calon penerima
penghargaan bagi penyuluh dan petani
berprestasi yang berhasil dalam
peningkatan produksi padi tingkat nasional;

4. UPT Pelatihan Pusat/ UPT Pelatihan Daerah,
mempunyai tugas:

a. Merumuskan dan menyusun kebutuhan

C.

d.

pelatihan bagi penyuluh, petugas POPT,
pengawas mutu benih, petugas pertanian
lainnya dan petani dalam mendukung
peningkatan produksi padi di tingkat
provinsi;

Meningkatkan kompetensi penyuluh,
petugas POPT, pengawas mutu benih,
petugas pertanian lainnya dan petani
melaluj pendidikan, pelatihan dan
permagangan dalam bidang teknis dan
kewirausahaan agribisnis padi;

Melaksanakan pelatihan pemandu lapang
(PL 1 dan PL 2) sesuai kebutuhan yang
diusulkan oleh dinas teknis yang
membidangi tahaman pangan;

Meningkatkan kompetensi teknis dan
profesionalisme widyaiswara dalam rangka
peningkatan kapasitas penyuluh, petugas
POPT, pengawas mutu henih, petugas
pertanian laihnya dan petani untuk
Program P2BN,



C. TIM PELAKSANA P2BN TINGKAT

KABUPATEN/KOTA

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas
antar Dinas Teknis yang membidangi tanaman
pangan, Badan Pelaksana Penyuluhan/ Kelemhagaan

yang membidangi

penyuluhan dan  Peneliti

Pendamping pada Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian. Bupati/

Walikota membentuk Tim

Pelaksana Kabupaten/ Kota untuk mendukung
program P2BN dengan susunan keanggotaan sebagai

berikut:
Penanggungjawab
Ketua

Sekretaris

Anggota

1.

2,

3!

4,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bupati/Walikota

Kepala Dinas Teknis yang
membidangi tanaman pangan

Kepala Sub Dinas yang
membidangi Produksi Padi

Kepala Badan Pelgksana
Penyuluhan

Kepala Sub Dinas/ Bidang
yang menangani sarana dan
prasarana

Peneliti Pendamping pada
BPTP

Instansi Terkait Lainnya
sesuai kebutuhan
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Tim Pelaksana kabupaten/kota mempunyai tugas
utama :

1. Menyusun rencana kerja peningkatan produksi
padi tingkat Kabupaten/Kota;

2. Mendampingi/ mengawal penerapan rekomendasi
teknologi spesifik lokasi di lokasi P2BN tingkat
kabupaten/kota;

3. Menyusun programa penyuluharn mendukung
P2BN tingkat kabupaten/kota;

4. Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana
mendukung P2BN tingkat kabupaten/ kota;

5. Menindaklanjuti matrik program/kegiatan P2BN
yang telah disusun oleh tim provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya
sebagaimana tersebut di atas, Tim Pelaksana P2BN
Tingkat Kabupaten/Kota dibantu oleh Sektetariat,
vang berkedudukan di Dinas yang membidangi
tanaman pangan cq. Sub Dinas/Bidang yang
membidangi produksi padi, Susunan keanhgotaan
dalam Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Tingkat
Kabupaten/Kota, terdiri dari :

Ketua : Kepala Sub Dinas  yang
membidangi Produksi Padi
Anggota :
1. Kepala Bidang
Penyelenggaraan

Penyuluhan, Bapelluh

2. Kepala Sub Dinas/Bidang
Perlinduyngan Tanaman
Pangan



3. Kepula Sub Dinas/Bidang
yang Menangani Pasca Panen
Tanaman Pahgan

4, Unit Kerja terkait lainnya
sesuai kebutuhan

Sekretariat Tim Pelaksana, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan tim
pelaksana;

2. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalam
rangka perencanaan peningkatan produksi padi;

3. Membangun database yang terkait dengan
peningkatan produksi padi;

4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim
Pelaksana Kabupaten /Kota;

5. Melaksanakan program/kegiatan berdasarkan
matrik program/kegiatan;

6. Menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan
peningkatan produksi padi;

7. Menyusun laparan Tim Pelaksana
Kabupaten/Kota.
Sedangkan rincian tugas dari masing-masing pihak
terkait dalam Tim Pelaksana P2BN Kabupaten/ Kota,
sebagai berikut:
1. Dinas ‘Teknis yang membidangi Tenaman
Pangan mempunyai tugas:

a. Merencanakan dan menetapkan target
produksi padi tingkat Kabupaten /Kota;
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b. Menetapkan kebutuhan sarana produksi
untuk mencapai target produksi padi
tingkat Kabupaten/Kota;

c. Mengindetifikasi dan menetapkan gentra
produksi padi berdasarkan luas area], luas
tanam dan luas paneh;

d. Menerapkan  rekomendassi  teknologo
spesifik lokasi

e. Meningkatkan optitpalisasi lahan dan
melaksanakan pencetakan sawah;

f. Membangun dan memelihara jaringan
irigasi (JITUT/JIDES/TAM), embung dan
pompanisasi serta meningkatkan peranan
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
untuk meningkatkan indeks pertanaman
(IP] padi;

g Memfasilitasi penyediaan benih, pupuk
organik dan anorganik bersubsidi serta
pestisida sesuai prinsip 6 Tepat (waktu,
tempat, jumlah, dosis, harga, kualitas);

h, Merencanakan pengalokasian penempatan
petugas POPT dan pengawas muty benih
pada lokasi sentra produksi padi;

i. Fasilitasi aksesbilitay sumber permodalan
dalam rangka mendukung peningkatkan
produksi padj;

j. Menyiapkan kebutuhan anggaran untuk
mendukung peningkatan produksi padi.

Poneliti Pendamping darli BPTP mempunyai
tugas:



a. Merancang dan menyediakan benih untuk
display dan uji adaptasi varietas serta
merekomendasikan penggunaan varietas
unggul spesifik lokasi

b. Mengawal Penerapan teknologi spesifik
lokasi dan penerapan kalender pola tanam;

¢. Menjadi narasumber pelatthan pemandu
lapangan SL-PTT,

d. Menyebarkan publikasi, bahan cetakan dan
elektronik untuk bahan penyuluhan;

e. Mengidentifikasi masalah dan memberikan
saran pemecahan masalah dalam
penerapan teknologi;

f. Menyampaikan teknologi tepat guna melalui
Badan Pelaksana Penyuluhan/
Kelembagaan yang membidangi Penyuluhan
di Kabupaten/Kota sebagai bahan materi

penyuluhan pertanian.
3. Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai
tugas:
a. Menyusun programa penyuluhan

Kabupaten/Kota untuk mendukung
pencapaian target produksi padi yahg telah
ditetapkan oleh Dinas Teknis yang
membidangi Tanamah Pangan;

b. Menyuysun materi penyuluhan dan
menyebarluaskan teknologi spesifik lokasi
yang direkomendasikan oleh Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian;
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¢. Menyusun pengalokasian penugasan
penyuluh pertanian berdasarkan lokasi SL-
PTT dan sentra produksi padi;

d. Melaksanakan penyuluhan melalui media
cetak dan media elektronik;

e. Meningkatkan kapasitas dan kinerja
penyuluh melalui pelatihan di BPP dalam
rangka peningkatan produksi padi;

f. Menetapkan lokasi Demplot, Denfram, dan
Demarea serta SLPTT berdasarken usulan
dari BPP/BP3K

g. Merencanakan dan melaksanakan
rembug/forum perternuan petani, temu
teknis dan temu tugas

h. Melakukan seleksi dan mengusulkan calon
penerima penghargaan bagi penyuluh dan
petani berprestasi yang berhasil dalam
peningkatan  produksi padi  tingkat
kabupaten/kota.

D. TIM PELAKSANA P2BN TINGKAT KECAMATAN

28

Dglam rangka meningkatkan koordinasi dan
keterpaduan pelaksandan program/kegiatan di
wilayah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota
membeniuk Tim Pelaksana P2BN tingkat Kecamatan,
dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Penanggungjawab : Camat

Ketua : Kepala UPT/UPTD Pertanian

Sekretaris : Kepala Balai Penyuluhan
Kecamatan



Anggota

5.

6.

. Koordinator

. Kepala Seksi yang

membidangi pertanian di
kantor kecamatan
Penyuluh
Pertanian di tingkat
Kecamatan

. Petugas Pengendali

Organisme
Tumbuhan

Pengganggu

. Kepala Desa/Kelurahan

sentra produksi padi
Penyuluh Pertanian di desa
sentra produksi padi.

Petugas Pertanian lainnya
yang terkait.

Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan mempunyai

tugas utama :

1. Melaksanakan peningkatan produksi padi

tingkat Kecamatan

sesuai dengan target dan

rencana kerja yang ditetapkan;
2. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik

lokasi;

3. Melaksanakan programa penyuluhan tingkat

Kecamatan;

4. Mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan
sarana yang ada secara efektif dan efisien tingkat

Kecamatan,

Dalam menyelenggarakan tugas

utamanya

sebagaimana tersebut di atas, Tim Pelaksana P2BN
Tingkat Kecamatan dibantu oleh Sekretariat, yang
berkedudukan di Balai/Kantor yang membidangi
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penyuluhan pertanian. Busunan keangotaan dalam
Sekretariat Tim Pelaksana P2BEN Tingkat Kecamatan,
terdiri dari :

Secara rinci tugas masing-masing unit kerja dalam
Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, sebagai
berikut:

1. Kepala UPTD/ UPT Pertanian, mempunyai
tugas:

a. Menetapkan sasaran areal luas tanam;

b. Mengkompilasi usulan RDK dan RDKK dari
kelompoktani;

c. Mengkoordinasikan pengawasan peredaran
benih, pupuk, pestisida, dan alsintan di
tingkat kecamatan;

d. Menggerakkan kegiatan penanaman padi
pada lokasi sentra produksi padi di tingkat
kecamatan;

e. Menghitung lnas areal panen padi;

Mendampingi Mantri Statistik dalam
perhitungan hasil perhektar.

2, Balal PFPenyuluhan/Koordinator Penyuluh
Tingkat Kecamatan, mempunyai tugas:

a. Merencanakan kegiatan pendampingan
penerapan teknologi spesifik lokasi dan
penerapan kalender pola tanam;

b. Menyusun programa penyuluhan
Kecamatan untuk mendukung pencapaian
target produksi padi yang telah ditetapkan



oleh Dinas Teknis yang membidangi
Tanaman Pangan;

Menyebarluaskan informasi teknologi
spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh
peneliti pendamping kepada petani pada
sentra produksi padi;

Mengawasi penyuluh pendamping pada
sentra produksi padi;

Menyediakan dan menyebarluaskan
informasi agribisnis di tingkat kecamatan;

Melaksanakan sistem latihan dan
kunjungan (LAKU) dalam rangka
peningkatan kapasitas penyuluh dan
petani;

Melaksanakan Demplot, Demarea dan SL-
PIT sebagai unit pembelajaran petani
dalam rangka peningkatan produksi padi;

Melaksanakan forum penyuluhan tingkat
desa dan temu lapang antara petani,
penyuluh, dan peneliti pendamping di
tingkat kecamatan.

Petugas POPT, mempunyai tugas :

a.

Merencanakah, menyiapkan,
melaksanakan, mengembangkan,
mengevaluasi, membimbing, melaporkan,
mengarmati, menganalisis, meramalkan dan
mengendalikan organisme penggangu
tumbuhan serta melakukan pengawasan
peredaran dan penggunaan pupuk serta
pestisida;
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b. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan
pengamatan serangan prganisme penggangu
tumbuhan dan dampek perubahan iklim;

c. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan
pengendalian/penanggulangan  organisme
penggangu tumbuhan dan  dampak
perubahan iklim;

d. Analisis dan evaluasi perkembangan
serangan organisme penggangu tumbuhan
dan dampak perubahan iklim,

e. Bimbingan dan pendampingan dalam
pengendalian/penanggulangan  organisme
penggangu  tumbuhan dan  dampak
perubahan iklim;

f. Pendampingan penyusunan RDK/RDKK di
tingkat kelompok tani (khususnya yang
berhubungan dengan crganisme pernggangu
tumbuhan dan dampak perubahan iklim};

g- Pengawasan rekomendasi penggunaan
pupuk dan pestisida di tingkat petani;

h. Pelaporan hasil pengamatan serangan
organisme penggangu tumbuhan dan
dampak perubahan iklim dan hasil
monitoring peredaran dan penggunaan
pupuk dan pestisida.

Kepala Desa/Kelurahan, mempunyai tugas :
a. Memfasilitasi pelaksanaan
musyawarah /rembug desa antara

penyuluh, petani, kepala UPT/UPTD
Pertanian kecamatan, dalam rangka



penyiapan CP/CL, penyusunan RDK dan
RDKK di tingkat desa/kelurahan,

b, Menggerakkan masyarakat untuk
melakukan pemeliharaan jatingan irigasi
desa (JIDES) dan jaringan irigasi usahatani
(JITUT} serta pengaturan jadwal pembagian
dan pergiliran penggunaan air irigasi di
tingkat desa/kelurahan;

¢. Menggerakkan masyarakat desa dalam

pengendalian organisme pengganggu
tumbuhan,;

d. Memfasilitasi penumbuhan pos penyuluhan
desa/kelurahan.

5. Penyulub Pertanian di tingkat desa,
mempunyaj tugas :

a. Mendampingi petani dalam penyusunan
RDK dan RDKK;

b. Membimbing penerapan teknologi spesifik
lokasi sesuai dengan pola tanam dan pola
usahatani;

c. Memfasilitasi petani dalam mengakses
sarana produksi, permodalan, dan informasi
pasar;

d. Memberi umpan balik penerapan teknologi
spesifik lokasi yang dibutuhkan petani
untuk disalurkan kepada peneliti
pendamping;

e. Melaksanakan rembug desa di posluhdes
dalam rangka menyelesaikan permasalahan
yang dihadapi petani pada lokasi sentra
produksi padi;
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f. Memfasilitasi para petani untuk
menumbuhkembangkan kelembagaan
petani dan kelembagaan ekonomi petani;

BAB III

MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA TIM
PENGENDALI,
TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
pelaksanaan P2BN, baik di pusat maupun di daerah,
diperiukan mekanisme dan tata hubungan kerja antara
Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana, sebagai
berikut:

A. MEEKANISME KERJA
1. Tim Pengendali

a. Mekanisme kerja pengendalian dilakukan
oleh tim pengendali pusat melalui rapat
koordinasi perencanaan dengan Tim Pembina
dan Tim Pelaksana paling kurang satu kali
dalam setahun. Rapat koordinasi tersebut
dihadiri oleh Penanggungjawab, Ketua
Harian, dan Anggota Tim Pengendali, Tim
Pembina, dan Tim Pelaksana.

b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bertyjuan:

1) perumusan kebijakan dan strategi
Peningkatan Produksi Beras Nasional;

2) perumusan program dan rencana kerja
Peningkatan Produksi Beras Nasional,

34



3} perumusan kegiatan dan anggaran
Peningkatan Produksi Beras Nasional,

4) penyusunan matrik program peningkatan
produksi padi, penelitian dan

pengembangan, penyuluhan, serta
sarana dan prasarana pertanian tingkat
nasional.

Tim Pengendali melaksanakan rapat teknis
Tim Pengendali paling kurang sekall dalam
setahun untuk menyiapkan bahan rapat
koordinasi antara Tim Pengendali dengan Tim
Pembina dan Tim Pelaksana.

Sebagal tindak lanjut dari rapat koordinasi
dengan Tim Pembina dan Tim Pelaksana, Tim
Pengendali melaksanakan rapat teknis paling
kurang dua kali dalam setahun wuntuk
menyusun matrik program sesuai dengan
bidang tugas masing-masing, yang
mencakup:

1} Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
menytusun program dan rencana Kkerja
peningkatan produksi padi tingkat
nasional;

2} Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian menyusun program dukungan
penelitian dan pengembangan terhadap
peningkatan produksi padi tingkat
nasional;

35

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

35

16/41781.pdf

3) Badan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian menyusun program
dukungan Pengawalan dan
Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT
dan sentra produksi padi;

4) Direktorat jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian menyusun program dukungan
prasarana dan sarana terhadap
peningkatan produksi padi tingkat

nasional,;
Titn Pehgendali dibantu oleh Sekretariat Tim
melakukan pemantauan terhadap

pelaksanaan peningkatan produksi beras
tingkat nasional, yang meliputi realisasi:

1) program peningkatan produksi padi
tingkat nasional;

2) penyediaan dan penyaluran sarana
produksi padi tingkat nasional;

3) penerapan rekomendasi teknologi spesifik
lokasi tingkat nasional;

4] pelaksanaan pengawalan dan
pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT
dan sentra produksi padi;

Sebagal tindak lanjut dari hasil pemantauan,
Tim Pengendall melaksanakan rapat evaluasi
paling kurang dua kali dalam setahun untuk:

1) Membahas pencapaian target dan realiasi
produksi beras tingkat nasional;

2} Mengidentifikasi permasalahan dalam
pencapaian target peningkatan produksi
beras tingkat nasional;



3} Merumuskan rencana tindak lanjut
penyelesaian masalah sesuai dengan
maftrik program instansi terkait;

4) Melaporkan perkembangan pencapaian
peningkatan produksi beras nasional
kepada Menteri Pertanian.

Tim Pembina
a. Mekenisme kerja pembinaan dilakukan oleh

Tim Pembina melalui rapat teknis Tim
Pembina paling kurang satu kali dalam
setahun untuk menyiapkan bahan rapat
koordinasi dengan Tim Pengendali.

. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi
dengan Tim Pengendali, Tim Pembina dan
Tim Pelaksana, Tim Pembina melaksanakan
rapat teknis paling kurang dua kali dalam
setahun untuk menyiapkan bahan rapat
koordinasi antara Tim Pembina dengan Tim
Peleksana pada tingkat provinsi.

. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi
Tim Pembina dengan Tim Pelaksana, Ketua
Harian Tim Pembina melaksanakan rapat
teknis paling kurang dua kali dalam setahun
untuk menyusun matrik program tingkat
provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-
masing, yang mencakup:

1) Dinas Teknis yang membidangi tanaman
pangan menyusun program dan rencana
kerja peningkatan produksi padi dan
dukungan prasarana dan  sarana
pertanian tingkat provinsi,
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2) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
mehyusun program dukungan penelitian

dan pengembangan terhadap
peningkatan produksi padi tingkat
provinsi;

3) SekKretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan/Kelembagaan yang

membidangi  penyuluhan  menyusun
program dukungan Pengawalan dan
Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT
dan sentra produksi padi tingkat provinsi,

. Tim Pembina dibantu oleh Sekretariat Tim

melakukan pemantauan terhadap

pelaksanaan peningkatan produksi beras

tingkat provinsi, yang meliputi realisasi:

1) Program peningkatan produks|i padi
tingkat provinsi;

2) Penyediaan dan penyaluran sarana
produksi padi tingkat provinsi;

3) Pen¢rapan rekomendasi teknologi spesifik
lokasj tingkat provinsi;

4) Pelaksanaan pengawalan dan
pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT
dan sentra produksi padi tingkat provinsi.

. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan,

Tim Pembina melaksanakan rapat evaluasi
paling kurang dua kali dalam setahun untuk:

1) Membahas pencapaian target dan realiasi
produksi beras tingkat provinsi;



2) Mengidentifikasi permasalahan dalam
pencapaian target peningkatan produksi
beras tingkat provinsi;

3) Merumuskan rencana tindak lanjut
penyelesaian masalah sesuai dengan
maftrik program instansi terkait;

4) Melaporkan perkembangan pencapaian
peningkatan produksi beras nasional
kepada Gubernur.

3. Tim Pelaksana Kahupaten/Kota
a. Mekanisme ketja pelaksanaan Tim Pelaksana

Kabupaten/Kotg dilakukan melalui Rapat
Teknis Tim Pelaksana paling kurang dua kali
dalam setahun untuk menyiapkan bahan
rapat koordinasi dengan Tim Pengendsli dan
bahan rapat koordinasi dengan Tim Pembina.

. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi
dengan Tim Pengendali di Pysat dah Tim
Pembina di provinsi, Tim Pelaksana
Kabupaten/Kotg melaksanakan rapat teknis
Tim Pelaksana paling kurang dua kali dalam
setahun untuk menyiapkan bahan rapat
koordinasi antara Tim Pelaksanga
Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana
Kecamatan.

. Sebagai tindalt lanjut dari rapat koordinasi
Tim Pelaksana Kabupaten/Kata dengan Tim
Pelaksana Kecamatan, Tim  Pelaksana
Kabupaten/Kota melaksanakan rapat teknis
paling kurang dua kali dalam getahun untuk
menyusun matrik program tingkat
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kabupaten/kota sesuai dengan bidang tugas
masing-masing, yahg mencakup:

1} Dinas Teknis yang membidangi Tarnaman
Pangan menyusun program dan rencana
kerja. peningkatan produksi padi dan
dukungan prasarana dan  saranz
pertanian tingkat Kabupaten/kota;

2} Peneliti Pendamping menyusun
rekomendasi tekhologi sapesifik lokas;
terhadap peningkatan produksi pedi

tingkat kabupaten/kota;
3) Badan Pelalk:sana
Penyuluhan/Kelembagaan yang

membidangi  penyuluhan  menyusun
program dukungan Pengawalen dan
Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT
dan sentra produksi padi tingkal
kabupaten /Kota.

. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dibantu oleh

Hekretarjat Tim melakukan pemintanan

terhadap pelaksanaan peningkatan produksi

beras tingkat kabupaten/kota, yang meliputi

realisasi;

1) Program peningkatan produksi padi
tingkat kabupaten /kota;

2) Penyediaan dan penysluran sarana
produksi padi tingkat kabupaten/kota;

3} Penerapan rekomendasi teknologi spesifik
lokasi tingkat kabupaten/kota;

4) Pelaksanaan pengawalan dan
pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT



dan sentra produksi padi tingkat
kabupaten/kota.

e. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan,

Tim Pelaksana kabupaten /kota
melaksanakan rapat evaluasi paling Kurang
dua kali dalam setahun untuk:

1} Membahas pencapaian target dan realiasi
produksi beras tingkat kabupaten /Kota;

2) Mengidentifikasi permasalahan dalam
pencapaian target peningkatan produksi
beras tingkat kabupaten/Kkota,;

3) Merumuskan rencana tindak lanjut
penyelesaian masalah sesuai dengan
matrik program instansi terkait;

4) Melaporkan perkembangan pencapaian
peningkatan produksi beras nasional
kepada Bupati/Walikota.

Tim Pelaksana Kecamatan
a. Sebagal tindak lanjut dari rapat koordinasi

dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Keta, Tim
Pelaksana Kecamatan melaksanakan rapat
teknis paling kurang empat kali dalam
setahun untuk menyusun matrik kegiatan
tingkat Kecamatan, yang mencakup:

1) Kepala UPT/UPTD Pertanian kecamatan
menyusun rencana kegiatan peningkatan
produksi padi dan pengawasan peredaran
dan muty sarana produksi tingkat
kecamatan;
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2) Dukungan peneliti pendamping dalam
penerapan rekomendasi tekhologi spesifik
lokasi tingkat kecamatan;

3) Dukungan Pengamat Organisme
Pengganggu Tanaman dalam
pengendalian  eksplosi hama dan
penyakit;

4) Dukungan Balai Penyuluhan di tingkat
Kecamatan dalam Pengawalan dan
Pendampingan Penyuluh di lokas{ SLPTT
dan sentra praduksi padi tingkat
kecamatan,

Tim Pelaksana Kecamatan melakukan
pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan
peningkatan  produksi  beras tingkat
kecamatan, yang meliputi realisasi:

1) Kegiatan peningkatan produksi padi
tingkat Kecamatan, yang meliputi areal
luas tanam dan luas panen, ;

2) Penyediaan dan penyaluren kebutuhan
sarana produksi (pupuk, benih, dan
pestigida) padi tingkat Kecarmatan;

3) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik
lokasi tingkat Kecameatan;

4) Serangan hama dan penyakit tingkat
kecamatan;

5) Pelaksanaan pengawealan dan
pendampingan penyuluh di lokasi gentra
produksi padi tingkat Kecamatan,;



6) Identifikasi permasalahan yang dihadapi
dalam pencapaian target peningkatan
produksi beras tingkat kecamatan;

7) Pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian
masalah sesuai dengan bidang tugasnya
masing-mesing;

8) Melaporkan perkembangan pencapaian
peningkatan produksi beras nasional
kepada Camat.

Khusus untuk permasalahan yang dihadapi
oleh Tim Pelaksana Kecamatan di luar
kewenangannya, Tim Pelaksana Kecamatan
melakukan rapat teknis untuk:

1) Mengidentifikasi permasalahan yang
berkeitan dengan ketersediaan sarana
produksi, jaringan irigasi dan bencana
alam;

2) Menyusun ysulan pemecahan masalah

untuk disampaikan kepada
instansi/lembaga terkait.

C.
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dua arah dengan Tim Pembina, dengan
tujuan:

1) Memantau  pelaksanaan  pencapaian
target produksi beras pada tingkat
provinsi;

4) Memantau penyaluran sarana produksi
pada tingkat provinsi;

J) Memantau penerapan rekomendasi
teknologi spesifik lokasi;

4) Memantau pelaksanaan pendampingan
pefiyuluh dalam penerapan teknologi di
tingkat petani.

Dalam keadaan khusus, Timm Pengendali
bersama Tim Pembina dapat melaksanakan
koordinasi dan komunikasi dua arah dengan
Tim Pelaksana, dengan tipjuan untuk:

1) Memantau terjadinya eksplosi orggnisme
pengganggu tanaman yang berpengaruh
tethadap penurunan produksi secara
nydata,

B. TATA HUBUNGAN KERJA
1. Tim Pengendall dengan Tim Pembina

a. Hubungan Tim Pengendali dengan Tim
Pembina adalash hubungan koordinasi
pengendalian P2BN dalam rangka perumusan
dan sinkronisasi program dan rencana ketja
penelitian dan pengembangan, penyuluhan,
prasarana dan sarana mendukung P2BN;

2) Memantau terjadinya bencana alam
(banjir, kekeringah, gempa bumi} yang
menyebabkan terjadinya puso,

2. Tim Pembina dengan Tim Pelaksana

a. Hubungan Tim Pembina dengan Tim
Pelaksana  adalah hubungan kosrdinasi
pembinaan P2BN dalam rangka perumusan
program dan réncana kerja penelitian dan
pengembangan, penyuluhan, prasarana dan
sarana mendukung PZBN;

b. Dalam penyelenggaraan hubungan koordinasi
pengendalian  P2BN, Tim Pengendali
melaksanakan koordinasi dan komunikasi
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b. Dalam penyelenggaraan hubungan koordinasi

pembinaan P2BN, Tim Pembinea
melaksanakan koordinasi dan komunikasi
dua  arsh dengan Tim Peleksana
Kabupaten/Kota, dengan tujuan:

1) Memantau pelgksanaan pencapaian
target produksi beras pada tingkat
kabupateti/kota;

2) Memantau penyaluran sarana produksi
pada tingkat kabupdten/Kota;

3) Memantsu  penérapan  rekomendasi
teknologi spesifik lokasi pada tingkat
kabupaten/kota;

4) Memantau pelaksanaan pendampingar
penyuluh dalam penerapan teknologi di
tingkat petani pada tingkat
kabupaten/kota.

Dalam keadean khusus, Tim Pembina

bersama Tim Pelaksana Kabupaten/Kota

dapat melaksanakan kcordinasi dan
komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana

Kecamatan, dengan tujuan untyk:

1) Memantau terjadinya eksplosi organisme
pengganggu tanaman yang berperngaruh
terhadap penuruynan produksi Secara
nyata pada tingkat kecamatan;

2) Memantau terjadinya bencana alam
(banjir, kekeringan, gempa bumi) yang
menyebabkan terjadinya puso pada
tingkat kecamatan,
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3. Tim Pelakesana Kabupaten/Kota dengan Tim
Pelaksana Kecamatan

a.

Hubungan Tim Pelaksana kabupaten/kota
dengan Tim Pelaksana kecamatan adalah
hubungan koordinasi pelaksanaan P2BN
dalam rangka pelaksanaan rencana kerja
peningkatan  produls;j, pelaksanaan
programa penyuluyhan, pelaksanaan
penyedigan prasarana dan sarana gesuai
kebutuhan mendukung P2BN;

Dalam pelaksanaan Peningkatan Produksi
Beras Nasional, Tim Pelaksana
Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi
dan komunikasi dua arah dengan Tim
Pelaksana Kecamatan, dengan tijuan:

1} Memantau pelaksanaan pencapaian
target produksi beras pada tingkat
kecamatan;

2) Memantau penyaluran sarana produksi
pada tingkat kecamatan;

3) Memantau penerapan rekomendasi
teknologi spesifik lokasi pada tingkat
kecamatan;

4) Memantau pelaksanaan pendampingan
penyuluh dalam penerapan teknologi di
tingkat petani padsa tingkat kecamatan;

5) Memantau terjadinya eksplosi organisme
pengganggu tenaman pada tingkat
kecamatan;
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DAQAM TATA HUBLINGAN KERJA ANTMIA

6) Memantau terjadinya bencana alam TIMPENGENDAL, T PEMAINADAN TIM PELAGANA
(banjir, kekeringan, gempa bumi) yang PUSAT
menyebabkan terjadinya puso pada o TIM PENGEN DALI
tingkat kecamatan, TT
4. Internal Tim Pengendali, Tim Pembina, dan vy | v
Tim Pelaksana e d TR q{--.-.-.-;
TR
a. Hubungan Kerja antara instansi eselon I S R R —
lingkup pertanian daldm Tym Pengendali | ROV
adalah hubungan Kkoordinasi fungsional ' st
sesuai dengan tugas fungsinya masing L] |
masing dalam pelaksanaan program F2BN; \ v | v
b. Hubungan Kerja antar instansi teknis B Jamresp | AT | emrreeny
pertanian lingkup Pemerintah Provinsi dan i ¥ .
UPT Teknis lihngkup Kementérian Pertanian I ey |
dalam Tim Pembina adalah hybungan kerja . L Waukona ' KABURATEN/IDTA
koordinatif fungsional sesuai dengan tugas Jv 1 | T PELAXSANA
fungsinya masing masing dalam pelaksanaan A ‘ v
program P2BN; . ey
¢. Hubungan Kerja antar instansi teknis SRR IR N v B
pertanian lingkup Pererintah
Kabupaten/kota dan unhsur penelita
pendamping dari BPTP dalam Tim Pelaksana T S | . oo
Kabupaten/Kota adalah hubungan kerja ,
koordinatif fungsional sesuai dengan tugas
fungsinya masing masing dalam pelaksanaan
program P2BN; -
e m Lrcctrsnriprdps i DESA/KELURAHAN

[ TIWW LAPANG £ { LAHAN UFRANA Thi) PAD) ]
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KETERANGAN:

1. Alur Komando

2.___ _. . Alur Pengendalian

3. _ . __. .+ __ Alur Pembinaan

4, .. ... __Alur Pelaksanaan

§. crmmrm e Alur Koordinasi fuhgsiona]
< T Prervererins Atur Koordinasi Qperasional
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BAB IV
PELAPORAN

Tingkat Kecamatan
1. Kepala UPT/UPTD Pertanian
a. Kepala UPT/UPTD Pertanian membuat

laporan  bulanan berdasarkan  hasil
pemantanan perkembangan pelaksanaan
P2BN di tingkat kecamatan. Bentuk lagporan
bulanan Kepala UPT/UPTD seperti pada
hmphn Ia’ 1‘- 1, 1-‘2) dﬂn Ib,

Bahan lgporan bulanan meliputi: lokasi, luas
areal tanam, luas panen, produksj dan
produktifitas, dan kebutiuhan serana
produksi berdasarkan RDK/RDKK ;

Laporan bulanan disampaikan ke Camat
selaku  penanggujawab program  P2BN
Kecamatan paling lambat tanggal 3, bulan
berikutnya dengan tembusan kepada dinas
teknis kabupaten/kota vyang membidangi
tanaman pangafi .

2. Petugas POPT
a. Petugas POPT membuat laporan bulanan

hasil pengamatan tentang perkembangan
organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan
bencana alam pada lokasi sentra produksi
padi. Bentuk laporan bulanan Petugas POPT
seperti pada Lampiran 2a, 2al, 2a3 dan
2.03;



b. Bahan laporan - bulananan meliputi:

intensitas dan lyas serangan QPT, kebanjiran
dan  kekeringan serta hasil analisis
perkembangan OPT dan DPI;

Laporan bulanan disampaikan ke Camat
paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya
dengan tembusan dinas teknis kabupaten
kota yang membidangi tanaman pangan.

3. Penyuluh Pertanian di Desa/Kelurahan
a. Penyuluh membuat laporan bulanan tentang

pendampingan dan pengawalan pelaksanaan
penyuluhan di Desa/Kelurahan lokasi sentra
produksi padi, Bentuk laporan bulanan
Penyuluh Pertanian di Desa/Kehirahan
seperti pada Lampiran 3a dan 3b;

Bahan laporan bulanan meliputi: realisasi
penyusunan RDK/RDKK, penerapan
teknologi spesifik lokasi, kelembagaan petani,
kelembagaan ekonomi petani dgn petani yang
mengakses sarana produksi permodalan dan
informasi pasar, permasalahan yang dihadapi
dan upaya pemecahan masalah di wilayah
kerjanya,

Laporan bulanan disampaikan ke Balai

Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan
paling lambat tanggal 1, bulan berikutnya.

4. Balal Penyuluhan Kecamatan
a. Balai Penyuluhan Kecamatan membuat

laporan bulanan perkembangan pelaksanaan
penyuluhan berdasarkan laporan penyuluh
pertanian di lokasi sentra produksi. Bentuk
laporan  bulanan Balai Penyuluhan
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Kecamatan seperti pada Lampiran da, 4a.1
dan 4b;

Bahan laporan bulanan fheliputi:
pelaksanaan programa penyyluhan
pertanian, pengawalan dan pendampingarn
teknologi, penyzbaran informasi teknologi,
pengawasan penyuluh pendamping,
pelaksanaan LAKU, pelaksanaan tembug,
forum, temu teknis, temu lapang, demplot
dan demarea pada sentra produksi padi ;

Laporah bulanan disgmpaikean ke Camat
paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya
dengan tembusan ke Badan Pelgksana
Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi
penyuluhan.

5. Pepanggungjawab Program P2BN Tingkat
Kecamatan

Laporah bulanan Camat selaku
penanggungjawab program P2BN Kecamatan
dirumuskan dan disusun oleh Tim Pelaksana
Kecamatan. Bentuk lapgran bulanan Program
P2BN Kecamatan sepetti pada Lamplran 5;

Bahan laporan bulanan Tim Pelgksana
Kecamatan, meliputi:

1) lokasi dan luas areal, luas tanam, luas
panen dan kebutuhan sarana prodyksi;

2) intensitas dan luas serangan hama,
kebanjiran dan kekeringan, potensi
serangan hama pehyakit;



3) pelaksanaan penyuluhan  pertanian,
pengawalan dan pendampingan teknologi
serta realisasi penerapan teknologi pada
lokasi sentra produksi padi.

Laporan bulanan Tim Pelaksana Kecamatan
disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku
penanggungjawab program P2BN
Kabupaten/Kota peling lambat tanggal 5,
bulan berikutnya dengan tembusan Dinas
Teknis yang membidangi tanaman pangan
dan Badan Pelaksana
Penyuluhan/Kelembagaan yahg membidangi
penyuluhan.

Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas Teknis yang membidangli Tanaman
Pangan

a. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman

Pangan membuat laporan bulanan tentang
perkembangan pelaksanaan P2BN
kabupaten/kota berdasarkan laporan kepala
UPT/UPTD dan Camat. Bentuk laporan
bulanan Dinas Teknis yang membidangi
Tanaman Pangan seperti pada Lampiran 6a,
6a.1, 6a.2 dan 6b;

Bahan laporan bulanan meliputi: lokasi, luas
areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan
sarana produksi, instensitas dan luas
serangan hama dan penyakit serta potensi
gangguah bencana alam lainnya;

Laporan bulanan disampaikan Kepada
Bupati/Walikota selaku penanggungjawab
P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal
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7 bulan berikutnya dengan tembusan kepada
dinas teknis provinsi yang membidangi
tanaman pangan.

2. Peneliti Pendamping
a. Peneliti Pendamping membuat lgporan

bulanan tentang dukungan penelitian dalam
pelaksahaan P2BN di  kabupaten/kota
berdasarkan laporan dari tingkat kecarpatan,
Bentuk laporan bulanan peneliti pendamping
seperti pada Lampiran 7a;

Bahan lgporan bulanan meliputi : penerapan

teknologi spesifik lokasi, kalender pola tanam,

hasil wuji adaptasi (display) varietas,
penggunaan varietas unggul, penyebaran
bahan  publikasi dan umpan  balik
rekomendasi penerapan teknologi,
permasalahan dan upaya pemecahannya pada
lckasi sentra praduksi padi di
kabupaten /kota (Lampiran 7b dan 7¢).

Laporan bulanan disampaikan kepada

‘ Bupati/Walikota selaku penanggungjawab

P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal
7, bulan berikutnya dengan tembusan ke
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

3. Badan Pelaksana Penyuluhan
a. Badan Pelaksana Penyuluhan membuat

laporan bulanan perkembangan pelaksanaan
penyuluhan di kabupaten/kota berdagarkan
laporan Balai Pehyuluhan tingkat kecamatan,
Bentuk laporan bulahan Badan Pelaksana
Penyuluhan seperti pada Lampiran 8, 8a.1
dan 8b;



b. Bahan laporan bulanan meliputi:

pelaksanaan programa penyuluhan,
pendistribusian materi dah informasi
penyuluhan, pelaksanaan penyyluhan
melalui media cetak dan elektronik,
pengalokasian penugasan tenaga penyuluh,
realisasi pelatthan pemandu lapangan,
pengawalan, pendampijngan dan realisasi
penerapan tekriologi, kelembagaan petani,
pelaksanaan rembug, forum, temu teknis,
dan temu tugas;

Laporan bulanan disampaikan kepada
Bupati/Walikota selaku penangguhgjawab
P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal
7 bulan berikutnya dengan tembusan ke
Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi
penyuluhan di provinsi,

16/41781.pdf

instensitas dan luas serangan hama dan
penyakit serta potensi gangguan bencana
alam lainnya;

2) perkembangan penerapan rekomendasi
teknologi, umpan balik, permasalahan
dan upaya pemecghannya pada lokasi
sentra produksi padi di Kabupaten /Kota;

3) pelaksanaan  penyuluhan  pertanian,
pengawalan dan pendampingan teknologi
serta realisasi penerapan teknologi pada
lokasi sentra produksi padi,

Laporan bulanan Tim Pelaksana
Kabupaten/Kota disampaikan kepada
Gubernur selaku penanggung jawab program
P2BN Provinsi paling lambat tanggel 9 bulan
berikutnya dengan tembusan Dinas Teknis
yang membidangi tanaman pangan di tingkat
provinsi, BPTP dan Sekretariat Bakorluh,

C. Tingkat Provinai
4. Pepanggungjawab Program P2BN
Kabupaten/Kota 1. Dinas Teknis yang membidangl Tanaman

Pangan
a. Laporan bulanan Bupati/Walikota selaku n;‘ . . )
penanggung  jawab program P2BN a. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman

Kabupaten/Kota dirumuskan, disusun, dan
dikoordinasikan oleh  Sekretariat Tim
Pelaksana. Bentuk laporan bulanan Program
P2BN  Kabupaten/Kota  seperti  pada
lampiran 9;

Bahan laporan bulanan Tim Pelaksana

Pangan membuat laporan bulanan tentang
perkembangan pelaksanaan P2BN provinsi
berrdasarkan ldaporan Dinas Teknis yang
membidangi tanaman pangan dan
Bupati/Walikota. Bentuk laporan bulanan
Dinas Teknis yang membidangi Tanaman
Pangan seperti pada Lampiran 10a, 10a.1,

kabupaten/kota meliputi: 10a.2 dan 10b;
1) lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen b. Bahan laporan bulanan meliputi: luas areal,
dan  kebutuhan sarana  produksi, luas tanam, luas panen, produksi dan
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produktifitas, kebutuhan sarana produksi,
dukungan permodalan, intensitas dan luas
gserangan hama dan penyakit serta potensi
gangguan bencana alam lainnya;

. Laporan bulanan disampaikan kepada
Gubernur selaku penanggung jawab program
P2BN Provinsi paling lambat tanggal 11 bulan
berikutnya dengan tembusan  kepada
Direktorat Jenderal Tanaman  Pangan,
Kementerian Pertanian.

2. Balal Pengkajian Teknologl Pertanian
a. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

membuat laporan bulanan tentang dukungan
penelitian dalam pelaksanaan P2BN provinsi
berdasarkan laporan peneliti pendamping.
Bentuk laporan bulanan Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian seperti pada Lampiran
1la;

Bahan laporan bulanan  meliputi :
rekomendasi teknologi, specifik lokasi,
kalender dan pola tanam, penggunaan
varietas unggul, teknologi adaptasi terhadap
perubahan  iklim, umpan balik dan
permasalahan dan upaya pemecahannya
pada lokasi sentra produksi padi di provinsi
(Lampiran 11b dan 11c);

Laporan bulanan disampaikan kepada
Gubernur selaku penanggung jawab program
P2BN Provinsi paling lambat tanggal 11 bulan
berikutnya dengan tembusan ke Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
Kementerian Pertanian.
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3. Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi
penyuluhan
a. Sekretariat Badan Koordinasi

Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi
penyuluhan membuat laporan bulanan
perkembangan pelaksanaan penyuluhan
berdasarkan laporan Bapeluh/kelembagaan
yang membidangi penyuluhan di
kabupaten/kota. Bentuk laporan bulanan
Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi
penyuluhan seperti pada Lampirsan 12a,
12a.1dan 12b;

. Bahan laporan bulanan meliputi: penjabaran

programa penyuluhan, penyebaran materi
dan informasi penyuluhan, pelaksanaan
penyuluhan melalui media cetak dan
elektronik, pengalokasian tenaga penyuluh,
realisasi pelatihan pemandu lapangan,
pengawalan, pendampingan dan tealisasi
penerapan teknologi ;

. Laporan bulanan disampaikan kepada

Gubernur selaku penanggung jawab program
P2BN Provinsi paling lambat tanggal 11
bulan berikutnya dengan tembusan ke
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian, Kementerian Pertanian.
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4. Pepanggungjawab Program P2BN Provinsi

a. Laporan bulanan Gubernur selaku
penanggung jawab program P2BN Provinsi
dirumuskan, disusun, dan dikoordinasikan
oleh Sekretariat Tim Pembina. Bentuk
laporan bulanan, perkembangan Program
P2BN Provinsi seperti pada Lampiran 13;

b. Bahan lgporan bulananh meliputi:

1} lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen
dan  kebutuhan sarana  produksi,
instensitas dan luas serangan hama dan
penyakit serta potensi gangguan bencana
alam lainnya,;

2) perkembangan penerapan rekomendasi
teknhologi, umpan balik, permasalahan
dan upaya pemetghannya pada lokasi
sentra produksi padj ;

3} pelaksanaan  penyuluhan  pertanian,
pengawalan dan pendampingan teknologi
rekomendasi pada lokasi sentra produksi
padi.

c. Laporen bulanan Gubemur selaku
penanggung jawab program P2BN Provinsi
disampaikan kepada Menteri Pertanian paling
lambat tanggal 13 bulan berikutnya dengan
tembusan Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, Badan Litbang, dan PBadan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian.
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b. Bahan laporan bulanan meliputi

rekomendasi teknologi, specifik lokasi,
kalender dan pola tanam, penggunaan
varietas unggul, teknologi adaptasi terhadap
perubahan  iklim, unpan ©balik dan
permasalahan terkait pelaksanaan penelitian
dalam mendukung P2BN( Lampiran 15b};

Laporan bulanan disampaikan kepada
Menteri Pertanian selaku penanggung jawab
program P2BN tingkat nasional paling lambat
tanggal 15 bulan berikutnya.

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian

a. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Pertanian membuat laporan bulanan
perkembangan penyelenggaraan penyuluhan
dalam mendukung P2BN berdasarkan
laporan dari Bakorluh/Kelembagaan yang
menangani penyuluhan. Bentuk laporan
bulanan Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian seperti pada
Lampiran 16a, 16a.1 dan 16b;

Bahan laporan bulanan  meliputi

pelaksanaan programa penyuluhan,
penyebarluasan materi teknologi penyuluhan,
peningkatan kompentensi penvuluh,
pengalokasian tenaga penyuluh,

kelembagaan penyuluhan, pemberian insentif
dan penghargaan kepada penyuluh serta
perkembangan realisasi anggaran dalam
mendukung P2BN ;
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Laporan bulanan disampaikan kepada
Menterl Pertanian selaku penanggung jawab
program P2BN tingkat nasional paling lambat
tanggal 15 bulan berikuinya.

4. Pelaporan Program P2BN Nasional

a. Laporan bulanan Menteri Pertanian gelaku

penanggung jawab program P2BN tingkat
nasional  dirumuskan, disusun, dan
dikoordipasikan oleh  Sekretariat Tim
Pengendali Pusat Bentuk laporan bulanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian seperti pada Lampiran 17;

Berdasarkan laporan Tim Pengendali Pusat,
Menterl Pertanian menyampaikan laporan
bulanan perkembangan pelaksanaah P2BN
kepada Presiden;

Bahan laporan bulanan meliputi
perkembangan pelaksanaan P2BN secara
nasional;

Laporan bulanan  Menterl  Pertanian
disampajkan kepada Presiden paling lambat
tanggal 17 bulan berikuinya dengan
tembusan Wakil Presiden RI dan Menteri
Koordinator Perekonomian.
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BAB V
PENUTUP

Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja ini dibuat untuk
menjadi acuan dan dilaksanakan oleh kelembagaan
teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, serta
kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat, provinsi,
kabupaten/kota, dan kecamatan yang terkait dalam
mendukung program P2BN,

Dengan terbitnya acuan ini, diharapkan terwujudnya
mekanisme dan tata hubungan Kkerja yang harmonis
melalui koordinasi pengendalian, pembinaan, dan
pelaksanaan antar kelembageaan teknis, kelembagaan
penelitian dan kelembagaan penyuluhan serta
kelembagaan terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan
Program P2BN.

Agar Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja ini dapat
dilaksanakan sSesuaji dengan kondisi masing-masing
wilayah pada lokasi sentra produksi padi petlu dijabarkan
dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan oleh Gubernur dan
Petunjuk Teknis oleh Bupati/ Walikota

Menteri Pertanian,

SUSWAONOQ
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lampiran 5
OUTLINE
LAPORAN TIM PELAKSANA KECAMATAN
RINGKASAN LAPORAN
. PENDAHULUHAN

I. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN P2BN
1. LUAS TANAM/PANEN {(RENCANA DAN REALISASI)
2. PRODUKSI {RENCANA DAN REALISASI)
3. PENGQUNAAN SARANA PRODUKS! (RENCANA DAN
REALISAS])
4. KONDISI OPT DAN DPj
S. PENERAPAN REKOMENDASI TEKNOLOGI (TANAM,
PEMELIHARAAN, PANEN DAN PASCA PANEN]
- KALENDER TANAM
- VARIETAS
- PEMUPUKAN
- PANEN DAN PASCA PANEN
6. PENYUSUNAN  RDK/RDKK (RENCANA  DAN
REALISASI)
7. PELAKSANAAN PENYULUHAN
-PROGRAMA
-PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN
-BIMBINGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
-FASILITASI  KELEMBAGAAN  TANI  DAN
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
- REMBUG, FORUM, DAN TEMU-TEMU
ill. PRRMASALAHAN
IV. KESIMPULAN
LAMPIRAN (REKAPITULAS! LAPORAN TiM PELAKSANA
DESA/KELURAHAN)
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OUTLINE

LAPORAN PENELITI PENDAMPING TINGKAT
KABUPATEN

BULAN:.......ccoorron ey .

1. PENDAHULUAN

II. PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPINGAN

PENERAPAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI,

KALENDER POLA TANAM

DISPLAY VARIETAS,

DEMFARM,

DISTRIBUSI PUBLIKASI

NARASUMBER

KUNJUNGAN LAPANGAN

1L MASALAH DAN MEMBERIKAN SARAN PEMECAHAN
MASALAH ADOPSI TEKNOLOGI

IV. UMPAN BALIK PENERAPAN TEKNOLOGI

V. PENUTUP
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RINGKASAN LAPORAN
. PENDAHULUHAN

il. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN pP2BN

4.
. PENERAPAN REKOMENDASI TEKNQLOGI (TANAM,

. LUAS TANAM/PANEN (RENCANA DAN REALISASI)
2.
3.

PRODUKSI {RENCANA DAN REALISASI)
PENGGUNAAN SARANA PRODUKSI {RENCANA DAN
REALISASI)

KONDISI OPT DAN DPI]

PEMELIHARAAN, PANEN DAN PASCA PANEN)
- KALENDER TANAM

- VARIETAS

- PEMUPUKAN

- PANEN DAN PASCA PANEN

. PENYUSUNAN RDK/RDKK  (RENCANA  DAN

REALISASI)

. PELAKSANAAN PENYULUHAN

-PROGRAMA

-PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN

-BIMBINGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

-FASILITASI KELEMBAGAAN TANI DAN
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

- REMBUG, FORUM, DAN TEMU-TEMU

Il PERMASALAHAN

V. KESIMPULAN
LAMPIRAN (REKAPITULASI LAPORAN TIM PELAKSANA
KECAMATAN)
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DISPLAY VARIETAS,
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DISTRIBUSI PUBLIKASI,
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OUTLINE
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RINQKASAN LAPORAN
. PENDAHULUHAN
. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN P2BN
1. LUAS TANAM/PANEN (RENCANA DAN REALISASI)
2. PRODUKSI (RENCANA DAN REALISASI)
3. PENGGUNAAN SARANA PRODUKS! (RENCANA DAN
REALISASI)
4. KONDISI OPT DAN DPI
5. PENERAPAN REKOMENDASI TEKNQLOGI (TANAM,
PEMELIHARAAN, PANEN DAN PASCA PANEN)
- KALENDER TANAM
- VARIETAS
- PEMUPUKAN
- PANEN DAN PASCA PANEN
6. PENYUSUNAN RDK/RDKK (RENCANA DAN
REALISASI)
7. PELAKSANAAN PENYULUHAN
- PROGRAMA
- PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN
- BIMBINGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOG!I
- FASILITASI KELEMBAGAAN TANI DAN
KELEMBAGAAN EKQNOMI PETANI
- REMBUG, FORUM, DAN TEMU-TEMU
H.. PERMASALAHAN
V. KESIMPULAN
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OUTLINE

LAPORAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
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I. PENDAHULUAN

II. PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPINGAN

NARASUMBER (PELATIHAN TOT),

PENYALURAN BENIH,

PENERAPAN TEKNOLOG! SPESIFIK LOKASI,

KALENDER POLA TANAM

DISPLAY VARIETAS,

DEMFARM,

DISTRIBUSI PUBLIKASI,

PENDAMPINGAN OLEH PENELITI (KUNJUNGAN

LAPANGAN)

. MASALAH DAN MEMBERIKAN SARAN PEMECAHAN
MASALAH ADOPS] TEKNOLOGI
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V. PENUTUP

XNIRN AL

109

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

16/41781.pdf

lampiran 17

OUTLINE

LAPORAN PERREMBANGAN PROGRAM P2BN
NASIONAL

RINGKASAN LAPORAN
{. PENDAHULUHAN
il. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN P2BN
1. LUAS TANAM/PANEN (RENCANA DAN REALISASI)
2. PRODUKSI (RENCANA DAN REALISASI)
3. PENGGUNAAN SARANA PRODUKSI (RENCANA DAN
REALISASI)
4. KONDISI OPT DAN DPI
5. PENERAPAN REKOMENDASI TEKNOLOGI (TANAM,
PEMELIHARAAN, PANEN DAN PASCA PANEN)
- KALENDER TANAM
- VARIETAS
- PEMUPUKAN
- PANEN DAN PASCA PANEN
6. PENYUSUNAN RDK/RDKK (RENCANA  DAN
REALISASI)
7. PELAKSANAAN PENYULUHAN
- PROGRAMA
- PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN
- BIMBINGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
- FASILITASI KELEMBAGAAN TANI DAN
KELEMBAGAAN EKQONOMI PETANI
- REMBUG, FORUM, DAN TEMU-TEMU
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LAMPIRAN (REKAPITULAS] LAPORAN BULANAN
PROGRAM P2BN PROVINSI)

110



engingat

16/41781.pdf

BUPATI KOTAWARINGIN BARATY

KEPUTUSAR BUPA'I:F KOTAWARINGIN BARAT

Nemor ;: DKPr 228.1 AN2010
TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di daerah dan

upaya menciptakan kondisi daerah terpenuhinya pengan yang cukup, baik
masyarakat penu dilakukan upaya-upaya koordinatif yang terpadu anter
instansi terkait,

. bahvwa untuk melaksanakan ketenduan Bab Hi Peratutar; Presiden Nomor

63 Tahun 2008 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perfu membentuk
Dewan Ketahanan Pangan Kahupaten, ,
bahwa, untuk raclaksanakan upaya-upaya koordinatif yang terpadu antar

instansi terkait maka periu diperbaharui Keputusan Bupatt Kutawasingin
Barat Nomor : SK KPPKPH5A2008 tancgal 27 Agustus 2008.

. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagatmanra d’mah;uddalam'hnia,

b dan ¢ periu ditetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tertang
Pembentukan Dewsn Ketahanan Pangan Kabupaten.

. Undang-undang Momor 27 Tahun 1959 tentarg Fembentukan Daerah

Tingkat 1! di Kalimantan (Lembaran Negara R} Tanun 1959 Homor 4,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1896 tentang Pangan (Lembaran Negara
Ri Tahun 1966 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3856)
Undang- undang Nomor 22 Tehun 2004 tenteng Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tamhahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

. Undang-uridany Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kevangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahur 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat daerah,;

. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan

Pangan;

. Perda Dacrah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisas? dan Tata Kevja

Dinas;
Peraturan Daerah Nomor 15 Tainm 2008 temmang Orparisasi dan Tata

Keria Inspektorat, Badar Perencanaan Pembangman Daerah dan
Lembaga Teknis Dasrah Kabupaten Kotawaringin Baret ;
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Membentulk Cewan Ketahanan Pargan Kabupaten dengan susunan
keanggotaan sebaygaimana tercantum dalam lampiran Kepttusan ini.

Cewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati
daiam

a. Merumuskan kebijakan dalem rangka mewujudkan ketahanan pangan

Kahupaten Kotaweringin Barst dengan memperha‘ikan kebljukan yang
ditetapkan oleh Dewan Kotahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan

Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong kekutsertaan
masyarakat datam penyelenggaraan ketahanan pangan.

c. Merumuskan kebijakan di bidang Ketahanon Pangan Kabupaten

Kctawaringin Barat yang meliputi aspek ketersediaan, distritusi, Konsum:si,

mutu, gizi, keamanan dan kewvaspadaan pangan,

d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksaraan
peimantapan ketahenan pangan Kabupaten Kotavzaringin Baat.

e. Melakukan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau
sewaktu-waktu sesuai keperhean,

f. Melaporkan hasi pelaksanaan tugas kepada Bupafi setiap satu hulan
sekali atans sewakhr-waktu seauai keperluan

Untuk kelancaran pelaksanaen tugasnva Ketua Dewan Ketshanan Pangan
Kabupaten dapat mengundang unsur-unsur yang terkait untuk hedir delam
repat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kcobupaten dan
mengikutsertakannya dalam upaya pemaittapan ketahanan = pangan

kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Ketahanan Psngan Kabupaten
dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Ketahan
Pangan dan ditunjuk oloh Ketua Dewan Ketzhanan Pangan.

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan EupaﬂKotawﬁgh
Barat Nomor : SK KPPKP/ASWVII2008 tanggal 27 Agustus 2008 dinyatakan
tidak herlatau.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada APBD
Kahupaten Kotawaringin Barat

Keputusan ini mutai berlaku  sefek tanggat ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perhaﬂm _
sebagaimana mesiinya.

Ditetapkan di . Pangkalan Bun

Pada tanggal : t Mei 2010

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

DAR, ST, M.S}
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No. Jabaan Pkok 4‘ Jabéar datam
1. | Bupaii Kotawaringin Barat Ketua
2. | Wakil Bupati Kotawaringin Barat Wakil Kedwua
3. [ Asisten Perekoromian dan Pembarngunan Setca Kab.Xobar Ketua Harian |
4. | Kepaia Dinas Pertanian dan Petemakan Kab Kobar Kettra Bartan I
5. | Kepaia Kantor Penyuluhan Pertarian Jan Ketahanan Pangan Kab.Kobar Sekretaris
8. | Kepala Dinas Perikanan dan Kelautar, Kab. Kobar Anggota
7. | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kchar | Anggota
8. | Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kobar Anggota
9. | Kepata Dinas Perhubungan Xab. Kobar Anggota ~ |
10. | Kepala DinasPerindusirian dan Perdagangan Kan. Kotawaringin Barat Anggota
11. | Kepaia Dinas Koperasi, UXM dan Pasar Kab. Kobar Anggota
12. | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kobar Anggota
13. | Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kobar Anggola
14. { Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kobar Anggota
15. | Kepala BAPPEDA Kab. Kobar Anggo'a
16. | Kepala Badan Pusat Statistik {(ab. Kobar Anggotn
17. | Kepata Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ksb. Kobar Angacta

! 18. | Kepala Bulog Sub. Devisi Reg. il! Pangkalan Bun Anggota
18. | Kepala Adminstratur Petabuhan Pangkalan Bun Anggota
20. | Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 1014 Pangkalan Bun Armota

| 21. | Keputa Bagian Administrasi (Kabagmin) Polres Kobar Anggota
22. | Kepala Bagian Perakonomian dan Sumber Dava Alam Setda Kab. ‘

Xoiawaringin Barat. Anggola

;f Kepala Adpel Kumai Anggta
25. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kctawaringin Barat Anggola
26. { Kepaia Dinas Pendidikan Pemuda dan Otah Raga Kab. Ktw, Barat. Angguta
27. | Kepala Badan Meterologi dan Geosisika Panghalan Bun. Anggota

| 28. | Dekan Fakultas Pertanian Untama Pangicatan Bun. Anggota
29. | Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kotawaringin Barat. Anggota
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BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
Nomor : SEK. DKP/ 154 /111 12012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KABUPATEN
DEWAN KETAHANAN PANGAN

BUFATI KOTAWARINGIN BARAT

a. bzhwa untuk menuvnjang kefancaran pelaksanazn tugas sehasi-hari Dewan
Ketahanan Pangan membentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang berfungst
sebagai simpul koordinasi yang terpadu antar instansi terkant;

b. bahwa Kelompok Kesia (POKJA) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdini
dari pejabat dari instansi teknis terhait membentuk Pokja sesuai bidang tugas
instarsi : i

c. bahkwa untuk upaya-upaya koordinasi yang terpacu antar instansi terkait maka
perlu diperbahani Keputusan Bupati Kotawaringin Rarat Nc. SEK.DKP/
228212010 tanggal 01 Mei 2010;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunuf a, b

dan ¢ periu ditetapkan Keputusan Bupall Kotawaringin Barat tentang
Pembentukan Kelompok Keria Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;

. . 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
i di Kalimantan (Lembaran Negara Ri Tahun 1959 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pargan (Lembaran Negara Rl
Tahun 1966 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 3656);

3. Undang- undeng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pzmorintahan Daerah
(Lembaran Negara Tzhur 2034 Nomor 125, Tambahan Lenibaran Negara
Nomaor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang Perimpangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);

5. Peraturan Perme-intah Nomor 68 tahun 2002 tentang Katahanan Pangan;

6. Pecaturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pe-angkat
daerah;

7. Perahman Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan
Pangan;,

2. Perda Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kefa
Dinas Kabupaten Kotawaringin Barat,

9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tatmm 2008 tentang Organisasi dan Tata Keqa
Impehaat,ﬂathuermmPembangmeaemhdmLembagaTem
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
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MEMUTUSKAN

Menunjuk Kelompok Kerja (POKJA) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dzlam tampiran Keputusan
ini.

Para pejabat yang tercantum dalam lempiran keputusan ini dipandang mampu dan

cakap untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kelompok Kerja {Pokja)

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Tugas dan fungsi Kelompok Kerja (POKJA) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten

adalah :

a. Melaksanakar koordinasi, sinkromusasi perencanacn dan  pelaksanaan
kegiatan tintas sektor datam mendukung Pregram Ketahanan Pangan.

b. Meiaksanskan identifikasi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan
program ketahanan pangan.

c.  Merumuskan Program Ketahanan Pangan di wilayah Kabupaten.

d. Melaksanakan rapat sekiurang-kurangnya 2 (cdua) kab dalam setahun atau
sewaktu-waktu sesuai keperiuan.

e. Melaporkan dan menghimpun hasil tugas Keloripok Kernja (POKJA) masing-
masing dar ingtansi kepada Bupati melalui Sekretaris Dewan Ketahanan
Pangan Kabupalan.

Dengan ditetapkannya keputusan i maka Keputusan Bupati Kotawaringin Barat
No. SEK.DKP! 228.27//2010 tanggal 01 Mei 2010 dinyatakan tidak berlaku logi.

Segala biaya yeng difimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada CPA SKPD Kantor Penyuluhan Pertanisn dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Kotawaringin  Barat Tshun  Anggaran 2012
No 910/34/V/DPA/DKPD/2C12 tanggal 25 Januari 2012 '

Keputusan i mulai berlaku sejak fanggal diletapkan dengan kelentuan apabda
di kemudian har terdapa! kekaliruan dalam penelepan keputusan M a«<an
diadakan perbaikan sebagaimana mestiny2.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Padatanggal : o6 Maret2012

Tembusan disampaikan kepada Yth
1 BadanKetalmanPangaaninsiKahtanmnTengahcﬁP.lmm' Raya
Dinas Pengelola Keuangan Daerah di Pangkalan Bun
3 mmmmwmmmémw
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Lampiran : Keputusan Bupati Kotawaringin Barat
Tentang @  Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Tingkat Kabupaten
Program Dewan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2012
Nomaor :  SEK DKP/ 554 MU2012
Tanggal : 06 Maret 2012
' No Jahatan Pokok Kedudukan Dalam Pokja
1 ' 2 3
1. { Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Koordinator Keiompok
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Kerja DKP
2. | Kepata Kantor Pemyututan Pertanian dan Ketahanan Ketua
Pangan kab. Kotawaringin Barat
3. | K=pala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretaris
Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barst
4. ! Xepata Seksi Ketahanan Pangar KPZKFP Kabupaten , Anggota
Kolawaringin Barat
5. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha KP2KP Kab. Kobar Anggota
6. | Kepala Distanak Fab. Kobar Koordinalor Pokja Ketersediaan
Pangan
Kabid Pengembangan Produksi TPH, Distanak Rab. Kobar Arggota
Kabid Ferigembangan Produksi Petemnakan Distanak Anggota
Kak. Kobar
9. | Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Anggota
Kab. Knbar
10. | Kahid Perikanar: Tangkap Dinas Ketautan dan Perikanan Anggota
Kab_Kobar
11. | Kabid Budidaya Perkebunan Disbun Kab. Kobar Anggota
12. | Kabid Sumber Daya Ait Dinas PU Kab. Kobar Anggota
13. | Kepata Badan Meteorotogi Geofisika Fangkatan Bun Anggota
14. | Ketua KTNA Kabupaten Kotawaringin Barat Anggota
15 | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koovdinator Pokja Distribusi,
Cadangan Pangan rfan Stabificas
) Harga
16. | Kzbid Usaha Perdagangan Dispesindag Kab Kobar Anggota
17. | Kabid LLAJ Dishub Kom dan Informatika Kab. Kobar Anggota
| 18. | Kabid Koperasi Dmas Koperasi UKM dan Pasar. Angyota
19. | Kepala Bulog Sub. Civisi Regicnal Il Pangkalan Bun. Anggata
20. | Penwira Sexsi Teritoria! (Pas#er) Kodim 1014 P. Bun. Anggota
21. | Kepala Adminitrasi Pelabuhan Kumai Anggota

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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22_ | Kepala Adsminitrasi Pelabuhan P, Bun Anggota
23. | Kepata Dinzs Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat Koordinator Pokja
Penganskaragaman Pangaa dan
Mutu Fangan
24, | Kabid Pelayanan Kesehatzm Dimkes Kab. Kcbar Anggola
25. | Pokja il PKK Kabupaten Kotawaringin Barat Anggota
26. | Kasubid Pembinaan Ketahanar dan Kualtas Keh:iarga, Anggota
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kobar
27. | Kepala Bagian Reskrim Polres Kobar Anggota
28. | Kasi Pertanian BPS Kab. Kobar Arggota
29. | Kasi Pengawasan Barang Beredar Disperindag Kab. Kotar Anggota
30. ! Kasi Regristasi dan Akreditasi Dinkes Kab. Kobar Anggota
31. { Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kab. Kobar Anggota

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATE KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : PPP.OZV 118 /17 7013

TENTANG

TIM PELAKSANA TIKGKAT KALGUPATEN, TINGRKAT KECAMATAN
DAN TINGRKAT DESA P:.DA POS SIMPUL KOORDINAST(POSKQ) PZBY

Me:.imban;

M ngiagat

Koleksi Pe

L

'h

~al

rpustakpan. HONerRSR-Teriaman 1R

KABUPATEN F GTAWARINGIN LARAT TAHUN 2013
BUPA T KOTAWARINGEN BARAT

bahwa ketananas mangan merspakon Dobrituhan dasar manusia dar ketahanan
pAnEaN D an Lsar penting Jaiaar apay: mencapat kemanamiae pangan,
bahwa beras morupakan homditas smiesds hapi bangsa Indonesiz chineea
pedu ditakukan ipaya peninghatan predok d secnqa berkefauaa.
boawa dmam roagka measukseskan wpar o peninplatan prodakst pol
aegeri diperluk v koordivesl, pembivan, pemantavan dafon peohs
Peninekatan Pre uksi Bems Nasiona! (F2H8) tbun aseyasm 201 5:
hadwwa Derdasar an hal tersebant 1 oo on i ipandane. perlu ditentan
Pelaksana Fings at Kabupawe Jap Tom Polwsana Tinpkat Kecamata b
anegaran -3 7 Kabupaten Kaiawarinoin dars vang ditetapkan densan sunn
Leputusan.

Unadang - tinanp Nemor 17 Ta 1000 dentann Neannpon seprra

(Lembaran Ney i Tahue 2003 Neaesor 170 Tambahan Loarhame Nepon
lomaor A236).

Vindhing-1ndae: Nomor 1 Paben 50 8 entaw Pobenmdahaennr S
A RN

{Tenmibaras Nee:ra dahan 2003 Noner -0 Gonbyhan Leasharan >
435w

Undang- Undas © Nossor 13 Pahen Mod oo Pemeriksaon Porpeiolann dan
Pertanprungjan ibar Kewecapgan Nepion dlembaran Negara dshua 2600
Nomor 126, Tur bahan Lembaron Negioa Somer B0k

Undang- Undi @ Nomeor (i Tabua 2980 weerng angparan Pendapatan dan
Betnja Nepara Tohun Angearn 200 Fembarsn Negara Tahan 2016 Nomar
Nomwr 120, Ta: hahan bembaran ~Newna Sonoe 3i67)

Undang- Undaz : Nomor 19 Tahun 200 tentang Badan Usaha Ml Negara
e Ney ma Tabw, 2003 Sosee 70 Vambaban Lembaran Nezam
Nuogar LT

Perstoran TFeme mtah Nomaor 39 shen 000 jestang Tate Care Peagendalian
Jan Pvotuasi Polaksaeaan Rencana fessbaayinan doembaran Negaa Tahan
2006 Nowor 96, Tambahan T entharas Nopara Nomor 4043)

Peratirn Peme intah Noensor 8 Pahun 2006 wentang Peleporan Kevangaa dan
Fomeria losans  Pemeriniab (Lemsarny “eeeea Tahun 2006 Nomor 25,
‘Tambaban Lemt aran Negera Nojri -ifva 0

Perataran Pemd ot Somoer 7 e NN tentang Dekonsentrast Tugas
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Merr pechatikan :

Menetapean

KESATU

KEDUA

KETIGA

o M

eputian Presiuen Nomer §84/P Tahun 009 entang Pembentukan Kabinet
tndonesia Bersaty H Periode 2004%-2914

L Ponmuran Presides Nomos 54 Tahun 2000 testang Penpadaan Barang/lasa

Pomerintah:

. Peraturan Presidet Nownor 29 Tahae 2010 tentang Rencane Kerja Pemerintah

Yahua Mt

CInstraksi Presidee Repubtik Indonesin: Nomor 5 Tahun 2031 teatung

Pengamanan Froduksi Deras Nosioral  adam Menghadapi Koadis: Tklim
Fksrir:

A Peruran Menteri Kevangon Nomos 1 #TMK00/2C00  watans Pedoman

Pembavaran dalam Prlaksanaan Anggarin Cenrdapatan daa Betanja Negeray!

Peratwnm Memers Keammaen Nomor N0/ 'vLG22009 anggal 4 Maret 2009

temany Standar Biava Umum Tabun Angycran 2010;

. Perauran Menteri Keuanpan Nomor 1 6/PMEL07/2008 tentang Pedorman

Pengelotaan Dekonsentrast dan Tupas Pemoantuan;

. Pematuran Mentert Penanian Nomaor 6€/4 ermentantQT.140/1272G16, tentang

Pedomsan Pengeiolaan Dana Bantuan Sosyd umuk Pedaman Tahwm Anpearan
20015,

. Peraturai: Menteri Pertanion Notuor 707 comentan/OT .140/12/2010, teatang

Penugasan kepada Gubermr dulam Penpe: alaan Kegiatan dan Tanggungjanab
Dana Tugas Perbantuan Provinss Vit Aq cparan 2011

Aeratwran Mentern Petaniae Nomor 7Y! ermentan/OT . 14071212610, teatang

Pelimpaban  kepada Gubernur ddolacn Pengelolaan Kepisian  dan
tanggung pwab Dana Dekonsendrass Proviest Tahun Anggaran 2017,

- Permentan 45/Permentan/OT.140/8/200 L tang Tata Hubungan Kega Antar

Kelembapgaan Teknis. Penclitian dan Por; embangan dan Penyuivh Purtapian
datam Mendukung Peningkatan Produksi -zras Nasional {P2BN).

Keputusar Gubernsr Kalinaman tenga Nomor 1858.447246/201! tertang
Pembentukan Tim Pengawatan dan Pomb1aan Peranglkat Polaksana pada Pos

Simpul Koorinasi (PMISKN) P2BRN Povinsi kalimantar Tengah Tahun
Angearan T01]

MEMUTUESKAN

cmbentuk T Pelaksee Lingkit Kabvoaten dan Tim Pelaksana Tingkat

Kecamatan Pelaksanaan P2BN Paban Angze aran 2013 yvang sclanjutnya disebut
Tan, denpan suswnan sebagaimana iercarttm pada lampiran vane merupakan
broian vang sidak werpisahkan e bepuinsa i,
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4.

m Pelaksams Pl Kabupeten mompum o tugas .
AMenvusun rencami kerja peningkatan pro fukst padi tingka kabupaten.
Mondampingiinengawal penerapan tebaodogt soesifik tokasi di 1okasi P2BN
finpkat kabupaicn.
Memvsssun programa ponyeluam mendud ing P2BN tinzkat kabupaten.

. Monyudiakan bchmvhan prasamna dan wwrana menduking P2RN Ginekat

kabupaici.

m Pelaksann Tinokat Kecamatan memypun i tugns

- Meminghathon poninghatan procuked pi 3 snpkat kecamatar sesuai dergan

target dan reseana herga vang diwciapkas,

Slenerapioa e omendass toknotosi spes Tk Tokasi.

Meiakswakan progrome penvuiuhan tiey at kecamatan.
Menpkesrdinasikusn pemunfiutan pras rane dan sarana yang wda secara
elekiit dan efenien tingkal kecamatai.
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Tim Petaksana Tigkat Desi menpunya e
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jacdwal pembggian don pergidivan penppunaan alr, serta penpgendalion
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3. Memfastlitasi para petuni unluk o nembubkembangkan kelembagaan petani
dan  helemba san ehew omit serta ponumbuhan pos penrufuhrn desa’
keturahan.

4. Memfasilitasi petani aaiam menpakses sarana produksi, permodalan dan
wfornss pas:.o.

3. Menyelesaika - permuasel-han vase dheddan: petani don menthenhen unian
balik peverp wr tekantopd spesific lelasi vang dibutehkan pewnd untux
dissdurkan ke ada penclit peadamping

]

: Dalam  meclaksiaakan  lueasnva, Ui beranggungjawab  don wapb

mervampaikan  aporan  secara borwenping Jan berkala kepasds Bupati
Koawarnpin Bar a

- Sepala binva yo - ditimbulkan akilew Okcluarkannva Sumt Kepumisan ind
ega va ya-p 3 ]

dibchankan kepe i Anpgamp Pondenctia daa Beloma Daerad, Kabupaten
Kotawarngin Banw Tabwm Angearan (o0 sebapgiining ecantum asem DPA-
SKPD vang wlah fisyvabkan.

D oReputusan wn e sk sejak weppal 1 oo 2013 dan berckhir 3 Deseniber

2013, denwan kew atvan apabila terdapar Sob Chiruan akan diperbaiki seh.paiimana
LKStnya.

Diteapaa.s i » Panpkatan iar

1 - - -
dada teneeal

7 dunuan 2015

Tembusan Keptrtusan ini disampaii 1 kepada Vih

Menteri Pertanian Republik ldo wria di Jukona

Gubzmur Kalinwman Teneah & 2akimgha Fava . )

Kepala Dinas Pertanian dan Pete. aokan Pravios k'aiim:ma:lp Vonech di Palaseka Rav,
Kepala Bappuua Kabupaten kot waringin Barat d P;_._r.;'\:s!.m Bun.

Kepala Incpektorat Kabunaten k aiawanag.n Bar di P B,

Masing-masing yang bersanpkut. n.

3R A B LR e

Arsip.
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LAMPIRAN | SUPAT KEPUTUSAN BUPATE KOTAWARY (GIN BARAN
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NOMOR  :PEPOG L1 gt 2013

TANGGAL : 7 :ANUARI ZUS

TENTANG - TIM PEEAKSANA PENINGKATAN PRODUL S BERAS NASIONAL (P2BN)
TINGRAT KABUPATEN (POSKO HE KA ATEN KOTAWARINGIN
DARAT TAHUN 20113

L O TEAPELAKSANA PIAN PG w~}\() HE TINCKAT K B KGTAWARINGIN BaRAT

Proangeuny Jawab

Koordmator

Adlagiatis
M
X
J‘.
i,

Bt Hotawanng:n Barat

Asisted Perchonoman ¢ o Pemoangunan,  Scada Kabupaten

Restawariagio Barat

Kopala Dinas Ponaniao don Peternakan Kabunaten Kotawaringin
Barat

Kepale Badon Perencane i Pembanginan  Dacrah Kabrpatea
Keatawaringe Barat

Kepala Dinas Perkebunan k sousaten Kotawaningin Bara

Kepata Dinas Pekeaan 1 i Kabupaten Ketawaringin Barat
Ke-paia Dinas Perindestiian an Perdagangan Kabupaten
Kotewaringin bHarat

Kepela Bulor Sut Devisi V! Kegional Kabupaten £l asaringin
oy

Repuaia Kaves Penvalpinn «om Ketahanan Fangan Kohapoter
oot Barat

Kot HKTE hapapaten Yo swaringin Bana

Il SEKRETARIAT TIM PELAKSANA P2HBNIPOSKD 1 TINGKAT KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

Koordmator

Amnggola

Sekretaris Dinas Pevianian ¢ m Petermokan Kabnpaten Koawaringin
BarutHortikultura
1. Kepala Bidong Penger -hangan Produksi Fertanian Dinas
Pertanian don Peternut 1 Kab, Ktw, Rarat
Kepata Bidang Pencer vbangan sarana don presaruna Disiapak
Kab. Kow, Barat
worstia Bidang Pedding wean Tanoman dan Keschatar Hewan
Distarmak Kab, Ktw a ot
4o hepata thdang Sambe  Dave Alr Dinas Pekerjaan Umum
Kabupiaten hotawacing m Barat,
Kepafa Sckss Pengernl ingan SDM Kelcmbapaan dan Tata
Penyulvhar Pertanian. Petemskan dan Perikanan Kantor P2KP
Kabuopaten Kiw. Barct
A Kepaa Sckst Pengen! inpan Produks: Taraman Fongan dan
Hortthetur: Distanak  ab. Kt Bare
Kuepeila Schsi Parbenth a1 dan Perbibitan Tanaman Pangan dan
Hordhattura, Distanuk RKab. Kow Barst
5. hepola Sekst Keterabs saan dan Usaba Tari., 1)is1anak Kab. Kiw
Barat
9. Kepala Sab Bagan Pe oneanaan, Pergendalian Program Minas
Peaanin dan Peternad w Kabupaten Kotawaringin Barat.

o

.i! sap st Pangkalan Ban
o l o epeal 7 Janwar 2013

T
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LAMPIRAN 1T SURAT KEPUTL SAN BUPATI KOFAWAKINGIN BARAT

NOMOR

PPPO20/ 110 SIS0

TANGGA.L : 7 JANUARI 2013

TENTANMG : TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODVKST BERAS NASHINAL  P2UN-
TINGRAT KECAMN ATAN (POSKO IS EABUPATEN KOTAWARID N BAagay
TAHUN 2013

TIM PELAKSANN TINGEK AT KECAMATAN

L

Kecamatan Arui Selatan
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Jawab
Ketua
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Anggoia

tab
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a
L. laas
Aprggotn

IIE. Keeaman: Ko

Fenanggung
Jawab
Kelca

Sekretans

Anggo'a

2

Comat Ar Selatan

At Tani / Koordimtor 1PP Kecamatan Ann Selatan

¥ F Tunciman Panann Heemunian Aral Sclatan

K- pala Sek« yong mempidungt pertanian K ccamatan Aral Selatan
Ptngas Pengendali Orenisiae Penagangpa Tumbuban ecamatan
At Seken

C.omai Arut itara

A Tant / Roordinaior 3PP Kecamatao Acut Ulara

K. ¥ Tanaman Pangan L ccanurian Ar Utaro

K pala Sekast vang memibidened pertanian Kecamatan Arut Utara
Pougas Peanendatt Orp-nisine Pengpanggu Tumbeihan Kecamatan
At Ulera

carimpin | oma

!'-J

V. Kecamra t Kuman

Penangpung
Jawab
Ketra
Sekretaris
Anggota

F-J

C: mat Ketawaniapin Lam

M witri Tani / Koordinbator B3P Kecamatan Kotawaringin Lama

K ¥ Tanaran Paigan Pecamatan Notawanng:n Lama

K. pata Scksi vanp membidongs pertonian Kccamatar Kotawaringin
o

Peugas PeavendalE Ospanisime Penppangeu Tumbuohan Kecamatan
R tawurmgm iama

ot housen

Aot Tani £ Koordicaice: BP0 Kevanvitas loma

KO F Tanamen Pangan Focwnatan Xumai

K. pala Scksi yang membnimsi pertanian Kecamatan Kumai

P igas Penpendali Orpaasme Penggangpu Tumbahan Kecamatan
Komai

V. Kecamatan Pangkalan Lada

Penanygpgung
Jawak
Ketun
Sekretarts
Anggola

(o mm Panpkasan Lada

Mgttt Tani 7 Koordinata PP Fecamatan Pangkatan Liuda

K. ¥ 1amaman Pangan Necomatan Panpgkabos Lada

K. pala Scksi yang arershidangi pertanian Kecamaim Pungkulan
f:la

I wuszas Pengendali Orpoarusine Pengganggu Tumbubhaen hecamatan

P: apxalan Ladds
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VI Kocamatan Pangkalan Baot ng

Penangpung:
Jawsh : Ciimat Panexdan Daateny
Xetua : M ntrt Tami 7 Koordinoter B*? ecamatan Punekalon Bontens
Sckretaris : KF Tanamaa Panga. Kecanunan Papekalan Sauteng
Anggata s i Koopals Seks, vanp membidrngi ponaaian Tingkal Keco~aten
Y Poupas Pengendali Oreonismce Penggangps Vumbunan, hecamatan
P wpekalan Banteny
Vhict i - Pankalen T
Padn tizoal o 7 Januari 201
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LAMPIRAN HI SURAT KEPUTUR AN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR  -PPPO20Y 11.a/1 7200,

TANGGAL : 7TIANUARL 2013

TENTANRG  OMTPELAKSANA P NINCGRATAN 0D 00 niliAS DAt voi
TINGKAT OESA (POSKO Vi KABUPATEX TOTAWARINGIN BARA
TAHLN 2003

[ Kecamaian Arut Sclaian
Desa Kumpay Batu Aaas o Kepala Desa Kampa: Hata Adas (Keiva merangkap Anggotag

'PL Desa Nunmpat Bats Adas (Sekrelaris merngkap Apgiotay
Retn Garoktan Desa Keapd atu Atas { Angpolsg

2. DesaSulurg : Kepala Dosa Sudung (Retua merangkap Angpota)
¢ PPL Desa Suleng {Seb-ciaris memagkan Angpeetay
Ketwa Gagrakian Subane { Angpeota)
3. Kclurahan Meadawai » burmh Meadawai (Ketao nermekap Anggolad

P Neloraban Menqbow, 1 (Nebacians merangkap Adggata
Ketua Gapoktan Keba o Meadawat { Anggadn)

4.  Desa Kumpai Batu Bawih  : Kepala Desa umpai Baw fawat {Ketad merangkan Angpota)
: PPL Desa Kumpai Baty Bavah {Sckretaris mermnpkap Anggota)
Ketua Gapoekian Dess humpai Datu Bawsh (Argyou)

5. Desa Natai Baru . Kepala Pesa Naka Bam tkctua mevangkap Anppow)
: PPL. Desa Naa Harn (Sekretaris merangkap Angeots)
Ketua Ganoktan Desa Mot Bam (Angpou)

6.  Desa Tanjuny Puin + Kepala Desa Tamponge Fain (Keiua merangkap Angypoia)
PPL, Desa Tanjung Pai s Sekretsis merstigkap Amngyeola)
Ketea Gopokian Desa Toajung P (Angyota)

7. Desa Tanpmg Teranmiaong 1 Kepala Desa Tanjune Feaantang (Kewa merangkep Aggota)
- PPL Desa Tamueg Vorsnlmp( Sckretans meranghap Anggota)
Ketua Gapontan 12ess Laajung Ternntang {Angrotcl
8. Kclurahan Mendawani -+ farah Mendanot Selcrunye {Kena merangkap Angy ota)
PPE, Ketarchan Mendsn i Scberans (Sckretaris merangkap
Adngpolay '
Ketua Gapoklan Keloraivin Mendawat Seberang (Anguota)

9. Keluratan Baru - Lurah Bar (ketua merangkap Anggola)
. . PPL Kelurahan Baru f Scrimiaris merangka) Anggola:
Ketna Gapoktan Kelurthan Pau (Angpola)

I  Kecama‘an Arui Ulara

1. DesaPandau . Kepala Desa Pamiau {Keiaa merangkap Anggotad
) - PPLL Desa Pondaa (Sokrmadis merangkap Anggoti)
Ketua Gapoktan Dosa Pasvdou £ Anggota)

2. Desa Sungai Dau . Kepata Desa Sungai i1 {hetin meranghap Angroto
< PPL Dosa Sungai DouiSebiretans merang kag Adgrgo
Kew Gopoktan Dese Sosran Dau (Anggeta)

1. Dksa Gandiz . Kepata Dusa Gandis (honat o ranghap Anggala)
‘ Kolek COPPL D Crandie (8efrer wis nnrangkap Angeeta
P tak Uni ' : i {1 PRI eyl
oI TR nIVerS|§as Ei‘rlbtlljalfahu}a Vrap Do neonbis {oagreatad

16/41781.pdf



A

Dzsa Sukarami

Desa Fenvomboun
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